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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama.
Banyak vang melihat konflik ini merupakan pertarungan antara Muslim
Melayu dan buddhis Thai. Kata 'Muslim' dan 'buddhis’ mengarahkan pada
kuatnya pengaruh agama dalam masing-masing masyarakat. Konflik di
Thailand Selatan berawal dari sejarah panjang kerajaan Pattani dan kerajaan
Siam. Etnonasionalismeé pada masyarakat Muslim melayu di Thailand Selatan
sudah muneul séjak pemerintah Thailand memasukkan daerah Pattani Raya ke
dalam (negara Thai pada tahun 1902, telahyberulang kali terjadi protes dan
pemberontakan, melawan kekuasaan pemerintah Thailand. Faktor utama yang
telah membantu mendukung separatisme Melayu-Muslim Pattani adalah
etnisitas dan solidaritas keagamaan. Kedua faktor itv juga membedakan
mereka-darisbagian ‘utama peaduduk TFhailand.Islam dan etnisitas Melayu
digunakan uniuk memobilisasi rakyat mineritas menentang campur tangan
pemerintah dalam urusan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan'.

Ketegangang konflik| dan, perang antara, kerajadn Pattani dan kerajaan
Siam memiliki sejarah yang panjane. Pada awalnya kedua kerajaan tersebut
hidup damairnamun pada abad 18konflik muncul, diawali dengan berdirinya
Kerajaan Bangkok yang secara apresif menggantikan pemerintahan kerajaan
Ayuthava. Pada waktu itu konflik dan perang berkisar seputar penaklukan
wilavahi, kemudian  berkembang secara- sistematik terutama pada saat
pemerintahan™ Raja,, Chulalongkorn yang sangat dipengaruhi dengan
pemahaman barat tentang nasionalisme dan nation-state model. Kerajaan
Pauani kemudian dipersatukan ke dalam kerajaan Siam sebagai sebuah negara

vang baru.

' Adi Saputra dan Svahrial Syarbaini, “Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thaitand
Selatan™ diakses dari hutp:/iyrnal.budiluhur.ac.id/?p=231 pada tanggal 3 Oktober 2010.

* CI. Serajul Islam. “The Islamic Independence Movements in Pattani of Thailand and Mindanao

of the Philippines. “Asian Swvey, 38 (1998), h. 441-456

Universitas Indonesia
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Pada kasus Muslim-Melayu di Thailand Selatan atau yang lebih dikenal
dengan sebutan Muslim Pattani ini mereka telah mengalami sejarah yang
represif, mereka dilarang berbicara dan mempelajari bahasa Muslim-Melayu,
bahkan mereka dilarang untuk mempelajari budaya dan sejarah mereka baik di
lingkungan sekolah maupun lingkungan bekerja’. Muslim Pattani memiliki
identitas etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk {dan juga
pemerintah) Thailand. Muslim memiliki bahasa Melayu dan beragama islam,
dua identitas budaya dan agama yang menjadi bagian dari bangsa Pattani.
Mereka selama ratusan tahun terbentuk dalam kerajaan islam Pattani. Kuatnya
identitas lokal keislamdmpdan kemelayvan ini mendorong banyak intelektual
Thailand untukimenggagas status.otonomi Thailand Selatan, khususnya di tiga
provinsi: Pattani, Yala dan/Narathiwat, atav dalam banyak istilah sejarah
ketiga provinsi. ini disebut “Muslim Pattani”’. Identitas ini sangat dekat
dengan etnisitas Aceh vang tidak.seKedar memiliki status Daerah Istimewa,
tetapi otonomi khusus dengan‘peran dan hak lebih besar bagi pemerintah lokal
aias kekayaansumber daya alamyQtenomi luas-barangkali solusi bagi Muslim
Pattani untuk_menentukan arah_ckonomi dan politik wilayahnya di bawah
kekuasaan pemerintah pusat Thailand. Tetapt ide otonomi nampaknya belum
mefjadi agenda pemerintah pusat. Seandainyayavacana dimunculkan kalangan
intelektual, muncul banyak kekhawatiran atasisikap tanggapan yang tidak fair
dan berlebihan bahwa otonomi bisa dijadikan\jembatan menuju kemerdekaan.
PartainDemokrat yang menekankan secara‘persatuan dan kesatuan di negara
Thailand pun tidak dapat berbuat banyak dalam perdamaian di Thailand
Selatany khususnya dalam ‘mendukung kepentingan Muslim. Hal ini menjadi
sebuah isu politik vang péenting untuk diperhatikan oleh pihak politisi vang
memainkan isu politik di Thailand Selatan untuk kepentingan mereka. Partai

Thai Rak Thai yang dalam periode Thaksin memenangi parlemen secara

> Ahmad Suzedy, “The Muslim Minority Movement in South Most Thailand: From The Periphery
to The Center”™ Wahid Institute, 2009, h.2.

*"Muslim Partani” merupakan sebutan untuk kelompok masyarakat Muslim di wilayah Thailand
Selatan (Yala, Pattani dan Narathiwas, dan selanjianya untuk penyebutan masyarakar Muslint di

ketiga wilayah di Thailand Selatan tersebut akan menggunakan istilah " Mustim Pattani™

Universitas Indonesia
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sengaja meninggalkan Selatan dalam proses pembangunan dan modemisasi
Thailand secara umum. Bahkan cenderung membiarkan kerusuhan di Selatan.
Kerusuhan yang muncul dipelihara oleh kelompok tertentu yang memiliki
kepentingan. Di antara merecka adalah aparat pemerintah. Berlanjutnya
kerusuhan akan mendapatkan budget lebih besar bagi rehabilitasi dan
pembangunan lainnya.

Sejak terjadinya perampokan dan penyerangan gudang persenjataan
militer di wilayah Thailand Selatan pada 4 Januarj 2004, konflik separatisme
berdarah terus memanas. Peristiwa itu sendiri menewaskan empat tentara dan
lebih dari 300 persenjataan berbahaya dibawa kabur. Kejadian ini terang
membuka kembali konflik pemerintah dengan kelompok separatis di Thailand
Selata’. Setelah peristiwa itu Thaksin menetapkan propinsi perbatasan selatan
sebagat daerah darurat /perang (martial’ lmw) dan karena itu menambah
kekuatan militer. Namun hart-hari setelah pemberlakuan darurat perang itu
korban terus berjatuhan silihberganti dari keduva belah pihak. Pemberlakuan
darurat-perang.itu bukannya mengurangi polemik, justru menjadikan wilavah
sefaian ke dalam siklus kebiadaban dan,saling bunuh hampir setiap hari
dengan korban dari pihak tentara, polisi, pegawai pemerintah, kelompok
Muslim sepafatis dan juga para bhikkhu Buddhis. Hal lain vang menambah
kerumitan adalahk-pada 12 Maret 2004 seorang pengacara Muslim terkemuka.
Somchai-Neelapaijit® diculik dan-idak.diketahui rimbanya hingga sekarang..
Swasapa saling bunuh, zero sum game hingga hari ini masih terus terjadi di
Thailand Selatan,

Dalam-perkembangannya, saat ini, pasca kekerasan pada tahun 2004,
terjadi pergeseran dalam. pergerakari masyarakat Muslim Thailand Selatan.
yang semula hanya berupa gerakan-gerakan kecil yang menuntut keadilan dan
pemberantasan diskriminasi, kebebasan berbicara serta tuntutan kebangkilan

budaya tradisional dan bahasa Musiim-melayu, sekarang meningkat menjadi

5 Angel M. Rabasa, “Political Islant in Southeast Asia: Moderates, Radicals und Terrorisis”,
Adelphi Paper 358, 2003, h. 55.

® Somchai mernpakan pengacara yang gigih membela para penduduk “Muslim Pattani” yang di

tahan. Somchai diduga oleh Pemerintak Kerajean Thaitand sebagai anggota Jamzah Islamivah.

Upiversitas Indonesia
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tuntutan untuk memperkuat “civil socieny”. Mereka mulai meningkatkan
kesadaran masyarakat akan kebudayaan dan Hak Asasi Manusia, terlibat
dalam wacana dan debat politik di lingkungan publik, serta mulai terlibat
dalam negosiasi vis a vis pemerintah pusat dan pergerakan sosial’. Dalam
melakukan pergerakan sosial tersebut mereka memanfaatkan momentum
tuntutan akan demokratisasi dan efek globalisasi vang notabene meningkatkan
tekanan internasional akan kasus mereka.

Respon pemerintah kerajaan Thailand atas apa vang terjadi di Thailand
Selatan sangat lamban dan terkesan tidak serius, meskipun pemerintah
Thailand sudah cukupdpersuasif dengan menjalankan beberapa program
agenda nasionalseperti menvediakansekolah gratis dan membangun beberapa
infrastruktur. Masyarakat Muslim Pattani diselatan menganggap program ini
secara umum sebagal upaya uniuk mensupport asimilasi dan pemberantasan
sejarah, budaya dan bahasa’ Muslim<Melavu. Program tersebui di anggap
hanya merupakan kelanjutan dari cara pandang vang eksklusif dalam melihat
identitas-nasional. Mereka menganggap-bahwa pemerintah Thailand masih
cenderung memahami nasionalisme dalamykonteks nasicnalisme statis yaitu
dimana hanya ada satu identitas masional dan tidak menghiraukan adanya
perbédaan kujtural dakam tingkat nasional. Jika respefl pemerintah Thatland
terthadap situasiviersebut lambat dan tidak\ada perubahan vang berarti,
dikhawatirkanakan/muncul kembaliundakan insurgensi. upava separatis serta
aksi wkeKerasan (yan2 lebih imtens, sehimeea sangat diperlukan adanya
pengawasan komunitas internasionai.

Gerakan pasionalisme | Melayuini- hanya terdapat di Muangthai
{Thaifand) di'luar semenanjung Malava. Ini disebabkan karena mereka adalah
suku Melayu atau merasa jati dirinva adalah suku Melayu vang berdekatan
dengan negara dari pusat nasionalisme mefayu di semenanjung Malaya.
Secara kultural, mereka tergolony ke dalam alam budava Melayu Rava, tetapi
mereka tinggal di daerah yang merupakan bagian dari wilayah negara-bangsa
Thai yang beragama Budha. Kontlik vang terjadi sejak tahun 1903 ini

merupakan akibat dari wujud perjuanzan berkepenjangan kelompok separatis

’ Ahmad Suacdy, Op. Cit, h.5-6

Universitas Indonesia
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di Thailand Selatan yang menuntut sebuah negara merdeka atau otonomi
secara khusus dari Thailand bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan.

Kelompok gerakan separatis berupaya memperjuangkan kemerdekaan
bagi keempat provinsi tersebut sebagai akibat dari tindakan diskriminasi yang
dilakukan oleh mayoritas Thai-Buddhis terhadap minoritas Melayu-Muslim.
Hal tersebut melalul program-program pemerintah Thailand seperti
pembaruan administratif, proses asimilasi satu bangsa yaitu bangsa Thai
(Pemerintah Thailand), ketimpangan dan kesenjangan ekonomi akibat
eksploitasi pemerintah pusat di samping adanya pengaruh gejolak politik
regional dan internasiomal, vang semakin memperkeruh suasana kehidupan
bermasvarakat:

Kondisi tersebur semakin mengenaskan karena pemerintah Thailand
memaksakan diri, melalui Konsep négara modern dengan ideologi Buddhisme
dan militeristik’. Kegagalan' pemesintah Thailand dalam mengakomodasi
selurub kebutuhan dasar 'rakyatnva telah mengecewakan sebagian pihak,
khususiya kaumeivelayu-Muslimgpyang akhirnya memicu timbuinya konflik
separatis antara_pemerintah Thailand dan kelompok gerakan separatisme di
Thailand Selatan,

Kebijakan represit pemegintah, terhadapvkelompek separatis di Thailand
Selatan. lama kelamaan melahirkan perasaan traumatik tersendiri di kalangan
umat lslamy vang tinggal di dacrah konflik. Sekalipun penganut Islam kini
sampang ditemui‘di Bangkok karenaterdapat setengah juta penganut Islam di
sana dan juga Muslim ketuwrunan China di Chiang Mai, kota terbesar di
Thailangd uiara'bukan berarti integrasiinereka terhadap nasionalisme Thailand
dalam taiaran yang sepadant Kaum Muslim di Bangkok dan di Chiang Mai
berbeda persepsi tentang integrasi terhadap bangsa Thailand dengan kaum
Muslim di Selatan. Kaum Muslim Selatan didorong intensi kuitural mereka

vang kenal. menuntut hak-hak kuftural mereka seperti pemakaian bahasa

® Chidchanok Rahimmula, “Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement

in Southern Border Provinces of Thailand,” dalam 8. Yunanto, et. al, Militant islamic Movements

in Indonesia and Sontheast Asia , Jakarta: FES and The RIDEP Institute, 2003, h. 263-277.

Universitas Indonesia
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Melayu (Yawi) diakui pemerintah. Tuntutan demikian ini jarang terdengar
dari kalangan Muslim di luar wilayah konflik di Selatan®.

Terkait dengan sitvasi di Thailand Selatan tersebut, ada beberapa hal
yang dapat dinilai sebagai kegagalan Pemerintah Thailand, keinginan
pemerintah nasional untuk mengintegrasikan seluruh wilayahnya ke dalam
sebuah sistem negara yang berdasarkan ajaran Budha dan pemaksaan terhadap
masyarakat Muslim di Thailand Selatan inilah yang menjadi akar konflik
tersebut, Selain itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand
pun cendereung represif dan justru menimbulkan reaksi perlawanan, adapun
langkah-langkah yang difiilai gagal tersebut antara lain di antaranya Thailand
mendirikan_apa<yang disebut Southern Border Province Peace Building
Conuntind, atau SBPFBC. Pada realitanya, hat ini hanya membuat pendekatan
kekerasan “terkoordinasikan™ dengan baik antara tentara dan pihak kepolisian
Thatland. Peandekatan Kkekerasaan ini” semakin/diperkuat dengan langkah
memperkuat posisi politik tentara dalam Undang-Undang (UU). Kebijakan
tersebui diperkuat. dengan Kebijakan selanjutnya-yakni penambahan jumlah
tentaradi daerah perburuan teroris, termasukdi Yala, Pattani, dan Narathiwat,
Pemerintah Thailand juga memperkenaikan kode warna dalam penyaluran
baniwan keuangan kepada para.penduduk di Thatland Selatan. Kebijakan ini,
selain terkesan diskriminatif, juga menempatkan posisi rakyat sebagai objek
yang harus dictrigai.«Padahal “dalam..tecori demokrasi, rakyat sebagai
pemegang kedaulatan, mestinya menjadi pibak yang mengawasi {mencurigai)
pemerintahnya. Pemerintah Thailand juga mendirikan sebuah komisi khusus
vang berlugas merancang strategi dan penanganan teroris. Komisi yang diberi
nama Reconciliation Commission imt diketuai oleh bekas Perdana Menteri
Thailand, Anand Panyarachun. Kenyataan yang kini terjadi di selatan Thailand
adalah bahwa aksi-aksi “terorisme” semakin meningkat. Dalam bahasa
strategik, pemerintah Thailand mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu,

disebabkan oleh kegagalan pemerintah Thailand dalam mengidentifikasi

® Gilguin, Michael , * The Muslims of Thailand “ diakses dari hiip:/fi-
epislemology.netaitachmens/918 ajiss24-2-stripped%20-2%20Bo0ok%20Reviews%e20-

%20 The% 20V uslims%200f%20Thailand.pdl pada tanggal 3 Oktober 2010,
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secara tepat akan kelompok vang harus bertanggungjawab dalam mendalangi
akst teroris di Thailand.

Selain itu, kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani terorisme,
disebabkan oleh lemahnya dukungan masyarakat setempat. Kegagalan ini,
memunculkan fenomena antagonix-strategy, yang disebabkan oleh terjadinya
persilangan persepsi antara pemerintah (pemburu teroris) dengan masyarakat
{yang sebagiannya merupakan pihak yang diburu). dntagonix-strategy itu
sendiri terjadi karena kegagalan pemerintah Thailand dalam menetapkan
pendekatan penanganan. Secara empirik, masyarakat di Krisek dan Takbai
misalnya, tidak senang dengan gaya penangan yang dilakukan oleh pihak
tentara danpelisi Thailand.

(Gagalnya kebijakan-kebijakan tersebut disecbabkan karena ketiadaan
political will pemerintah’ Thatland dalam mewujudkan otonomi khusus di
Thailand Selatan.” Hal (ini’ terjadiy” karena pemerintah Thailand kurang
memahami akar persoalan lahimya aksi-aksi tervor di Thailand Selatan secara
histonis: Dalamukasus Thatland Selatan;ysecara’ historis pemerintah Inggris
mesti ikut bertanggungjawab. Sebab, wilayah Thailtand selatan yang mayoritas
Muslim itu, sebelum dipisahkan oleh Inggris dan Belanda pada awal abad 20,
dulttnya merupakan satu “Karesidenan™ dengan wilayah Kelantan. Malaysia.
Sehingga, menafikan keberadaan hubungan) ideo-sosiologis antara kedua
wilayah~beda negara tersebui, akan terus jadi “duri dalam daging” bagi
pemerintah Thailand, juga bagt pemerintahMalaysia.

Situasi represif yang berlansung sejak lama terhadap masyarakat
Muslim-iMeiayu di’ Thailand Selatan telabmenempatkan mereka pada posisi
terluar dalam politik nasional,/bahkan beberapa ahli menyebut mereka dengan
sebutan “penduduk kelas kedua” jika dibandingkan dengan mayoritas bangsa
Thai atau Siam, bahkan sampai saat ini pemerintah Thailand masih
memandang bahwa tiga provinsi mayoritas Muslim di wilayah selatan tersebut
sebagai tanah jajahan dan tidak setara dengan porvinsi lainnya. Tendensi dari
pemerintah  Thailand untuk mempersatukan identitas nasional tanpa
memperhatikan  keunikan Dbudaya lelah  memunculkan  advokasi  dari

nasionalisme etnis untuk menciptakan identitas Muslim-Melayu sebagai reaksi
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atas penetrasi negara dan pemaksaan akan persamaan. Nasionalisme etnis
merupakan strategi yang flexibel yang digunakan oleh masyarakat Muslim-
melayu untuk berusaha membebaskan diri dari tindakan represif negara. Hal
ini membuat mereka mengambil “jalan tengah” yaitu dengan cara mengadopsi
strategi “war of position”.

Kasus Muslim minoritas di Xinjiang dan Guangdong memiliki
karakteristik tersendiri, Muslim minoritas di Xinjiang cenderung mengambil
posisi terpisah sedangkan Muslim di Guangdong cenderung mengarah pada
integrasi. Posisi terpisah berarti kelompok tersebut menerima anggapan
perbedaan persepsi akanfidentitas nasional dan cenderung bentindak resisten
dan memberontak, sedangkan kelempok yang mengambil langkah integrasi
berarii’ menyetujui untuk bergabung secara penuh dengan identitas nasional
negara dan menjadi bagian dalamestruktur sosial dan politik negara tersebut.
Ada dua kasus, jika pemerintah meberikan kesempatan vang sama dalam
mobilisasi politik dan ekonomi kepada elit politik /dan seluruh penduduk
mendapat-perlakukan yang sama-maka kelompok minoritas akan cenderung
mengambil jalan integrasi, namun sebaliknyayjika pemeriniah membatasi dan
menerapkan perlakukan yang diskriminatif maka kelompok minoritas akan
cendeérung mentilihaposisi terpisah’'s

Pada kasus di-Thailand Seiatan, janji pemerintah pusat akan persamaan
kesegmpatan dalain mobilisasi pelitik danrekonomi sena perlakukan yang sama
kepadawseluruh penduduk bukaniah penyebab minoritas Muslim-melayu di
Thailand Selatan untuk mengadopsi “jalan tengah?” . tetapi “jalan tengah™ vang
di ambul.disini lebih mengarah pada fakia bahwa minoritas Muslim-melayu
tersebut menggunakan, prosédur demokrasi dan hukum. baik melalui jalur
hukum, politik, budaya, maupun jalur komunikasi publik. “Jalan tengah™ ini
termasuk sebagai contohnya meminia perubahan legislasi dan amandemen
konstitusi. Rujukan pada HAM sebagai fondasi dari perjuangan dan tujuan
yang akan dicapai juga merupakan sebuah indikator dari “jalan tengah™. di
bandingkan mengoposisi pemerintah pusat. Hal ini menunjukan bahwa upaya

“jalan tengah” tidakloh semata-mata dikarenaken upayvu pemerintah pusat,

'® Ahmad Suaedy, Op. Cit, h.7.
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tetapi kelompok masyarakat pun dapat memaksa munculnya jalan tengah
untuk memperoleh keadilan, mobilisasi ekonomi dan politik seria persamaan
perlakuan. Tujuan utamanya dapat berupa kebebasan ataupun otonomi yang
kelihatannya saat ini terjadi pada pergerakan sostal di Thailand Selatan dan
yang perlu di garis bawahi bahwa fenomena ini dapat berubah menjadi sebuah
tren.

Perjuangan untuk memperoleh hak khusus bagi masyarakat Muslim di
Thailand Selatan berawal dari petisi Haji Sulong . 1947, vang isinya antara
lain Thailand Selatan harus dipimpin olch seorang vang dipih melalui peinilu

secara langsung oleh madvarakat lokat Thailand Selatan, pajak dari Thailand

Selatan h tuk membangun wilayah Thailand

n harus diberikan wewenang
on dengan penahanan Haji
ailand Selatan di tahun

ebelumnya dibebaskan

rapa__perub 2rjadi_di 12 rutama amandemen

ang berimp proses demiliterisasi

sional pada ta 97.
andesentralisasi. b e‘) ndasi daWobserver dan peneliti
? terzab ' Reconcili Commision (NRC)

; Laikar ke Demérintah Thailatatna bévra kan secara efektif.
/¢ / \D)>\Zh

menunjukkan bahwa Muslim
Thailand Selata erhadap pemerintah Thailand. Kebijakan-
kebijakan vang diterapkan oleh pemerintah Thailand terhadap eksistensi
Muslim minoritas di Thailand Selatan masih dilandasi unsur diskriminasi dan
rasa tidak percayva dari pemerintah Kerajaan Thailand. Atas dasar tersebut
beberapa permasalahan vang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

121 Gerakan Scparaiis seperii apahgh vang muncul di Thatland Selatan

dan siapa saja vang terlibat di dalamnya?
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1.2.2 Bagaimanakah respon pemerintah kerajaan Thailand terhadap
keberadaan Mustim Pattani dan gerakan separatisme yang mereka
lakukan?

1.2.3 Bagaimana implikasi dari kebijakan yang diterapkan pemerintah
kerajaan Thailand terhadap eksistensi dan aktivitas Muslim Pattani

dan prospeknya kedepan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1.3.1.1 Memperkaya/wawasan mengenai teori-teori Kkonflik, integrasi

. j ! .. 4 .
tud' ini as sejarah g <an separatis yang muncul di

Thailand Selata

san dafam penanganan konflik.

jukan untuk penelitian lebih

intah terhadap akan separatis serta

and terhadap kaum “Muslim Pattani™.

1.4 ManfaatP : . V
Penelitia .uv, nanggulangan konfik separatisme di

Thailand Selatan ini diharapkan dapat menjelaskan masalah manajemen
konflik vang ada di wilayah Thailand Selatan. Penyelesaian ini dapat menjadi
contoh model penanggulangan konflik-konflik sosio-kultural di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat di dalam wilayah
Indonesia potensi konflik-konflik bernuansa etnis masih sering terjadi,
meskipun memibiki ciri khas yang berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah

Thailand Selatan.
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1.5 Batasan Penelitian

Penelitian membahas mengenai gerakan separatis Muslim Pattani, dengan
menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik, faktor-
fakior yang menyebabkan gagalnya pemerintah Thailand Selatan dalam
menangani konflik yang ada, serta prospeknya. Penelitian ini juga mencakup
analisa terhadap konsep Integrasi Nasional yang dianut oleh Pemerintah
Thailand berupa upaya asimilasi seluruh kebudayaan yang ada di Thailand
kedalam satu budaya Thai-Buddhism. Kebijakan ini mendapat respon dari

kelompok masyarakat Muslim-Melayu di wilayah Thailand Selatan. Mereka

yvang nolabene berasald dari ras dan kultur Melayu dan memiliki rasa

apatpmenerima begitu saja upaya asimiliasi

nasionalismesets el d:
tersebut 3 / empuh oleh pemerintah Thailand

permasalahan maka
an sebuah h yaitu:

ebijakan-kebijo ang | \dilerapka 1erintah  kerajaan

Vmi:’and 1‘ M :" writas dilhailand Selatan menjadi
, fomra -p an pen‘ ah  Thailand bersifat
f: ‘K |; /’A ;; ‘l kepentingan ras dan

1.7 Mode ‘4
Penelitia 'm/ etoda analisa kualitatif deskriptif dari

berbagai sumber data yang terkait dengan masalah penelitian. Data berasal

dari sumber sekunder seperti penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, buku,
jurnal, surat kabar, dan majalah, namun jika memungkinkan akan dilakukan
pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara via media
telekomunikasi terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan permasalahan di

Thailand Selatan.

Universitas Indonesia

Gerakan separatis..., Herizal Apriyandi, Program Pascasarjana Ul, 2010



12

1.8 Sistematika Penulisan
Dalam rangka penulisan 1esis ini secara sistematis, akan disajikan

sistematika penulisan ini sebanyak lima bab, sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan
Bab ini akan menguraikan latangbelakang masalah penelitian, rumusan
masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metoda

penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Gerakan Sep

Bab ini 2 ] apapkajian teori vang mendukung untuk

uslim Pattani: Beberapa Tinjauan Teoritis

mer A ' el bkonflik dan prospek konflik.
oritas, teori Politik Identitas,

/

Jik dan konsep Integrasi

BAR Perkemban salah Sepa me i | land Selatan

1 berisi perkemba alah yang baran umum wilayah

Vnd’ dan 1., : ; 3‘1 atan sew_ Pada Bab ini juga
4 meng erajaan‘ 'dan Muslim Melayu
i’a' '( i; (& ’ ‘ ; { ‘

V. A ,,,..,_ AT slim Pattanri, Respon

/ @ \‘ i Thailand Selatan

‘ib anatomi gerakan separatisme Muslim

Bab ini a

Pattani serta kebual\a respon pemerintah Thailand terhadap eksistensi

Muslim Pattani di Thailand Selatan. Selain itu Bab ini juga akan membahas

prospek konflik di Thailand Selatan dengan menganalisis kecenderungannya.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan akhir atas dasar fakta dan data vang terkumpul serta saran.
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BAB 2
GERAKAN SEPARATIS MUSLIM PATTANL
BEBERAPA TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan membahas beberapa kajian teori yang mendukung untuk
memahami asal mula konflik, penyebab konflik dan prospek konflik. Beberapa
teori yang digunakan adalah teori minoritas, teori Politik Identitas, teori Keadilan,
teori Deprivasi Relative, teori Konflik dan konsep Integrasi Nasional.

Kebijakan Integrasi Siam terhadap Patiani sebagai awal mula munculnya
konflik di Thailand Selatangharus dilihat secara komprehensif dari latar belakang
sejarah terbentuknyasiasionalismeldanynodernisasi Thai'' pada permulaan abad
ke-20. Prgses integrasi provinsi-proviasi paling selatan ke kerajaan Thai
merupakan proses.yang lambat dan sulit. Pada akhir abad 18 Siam menghadapi
permasalahan kesadaran akan kebangsaan-dan persatuan yang sangat diperlukan
untuk menghadapi bahaya kolonialisme. Upaya integrasi ini diharapkan menjadi
langkah preventif _untuk menghadang semizkin meluasnva politik ekspansi
kolonial di" semenanjung Malaya/Burma dansPerancis di’ Indochina. Selain it
kebijakan integrasi tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan
nastonajiSme Thai karena sebelumnya kerajaam, Siam pterupakan sekumpulan
Kerajaan yang persatuannya sangat rapuh.

Berkaitan.dengan hal tersebut dibawah_ini akan dibahas beberapa teori-teori
yang berkaitan erat dengan proses integrasi, kondisi masyarakat serta manajemen
konflik di Thailand selatan.

2.1 Teori Minoritas
Keberadaan umat Muslim di Thailand hanva 3,5% dari jumlah
penduduk negara tersebut'>. Jumiah umat Muslim ini termasuk kecil bila

dibandingkan dengan umat Buddha vang menjadi mayoritas penduduk

11 - . . . . - .
Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya
Mueang Thai (dibaca: "meng-thai", sama dengan versi Inggrisnya, berarti "Negeri Thai™)

"2 Syed Serajul Islam, The Liberaiion Movement of the Muslims in Theiland. AsianProfile, 28, 5

Qctober 2000, hal .400.
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Thailand. Mayoritas dari penduduk Muslim ini berasal dari etnis Melayu dan
berada di daerah Thailand Selatan. Seperti halnya kaum minoritas di negara-
negara vang lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis
masyarakat melayu-Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan
wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Lebih
febih ketika kerajaan melayu dihapuskan pada tahun 1902, masyarakat
melayu  Partani  dalam keadaan sangat tertekan. Khususnya pada
pemerintahan  Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi
mangsa dasar asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat inipun masyarakat
Muslim minoritas Patiani Thailand menghadapi diskriminasi komplek dan
teror vang_berlafut-farut. Sehinggakehidupan sosial maupun politik menjadi
sangat terbatas. Hal ini senada dengan \apa yang dikatakan Nik Anuar,
Konflik berkepanjangan di Thailand selatan tak ada bedanya dengan konflik
minoritas:Muslim di pulau Moro Philipina dengan organisasi MILF,

Keadaan tertekan seperti'itu pertuadanya atensi yang lebih dari semua
umat Islam untuk membantyu secara materi maupun moral demi mewujudkan
komunitas Muslim yang berdampingan,damai dengan komunitas yang
lainnyva. Penulis dalam studi ini akan membahas sejarah panjang masuknya
Islam di Thailand serta keadaan'sesial dan pelitik minoritas Muslim di daerah
konflik. vaitu Thailand bagian selatan. Puncak awal mula dari konflik yang
melanda.~FThatand Selatan. adalahg.akibat  diskriminasi yang diterapkan
pémerintah. Thailand terhadap populasi_etnik Melayu-Islam dan tindakan
pihak pemesintahs Thailand, yang beragama Buddha yang ingin memaksa
proses_asimildsi’ rakyatnya yanputelah berlangsung selama hampir seabad
lamanya dan perkembangan teknologi yang canggih dan ledakan teknologi
maklumat secara tidak disadari telah menyebabkan konflik ini menjadi lebih
sengit.

Sebagai satu-satunya populasi Muslim di negara tersebut, mereka
mempunyai identitas etnik yang berbeda dengan bangsa lain di Thailand.

Keberadaan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand, berpusat di wilayah

" \lohd. Zamberi A. Malek. 1994. Pattani Dalam Tamadun Melayu. Dewan bahasa dan

Pustaks, Kuala Lumpur,
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Pattani Raya yang merupakan svatu kerajaan independen hingga tahun 1786
ketika Pattani dikuasai oleh Raja Siam dan dinasti Muslim disana
dihitangkan. Bila dilihat secara kultural, wilayah Pattani ini masuk dalam
budaya Melayu Raya karena dahulu kerajaan Pattani menguasai kawasan
Malaka dan telah memiliki akar budaya Melayu didalamnya.

Adanva perbedaan etnis dari kerajaan siam dan kerajaan Pattani telah
menjadi akar konflik yang menyulitkan proses integrasi Thailand, terlebih
dalam perjalanan sejarahnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemerintah Thailand cenderung kontra produktif bahkan situasi berkembang
menjadi konflik separatisme. Konflik separatisme biasanya melibatkan
kelompok-kelompok “tertentu Wyang berada dalam kondisi minoritas,
terdifferensiasi dari kondisi umum masyarakat dalam suatu negara, misalnya
kelompok minoritas etnis, (kelompek yang terbelakang secara ekonomi dan
kelompok wyang tertekan secara politik. Kelompok-kelompek inilah yang
berpotensivbesar akan meningkatkan gerakan sosialnya menjadi sebuah aksi
separatisme .

Keberadaan etnis Muslim-melayu dinThailand Selatan yang notabene
merupakan kelompok mingritas di wilayah Thailand secara keseluruhan. Dari
kacasmata sosiélogi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-
kelompok yang. paling tidak .memenuhi tiga gambaran berikut'*: I
anggotanya.sangat’ tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan
diskriminasi orang Jain terhadap mereka; (2)-anggotanya memiliki solidaritas
kelompok dengan‘‘rasa "kepemilikan bersama”, dan mereka memandang
dirinya sebagai“yang lain” samaysekali dart kelompok mayoritas; (3) biasanya
secara fisikdan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar. Kelompok
minoritas atas tiga yaitu: (1) gerakan-gerakan sosial baru yang meliputi
gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para
penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan

agama “baru”, dll; (2) minoritas-minoritas nasional yang meliputi suku-suku

* Adi Saputra dan Syahrizl Syarbaini, “Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand
Selatan” diakses dari http://jurnal.budituhur.ac.id/?p=231 pada tanggal 3 Oktober.

" will Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford University Press, 1995,
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bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan serdin-
sendirl namun kemudian melebur menjadi satu negara (dan “bangsa™); dan (3)
kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan
komunitas nasionalnya di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat
lainnya yang mayoritas.

Eksistensi ketiga kelompok ini membawa tuntutan masing-masingnya
berupa hak spesifik, yaitu: hak untuk mendapatkan perwakilan khusus dalam
lembaga politik bagi kelompok gerakan sosial baru; hak untuk menentukan
nasib sendiri (right to self-determination atau self-government atau otonomi
penuh) bagi minoritas pasional; dan hak-hak polietnis untuk tetap menghayati
budaya dangkeyakiman merekanyang dijamin oleh sisiem hukum dan politik
yang toleran. Di samping hak-hak spesifik tersebut, kelompok minoritas juga
berhak untuk,menikmati‘hak-hak mereka sebagai manusia (HAM) dan hak
sebagai warga negara (dalam konteks politik), sama seperti kaum mayoritas.

Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut jumlah. Suatu
kelompok dikatakan sebagai _mincritas_gpabiladjumlah anggota kelompok
tersebut secara signifikan jauh lebih kecii daripada kelompok lain di dalam
komunitas. Darj sudut pandang ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu
terkait dengaf jumlah|anggota. Svatu kelempok akén dianggap kelompok
minoritas apabila’ anggota-anggotanya memiliki kekvasaan, kontrol dan
pengaruhoyang- lemahtethadapwkehidupannya sendiri dibanding anggota-
anggotd kelompok dominan. Jadi, bisa saja  suatu kelompok secara jumiah
anggota merupakan mayoritas. tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas
karena_kekuasan, kontrol, dan, pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada
kelompok“yang jumlah anggotanya~lebih sedikit, demikian juga prasangka
rasial (etnik} lebih intens pada kelompok minoritas daripada kelompok
mayoritas karena identitas sosial mereka selalu terancam oleh kelompok
mayoritas.

Ancaman-ancaman yang datang terhadap kelompok etnik minoritas
menyebabkan mereka memiliki kecurigaan yang lebih tinggi terhadap orang
lain dan mereka juga lebih tertutup dalam pergaulan sosial. Ketertutupan

kelompok minoritas dalam pergaulan sosial mengurangi Kkesempatan
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kelompok minoritas untuk bergaul secara akrab dengan kelompok mayoritas.
Akibatnya antara kelompok minoritas dan mayoritas kurang saling mengenal
hal mana berpotensi menimbulkan prasangka'®.

Selain berprasangka, golongan minoritas biasanya juga memiliki
ketidakpercayaan yang tinggi (distrustful) terhadap golongan mayoritas, serta
memandang mayoritas sebagai berprasangka dan kurang komunikatif
Kelompok minoritas biasanya enggan untuk sungguh-sunggguh memiliki
kerjasama vang mengharuskan mereka terikai erat dengan kelompok
mayoritas. Kerjasama yang ierjadi antara kelompok minoritas dan kelompok
mayoritas umumnya hanya kerjasama yang bersifat terbuka dan tidak
menyebabkan.dipérlukannya suaw komitmen untuk menjaga rahasia tertentu.
Artinya tidak ada kerjasama yang benar-benar erat dan saling percava
mempercayai sccara sungguh-sungguh. Kecurigaannya benar-benar tinggi.
Berkurangnya kemungkinan kerjasama ditambah dengan adanya penilaian
bahwa kelompok mayoritas memiliki prasangka terhadap kelompok minoritas
semakin menjauhkan potensi kerjasama-yang erataBelum lagi prasangka vang
dimiliki kelompok minoritas mencegah mereka untuk bergaui secara akrab
terhadap kelompok mayoritas. Akibatnya kelompok mayvoritas menilai mereka
scbagai cksklusif_dam menjaga'jarak sosial, Seterushyva. prasangka amara
kKedua kelompokakan tumbuh subur.

Masyarakat yang-memilikieentitas etnik vang berposisi mavoritas-
minoritas memiliki’ keragaman persgalan . yang lebib besar daripada
masyarakatmonoetniK. Mereka menghadapi, kemungkinan konflik dan
disintegrasi yafig' lebih besar hPela_hubtngan antar entitas juga beragam.
Setidaknya“ada empai hal yang biasa dilakukan kelompok minoritas dalam
kaitannya dengan kehidupan sosial bersama kelompok mayoritas, vaitu:

2.1.1  Pluralistik
Minoritas berdamai dengan mayoritas dan minoritas yang iain. Hal ini
sering sebagai prekondisi peradaban vang dinamis. Dalam kondisi ini,
setiap kelompok etnik minoritas tidak menyvatu diri dengan kelompok

mayoritas. Mereka tetap mempertahankan identitasnva namun dapat

' Brewer & Miller, /nrergroup Relationship. Open University Press. 1996
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hidup berbaur dengan kelompok lain dengan baik. Kondisi seperti ini
merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kebijakan terhadap
etnisitas oleh pemerintah Indonesia. Semua etnik dibarapkan tetap
menunjukkan jati dirinya dengan tetap mempertahankan identitas
etniknya namun bisa dan mampu bergaul secara baik dengan etnik
mayoritas.
2.1.2  Assimilationist

Kaum minoritas larut dan meleburkan diri ke dalam kaum mayoritas.
Dalam kondisi ini minoritas etnik melepaskan identitas etniknya dan
mengadopsi niai-nilai dan cara hidup kelompok mayoritas. Misalnya

Etni vang a ambi, tidak lagi mengakui identitas etnis

i as Jambi. Demikian juga cara-cara

lagi tata nilai Jawa tetapi tata

aum_mindritas Mencari keme A litik dan kultural dengan

menarik d

hidupan b nayoritas dan minoritas

vang lain. Gerakan ini jarang te esia, tapi contoh yang
bagt %l ﬁ q g i di Ja\ereka dengan sengaja
m 1k i_kehidupan sosi a kaum mayoritas dan
liya. Verekagtetap mntuk tinggal di wilayah

solasi agar tetap dapz : tkan tradisi leluhur yang

ikinya: Dengan - jelas mencari kemerdekaan kultural.

.@4 @ aiypelitis “agaknya sedikit banyak telah mereka
dapikan, pul™i

kampung mereka. Keputusan mereka untuk tidak memilih pada

ada tangan-tangan birokrat sampai di

pemilu 2004 juga merupakan salah satu bentuk kemerdekaan politis.
2.1.4  Millitant

Kaum minoritas melakukan perlawanan terhadap kaum mayoritas dan

minoritas lainnya. Hal ini masih sering kita dengar di Indonesia

sampai sekarang. Berbagai pemberontakan atas nama etnis terus

berlangsung dari dulu sampai sekarang. Misainya saja Gerakan Aceh
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Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka {OPM), dan Republik
Maluku Selatan (RMS) dimana masing-masing mengatasnamakan

etnis sebagai landasan perjuangan.

Dari empat hal yang biasa dilakukan oleh kelompok minoritas tersebut,
masyarakat Muslim minoritas di Thailand Selatan atau yang lebih kita kenal
dengan sebutan “Muslim pattani” telah memilih jalur militant sebagai respon
atas kebijakan represif dari pemerintah Thailand. Hal ini terlihat dari adanya
kelompok-kelompok seperti PULO (Patrani United Liberation Organization)
dan Barisan Revolusi¢Nasional (BRN) yang melakukan aksi-aksi yang
menjurus _padagupava separatis vdalam melakukan perlawanan terhadap

pemerintah kerajaan Thailand.

2.2 Teori Politik Identitas

Sikap bangsa Thai vang telah meémarginalisasi keberadaan Melayu-
Muslim-di_Thailand Selatan menunjukkan cksklusivitas bangsa Thai dan juga
mengabaikan identitas dap juga keberadaan Melayu-Muslim yang ada di
Thailand. Menurut Amartya Sen, identitas yang dimiliki oleh individu atau
Komunitas, tidak_pemah tunggalatau dalam, arti seldlu plural. Hal tersebut
dikarenakan dalam kehidupan<sosial masyarakat terkadang individu atau
kemunitas-yang ada dalam masyarakat itu, sendiri menggunakan identitas
dirinya secara kondisional. Ariinya, individu atau komunitas tersebut akan
menunjukkan dirinya sesvai. dengan kondisi yang sedang dihadapinya.
Sementara itw’Berger dan Luckman menyebut identitas sebagai elemen kunci
dari realitas“subyektif” yang ‘terdapat dalam hubungan dialektis dengan
masyarakat. Dalam proses sosial, identitas dibentuk, dikristalisasi, dijaga,
dimodifikasi, dan dipertajam melalui relasi sosial'’. Kemudian identitas ini
lah yvang mendasari etnis tertentu untuk menggunakannya dalam ranah

politik.

*’ Peter Berger dan Thomas Luckman, The Social Construction of Reality, An Anchor Book,

Garden Ciiy NY: Doubleday, 1996, hal. 173.
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Politik Identitas di asumsikan sebagai politik yang fokus utamanya
adalah perbedaan (difference) sebagai kategori politik yang utama.
Kemunculan politik etnis sebagai bentuk politik identitas diawali oleh
timbulnya kesadaran yang mengindetikkan mereka ke dalam suatu golongan
atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan
solidaritas kelompok. Dengan kata lain etnik, yang terbentuk karena adanya
kesadaran dan masuk pada relasi akan mengedepankan kategori politik
identitas ini. Politik identitas datam hal ini diartikan sebagai politik dari
sebuah kolektif dengan mengedepankan aspek kesamaan identitas. Motivasi
keanggotaan dalam kelempok identitas dapat berujung pada sebuah politik
identitas. _Keiika ‘individu mmempergunakan identitas untuk mencapai
keinginan dan mewujudkan motivasinya, individu tersebut sedang berpolitik
identitas.

Selanjutnya, », Manuel' Castells mendefinisikan identitas sebagai
kepemilikan seseorang dari pengalaman dan “arti”’*. Identitas juga merujuk
pada aktor sosial yang terkait dengan-atribut budaya. Lebih lanjut Castells
berpendapat bahwa identitas dibangun atas dasar sgjarah, geografi, biologi,
institusi produktif, dan reproduktif, pengalaman bersama, hayalan pribadi,
Kektatan apatat, dan agama. Adatiga macam “prosesfpembentukan™ identitas
yakni:
2.2.1__Legitimizing Ideuntity,

Identitas yang terbangun /dalameeiri pertama ini adalah ketika
dipeskenalkan  oleh o institusi dominan untuk memperluas dan
merasionalisasikan domihasi yang.ada. Bentuk identitas ini mengarah
pada “eiwil \society /yang Pmerupakan seperangkat institusi dan
organisasi.

- Identitas Nasional, yaitu identitas yang berhubungan dengan
kewarganegaraan seseorang dan terkait dengan negara yang
ditempatinya. Misalnya saja, identitas nasional warga negara
Indonesia, maka ada simbol-simbol negara yang melekat

kepadanya, seperti bahasa Indonesia yang digunaken dalam

'® Manuel Castelis, The Power of Identity, USA:Blackwell Publishing, 2002, hal. 6.

Universitas Indonesia

Gerakan separatis..., Herizal Apriyandi, Program Pascasarjana Ul, 2010



21

percakapan sehari-hari, memiliki bendera merah putih sebagai
bendera kebangsaan, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu
kebangsaan.

- Identitas Budaya, yaimu identitas yang melekat pada diri
seseorang yang didasarkan kepada budayanya. Identitas ini bisa
tercermin melalui kebiasaan, nilai, dan norma yang dipegang
oleh seseorang yang terbentuk berdasarkan sosialisasi
kebudayaan yang ditanamkan sejak dini.

- Identitas Agama, merupakan identitas seseorang vang terkait

dengan keyakinan yang dipercayainya.

d endidika aitu identitas vang didasarkan pada

pai seseorang.
dasarkan pada spesialisasi

u.

gabungan individu-
:qqm:i-l samaan agama, budaya,
hobi,
Resistance 14

ntuk perlawapan atau

v Adals PIOsS ; identitasvsebagal ' an:
dala i mereka\ya ang dalam posisi atau
ol

igima danang mendominasi, dan

) epada kegunaan politik
N

but nantinva akan berpengaruh

‘ komunitas sehingga melalui periawanan
- 3/ i anan yang ada Komunitas tersebut dapat
merupakan dasar dari munculnya suatu jaringan vang kuat dan solid.

- Etonasionalism, yaitu individe atau kelompok vang merasa
identitasnya paling tinggi dan paling baik serta memandang
lemah identitas milik individu atau kelompok lainnva. Hal ini
terjadi dalam kasus Nazi di Jerman, pada saat it Hitler
mengatakan bahwa ras Aria adalah ras paling kuat dan paling

murni, oleh karena itu ras Aria haruslah menjadi pimpinan bagi
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ras-ras lainnya. Hitler bahkan membantai habis ras Yahudi
yang dinilainya ras terburuk dan harus dimusnahkan karena ras
ini tidak memiliki loyalitas terhadap negara yang dia tempati.

- ldentitas Minoritas. ini adalah identitas yang memiliki lingkup
kecil dalam masyarakat.

2.2.3 Project Identity (kelompok-kelompok baru),

Aktor membangun identitas dan mentransformasi struktur sosial.

- Kelompok feminis. vaitu kelompok yang membela hak-hak
perempuan dan menuntut adanya kesetaraan antara [aki-laki

dan pergmpuan dalam beberapa aspek kehidupan dalam

itn  kelompok yang membela

xval, baik itu gay maupun

kaii dengan posisi kelompok sosial,

i}

va organi ompok id bagai sebuah asosiasi

enarik ses

tkan secara po o identifikasi bersama.

Kelompok | 8&1 1% k kepak terorganisasi yang
sas dan wdian me sikan sebuah perilaku

| rmiliki ckspeia e
<olektif.Kelompo /"’1 anya keikutsertaan dari

T Ify eriadi k
‘ ;'(‘ lompao )u‘ Mersama. Dalama hal ini.
K dentitas secara- kolekiil sergerak menurut kepentingan
N )

berorganisasi. Lebih lanjut. Kymlicka®® juga mengatakan bahwa setiap

instrumentatsd

endiri, Identifikasi yang difokuskan pada

kelompok orang termotivasi untuk secara politik
kKelompok masyarakat sebenamya  telah  memiliki  kekuvatan  untuk
mempertahankan eksistenst diri  sekaligus untuk  mempertahankan

kelangsungan kelompoknva. baik secara internal maupun eksternal.

' Michael Haralobos dan Martin Halborn. Sociolegy: Themes and Perspective. Harper Collins,
2004, hal 819,

Wil Kymlicka. Mudricultural Citizenship. OxTord University Press. 1995
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Perlindungan internal dapat terjadi pada semua unsur anggota kelompok
untuk melakukan pembatasan — pembatasan budaya yang ada, sedangkan
perlindungan eksternal adalah setiap bentuk upaya untuk melindungi budaya
dari kekuasaan ekonomi dan politik secara luas.

Dari teori sebelumnya kita dapat melihat bahwa persoalan mulai
muncul dari identifikasi stercotip dan stigma masyarakat Pattani oleh
pemerintahan Thai yang telah berlangsung cukup lama. Thai Buddhist
menyebut masyarakat Pattani dengan sebutan “Khaek™ yang secara harfiah
berarti “tamu™ atau “pendatang”. Secara umum istilah khaek juga dipakai
untuk mengidentifikagikan orang-orang dengan warna kulit sawo matang
Khususnya. yang berasal dari Asta,Selatan seperti India, Pakistan dan Timur
Tengah, termasuk mereka vang beragama Islam, yang diantaranya adalah
Melavu Muslim.

Daiam pandangan Thai Budhist, Khaek merujuk pada istilah yang
berbau etnosentrik. dan stereotip. Kliaek juga berkonotasi sebagai crang yang
mafas, jorok.. egois, miskin, 1ak bisa dipercayagberpikiran picik, bodoh dan
tanatik. Intinya istilah Khack mengandung pelecechan makna (deragatory
meaning). Berdasarkan simboi-simbol agama dan budaya inilah mereka
dik¢lompokan sebagal alfien culnural group. Sebaliknya Melayu Muslim
wengidentifikasikan orang. Thai-Budhist \scbagai orang kafir (atheis?),
penyembahopatung. Mereka -diibaratkan sebagai jahiliyah modern, yang
menjadikan budak/bak “Lata dan Uza” yang menurut hukum Istam wajib
diperangi - lantaran” sifatnya . yang -zalim terhadap Melayu. Tidak seperti
hubungan.antara Thai dengamCinam hubungan antara Thai dengan ‘Muslim
Pattani”, ¥ang melibatkan pula“hébungan antara pemerintah Thai dengan
rakvat Muslim Melayu penuh diwarnai dengan konflik ideologis. budaya
bakkan  konflik  separatis.  Pihak  “Muslim  Pattani”  sendiri
mengidentifikasikan hubungan pemerintah Thai dengan mereka sebagai
hubungan antara penjajah dengan rakyat yang ditindas. Disinilah pada
akhirnva masyarakat “Muslim Patiani” menganggap dirinya (identitasnya)

sebagat ontgroup di dalam wilayah kelahirannya sendiri.
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2.3 Teori Keadilan

Kebijakan Publik dalam pertimbangan moral, dalam kerangka tugas
fasilitasi, negara berkewajiban menciptakan basic social structure demi
menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan
langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan
menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat
kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya, termasuk kehidupan
beragama. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan UU atau kebijakan
publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial.

Persoalannya adalah bahwa negara sebagai entitas politik selalu bersifat
pluralistik. Terdapat™ relasi antaragpolitik dan pluralitas yang sedemikian
eksisteénsialnya sehingga pemisahan antara keduanya menjadi absurd. Bahkan
pernyataan seperti. "Masyarakat< politik/ bersifat pluralistik” sebetulnya
redundan. Adanya kenyataan seperti ini membuat Rawls berkeyakinan bahwa
teori “keadilan, wyang termanifestasi vlewat kebijakan-kebijakan publik,
seharusnya tidak didasarkan pada,pandangan agama, filsafat, atau moralitas
yang<menjadi anotan eksklusif (Comprehensive moral, religious, and
philosophical doctrines) komunitas tertertu. Alasannya, tidak ada satu pun
agama atau dokirin ‘moral komprehensif yang bisa _dianut oleh semua atau
hampir semuaorang. Dalaimkaitan dengan itu, pertimbangan tentang
mayoritasyyang juga menjadi bagian.dari argumentasi Salahuddin, tentu saja
penting: Tetapi ideologi mayoritas  dan minoritas seharusnya tidak
mengaburkan penilaian Kita tentang Kualitas sebuah keyakinan, Kelompok
agama sekecili“apapun bisa sangatyakin akan kebenaran ajarannya sehingga
mengabaikan kelompok” seperti ini*bisa saja menimbuikan masalah sosial
serius bagi komunitas politik.

Salah satu yang menyebabkan meningkatnya eskalasi konflik di
wilayah Thailand Selatan adalah adanya kebijakan pemerintah kerajaan
Thailand yang diskriminatif, timpangnya sektor ekonomi dan pembangunan

di wilayah Thailand Selatan. Ketika dibawah rezim ultranasionalis Phibul
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Songkram®' di tahun 1938, dibuatlah suatu kebijakan “nasionalis” untuk
menjalankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke suatu budaya pokok
Buddha “Thainess™ yang dibuat untuk membentuk “the monoethnic
character of the state®™.” Proses asimilasi yang didasari atas kekerasan dan
pelanggaran HAM di wilayah Thailand Selatan merupakan sebuah bentuk
ketidak adilan atas etnis Muslim-melayu di wilayah Pattani, Yala dan
Narathiwat. Kebijakan pemerintah Kerajaan Thailand inilah vyang
menimbuikan reaksi keras dari masyarakat Muslim di Thailand Selatan.
Diskriminasi dalam bidang ekonomi juga berlanjut pada bidang sosial,

seperti perbedaan bah

bahasa Thai { }
f

men ‘
ang dikara

Mayoritas penduduk Thailand menggunakan

mat Muslim yang beretnik Melayu.
: diri (Yenvi), vang hanya sebagian

3 dan dapat dapat berbicara

I an_ba osial (kepercayaan) dan
ang terlemah diantara
and_Selatz pimendapat reputasi sebagai
r n tingginya tingkat

langgaran huk

VBanya ) gi sb g dilakokan olehd pemerintah  Thailand
ebut menjadi i a mereka, ) embangun negaranya,
& secara sadar mz ; zbghancurkan negaranya

~dO~

2 Phibul Songkram adalah tokoh militer sekaligus tokoh reformis Thailand. Phibul Songkrem

bersama Pridi Phanomyang melancarkan gerakan demokrasi di Thailand dan mengubah sistem
monarki absolut. Phibul Songkram juga berperan besar dalam mengorganisasi KUP tanpa
pertumpahan darah pada Juni 1932,

2 Chidchanok Rahimmula, Peace Resofution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement
in Southern Border Provinces of Thailand, in 8. Yunanto. er. al. Militant Islamic Movemenis in
Indonesia and Soentheast Asia , Jakaria; FES and The RIDEP [nstitute, 2003, hal. 263-277.

* David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia . London: Routledge. 1994
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2.4 Teori Deprivasi Relative

Daiam Why Men Rebel (1970) Ted Robert Gurr™, seorang ilmuwan
sosial, memusatkan perhatiannya pada kekerasan politis dengan
menggunakan teori deprivasi relative. Menurut Gurr kekerasan muncul
karena adanya deprivasi relative yang dialami masyarakat sebagai perasaan
kesengajaan antara nilai harapan (Value Expectation) dengan kapasitas nilai
(Value Capabilitiesy yang dimiliki seseorang. Nilai harapan (value
expeciation) adalah harapan akan kualitas hidup kehidupan sebagai hak untuk
dinikmati. Sedangkan nilai kapabilitas (value capabilities) sebagai kondisi
untuk mendapatkan harapan itu.

Ketidakpuasan deprivatif relatif akan melahirkan terjadinya berbagai
aksi<kekerasan massal, karena semakiny besar intensitas ketidakpuasan
semakin besar, dorongan/ untuk _melakukan kekerasan. Deprivasi relative
menciptakan _potensi bagi kekerasan kolektif. Hal ini karena deprivasi relatif
merupakan swatu frustasi yang mengarahh kepada agresi. Kepemilikan hak
memang-suatu-konsep yang normatif. Ini berkaiian dengan kriteria keadilan
atas_apa yang belum diperoleh. Deprivasi relalive inenghubungkan antara
keinginan subjektif dan hak yang diangankan disatu sisi dengan kemampuan
disisi lain. Erustasi terjadi atas ketidak mamptangpemenuhan apa yang
dunginkan. Dan frustasi ini menciptakan potensi kekerasan kolektif (agresi).

Kebutuhan kita atas perlindungan. dan Keamanan, bisa secara langsung

mengarah kepada agresi kolektif. Beberapassengaja mengorbankannya untuk

** Ted Robert Gurr. “Fear of failure o criticism has never nhibited me from starting off in a new
direction,” says:Dr. TedRobert Gurr, reflecting onprolific career of ground-breaking research on
civil conflict and political vielence. Among his many achieve- ments. Gurr has wrilten the award-
winning books Why Men Rebel (Princeton, 1970), and. with historion Hugh Davis Graham,
Violence in America (1.8, Government Printing Office. Banturn Books. and Praeger, 1969; Sage
Publications, 1979). He tught at Princeton and Northweslern Universities (where he was
department chair} and the University of Colorado before joining the Maryvland faculty in 1989, He
was awarded a Distinguished University Prolessorship by the University of Maryland in 1995.
Gurr’s philosophy also underlies the Minorities at Risk project, which he conceived in 1985 at a
time when ethnic conflict was not a major scholarly or policy concem. The proiect’s results have
been reporied in three books and numcrous articles and chapters. most recently in Peoples Versus

States: Minorities at Risk in the New Century (U.S. Institute of Peace Press, 2000).
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bersama-sama dalam kekerasan kolektif untuk sesuatu yang lebih luhur
(Tukan, negara, kebebasan); dan lainnya, termasuk kehebatan dan nilai
pribadi atau karena temannya terkait; dan beberapa lainnya karena ingin
memperbaiki kondisinya, dengan mengurangi deprivasi relatif. Kekerasan
kolekiif kemudian bisa saja hanya alat, pilihan atas kesadaran sebagai alat
untuk memperbaiki posisi seseorang, tidak melulu merupakan respon agresif
irrational, emosional dan otomatis atas suatu kondisi frustasi.

Adanya keragaman antara budaya dan pribadi dalam hubungannya
dengan bagaimana frustasi ditangant dan pentingnya pembelajaran sosial,
deprivasi relatif merupakan suatu potensi bagi kerjasama kolektif. Orang
vang mempunyai kesenjangan, bisa saja dia percaya bahwa deprivasi
(kesenjangan) antara keinginan yang menjadi haknya dengan kemampuannya
adalah ‘karena, perbuatan jahainya-dimasa lampau, karena kehendak Tuhan,
atau karena kemalasannya. Dia kemudian menetapkan untuk hidup lebih baik,
hidup vang lebih bermanfaat secara sostal; atau mengoba untuk memperbaiki
Kemampuannya. Akhimya. orang _yang, frustasi bisa saja menarik diri dari
intetaksi  vang berkaitan dengan fristasinya,. menyerapnya  dan
menjadikannya untuk tujuan yang lebih luhur, atau mencoba mengatasi
masalah ini

Jadi pada_awalnva kita® punya asumsi bahwa deprivasi relatif
menyebabkansfrusiasi, Intensitas-dan.cakupan frustasi pada gilirannya akan
mengarahkan pada potensi terjadinya kekerasan kolektif. Pada bagian kedua
dari teorinya berhubungan dengan transformasi potensi ini menjadi semakin
menyempit yaitugkekerasan politikypolitisasi ketidakpuasan. Bagian akhir dari
Teori Gurriadalah bertransformasinya potensi politis menjadi manifestasi
politik. Dua keseimbangan kekuvatan menentukan hal ini. Satu adalah
keseimbangan antara pemberontak dengan kekuatan penekan rejim yang
berkuasa, kedua keseimbangan antara pemberontak dengan lembaga
penunjang rejim vang berkuasa. Kekerasan politik menjadi sangat mungkin
pada saat rezim yang berkuasa dan pemberontak hampir mempunyai kekuatan

vang sama dan lembaga pendukung vang layak dipertimbangkan
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2.5 Teori Konflik

Islam Pattani sebagai Islam tradisional yang melayu-sentris. Proses

potitik di Thailand yang memarjinalkan Islam Tradisional di Thailand Selatan

telah menimbulkan sebuah tindakan radikal yang berujung pada konflik.

Dilihat dari perspektif kecepatan reaksi (speed of reaction) yang diberikan

para pihak atas konflik yang terbentuk di kalangan berkonflik, maka konflik

sosial dapat berlangsung dalam beberapa variasi tipe/bentuk, yaitu:

a.

Gerakan sosial damai (peaceful collective action) yang berlangsung
berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: “aksi
korektif”, *mogokikerja”, “mogok makan”, dan “‘aksi-diam”. Dalam hal
tidak_ditemiukan ‘resolusinkonflik yang memuaskan, maka aksi damai
dapat dimungkinkan berkembang menjadi “aksi membuat gangguan
umum’ (sirtkes and civil disorders) dalam bentuk demonstrasi ataupun
hure-hara.

Demonstrasi. (demons!rations) atau protes bersama (protest gatherings)
adalah_kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang
ditunjukkan oleh suatu kelompok atas suatu dsyu tertentu. Derajat
tekanan keonflik kurang-lebih sama dengan pemogokan. Aksi kolektif
seperti Ani _biasanya diambil sebagai, protes gang reaksioner yang
dilakukan sccara berkelompok ataupun,massal atas ketidaksepahaman
vang-ditvnjukkan-eleh suatu.pihak tertentu kepada pihak berseberangan
atas suatu masalah tertentu. Biasanya.skala bersifat lokalitas, sporadik
(meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas).

Kerusuhand dan huru-hdra, (rfofs), adalah peningkatan derajat
keberingasan (degree of violence) dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan
berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh
karena disertai dengan histeria massa, maka huru-hara seringkali tidak
bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan
kematian).

Pemberontakan (rebellions) adalah konflik sosial berkepanjangan yang
hiasanva digagas dan direncanakan lebih  konstruktif dan

terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut
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perjuangan atas suatu kedaulatan atau memperiahankan “kawasan”
termasuk eksistensi ideologi tertentu. Pemberontakan tidak harus
berlangsung secara manifest, melainkan bisa diawali “di bawah tanah”
sehingga tampak latent sifatnya.

e. Aksi radikalisme-revolusioner  (revolutions)  adalah  gerakan
penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas
suatu keadaan tertentu,

f. Perang adalah bentuk konflik antar negara yang sangat tidak
dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat fuas

terhadap kemanusiaan.

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan telah mencapai tahap
pemberontakan dan aksifadikalisme. Sedangkan mengenai penyebab konflik
di Thailand Selatan bisa dianalisis dart beberapa teori utama mengenai sebab-
sebab konflik yaitu:

a. Teori Hubungan Masyarakat

Mengangeap bahwa konflik disebabkan ociéh polarisasi yang terus
terjadi, Ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang
berbeda dalamysuatu masyarakat. Sasaranzsneningkatkan komunikasi dan
saling pengertian antara kelompok yamg mengalami konfiik, serta
mengusahzkan toléransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima
keragaman yang ada didalamnya. Dalam kasus konflik Thailand Selatan
terlihat adanya unsur distrust dari masyarakat Muslim Pattani terhadap
pemerintah kerajaan Thailand, "bahkan dalam ruang lingkup interaksi
antara masyarakat, Thai-Budhis dan Muslim Melayu pun masih diliputi

unsur tidak percaya bahkan saling membenci.
b. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam,
yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu
yang tidak diselesaikan.Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog

antara  pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat
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mengidentiftkasi ancaman dan ketakutan di antara pibak tersebut dan
membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Kondisi masyarakat
“Muslim Pattani” yang merupakan kaum minoritas di wilayah Thailand
menciptakan rasa tidak aman dan selalu merasa terancam akan eksistensi
masyarakat Thai-Budhis yang mendominasi hamper seluruh aspek di
wilayah Thailand. Perasaan terancam inilah yang cenderung akan
mendorong  dari masyarakat Muslim  Pattani  untuk  berjuang
mempertahankan eksistensinya, terlebih temmyata kebijakan pemerintah

Thailand justru cenderung mendiskriminasikan keberadaan mereka.
Teort Kesalahpahaman,Antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam
cara-cara komunikasi di‘antara berbagai budava vang berbeda. Sasaran:
menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budava
pihak lain, mengurangi streotip nesatif vang meyeka miliki tentang pihak
lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudava. Stercotip dan
Stigma yang negatif antara Muslim-Melaya dan Thai-Budhist akan tetap
menjadi  potensi | pendorong: konflik jikahal tersebut tidak dapat
dihilangkan/ Untuk gmengatasinya diperlukan suamr komunikasi antar

budaya vang intens serta interaksi vang positif diamara kedua pihak.
Teori Transformasi Konflik

Berasumsi /bahwa  konflik disebabkan oleh masalah-masalah
Ketidaksetaraan: dan ketidakadilan yang muncul sebagai masatah sosial,
budaya dan'ekonomi. Sasaran: mengubah struktur dan kerangka kerja vang
menyebabkan ketidaksetaraan "dan ketidakadilan 1ermasuk kesenjangan
ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di
antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk
mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan,
rekonsiliasi, pengakuan. Sejak terintegrasi dengan kerajaan Siam.
masyarakat “Muslim Pattani” memang mengalami kondisi vang
memprihatinkan karena perlakukan yeng diskriminaif dori pemerintah

Kerajaan Thailand. Ketidak adilan dan ketidak setaraan ijtulah vang
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menjadi latar belakang pergerakan masvarakat Muslim di Thailand

Selatan.

2.5.1 Resolusi Konflik
Resolusi konflik merupakan swvatu terminologi ilmiah yang
menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses
terbuka dan membagi proses penvelesaian konfiik dalam beberapa
tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan
proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik

tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer,

namuny h diliha oai.suatt fenomena sosial. Kedua, konflik
idak berjalan linear. Siklus hidup
tergantung dari dinamika
etiga, sebab-sebab suatu
variabel tunggal dalam

bentuk. suatu propos 1ji1a Ar v konflik sosial harus

al sebaga eNOMENa 3 a interaksi bertingkat

berbagai /fakt khir.“resolus ya dapat diterapkan
secara gn * binasikberagam mekanisme
peny iar i ng relevan. u mekanisme resolusi
konfhi dapatl diterapkai caM

jika dikaitkan dengan
¢ rdamaian yang langgeng.

(Bahasa Belanda) di dalam kamus
populer, mengandung arti menjadikan satu, menyatukan dari usaha-usaha
vang terpecah-pecah™. Sedangkan di dalam Kamus Inggris-Indonesia, Kkata
integration mengandung arti  penggabunganintegrasi pada dasarnya
merupakan proses panjang dan sulit. Sebagian pengamat berpendapat bahwa

integrasi melalui  suate  toleransi, namun pengamat lain umumnya

* Habeyb. Kamus Populer. Jukunia: Penerbit Centra. 1981. nal. 169
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beranggapan bahwa integrasi adalah suatu proses uji coba secara terus
menerus, berdasarkan suatu keberhasilan menuju keberhasilan berikutnya™.

Pengertian integrasi nasional dapat dilihat pada pendapat Harsja W.
Bachtiar yang menyebut integrasi nasional sebagai suatu keadaan di mana
masing-masing golongan, penduduk tetap dapat mempertahankan
identitasnva tersebut (suku, agama, golongan) dalam berinteraksi dengan
golongan lain tanpa satu golongan pun yang dirugikan. Dalam hubungan
tersebut mereka justru saling mendukung keberadaan masing-masing sebagai
sesama bangsa ~’.

Burhan D. Magenda mengutip Clifford Geertz, menyebutkan sejak awal
1960-an. negarasnegara vang barugmerdeka, menghadapi kesulitan-kesulitan
dalam/mewujudkan integrasi nasional dalam apa yang disebutnya sebagal
suatu. proses..//ie integrative revolutior /(Magenda: 1986.1.). Proses itu
mencakup, perubahan dari seéntimen atau perasaan yang bersifat primordial
menjadi-suatu civil society. Sedang sentimen primordial tersebut oleh Geeriz
meliputi- enam_hal' yaitu pertaiian darah. ‘masalah ras, masalah bahasa,
masalah wilayah, masalah agama dan masalah kebiasaan™®.

Setelah dikuasai oleh kerajaan Siam, wilayah Pattani menjadi daerah
vang merupakan  wilayah bangasa Thaiy, yang béragama Budha. Hal
didasarkan atas perjanjian pencntuan daerah antara Kerajaan Muangthai pada
masa pemenntahan Raja Chulalongkorn dengan Pemerintahan Kolonial
Inggris (di| Malaya/ yang mengharuskan wilayah Pattani dan sekitamya
menjadi wilavah kekuasaan Thailand di tahun 1902. Sebenamya, masyarakat
Muslim di “Thdiland itu lebihisttka bergabung dengan Malaya, sekalipun di
bawah pemerintahan Inggris, karema dengan begitu mereka bisa hidup

bersama dengan suku-suku bangsa seagama.

28 Burhan D Magenda dalam “Peranan Aparatur Pemerintahan Dalam Proses Integrasi Nasiona

* Aav. T. Rudy. Srudi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin,
Bandung: Refika. 2002. hal. 86.
* Ibid. Hal. 90

In

mengutip pendapat Clifford Geertz dalam artikelnya “The Integrative Rewlution: Primordial
Scniimenis end Civil Politics in the New Stales™ dalam Clifford Geeriz (ed) “0ld Societies and

New Staies: The Quesofor Modernity in Asia and Africa” The Free Press, 1963,
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Dt bawah pemerintahan Muangthai vang notabene mayoritas beragama
Buddha, masyarakat “Muslim Pattani™ merasa diperlakukan diskriminatif
sebagai kelompok minoritas. Birokrasi negara yang berorientasi 7Thai-
Buddhist mengisolasi mereka bukan hanya dalam proses politik akan tetapi
juga menghalangi penduduk Muslim untuk melakukan kewajiban-kewajiban
keagamaannya. Sebab, birokrast negara rupanya memiliizi kekuasaan untuk
mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial dan budaya, termasuk nilai-
nilai keagamaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan integrasi nasional.

Nilai-nilai dasar yang cenderung berbeda di kelompok masyarakt
“Muslim Pattani” inilah, yang cenderung menghalangi tumbuhnya rasa
nasionalisme meréka terhadap Kerajaan Thailand, terlebih dengan kebijakan-
kebijakan pemerintah Thailand yang cenderung represif, sehingga menjadi
kontra-produktif, dimana (justru_etnonasionalis Muslim Pattani lah yang
tumbuh bukarn rasa nasionalisme sebagai bagian dari kerajaan Thailand.

Nasionalisme biasanya terbentuk dari pengalaman historis yang sama.
Nasionalisme™ adalah suaty paham vang mengajarkan bangsa dan negara
yang dibangun dari masyarakat yang majemuk, dan warganya tersebut
sungguh-sungguh bertekad untuk membangun masa depan secara bersama,
dengdn terlepas dari berbagai perbedaan ras,etnik, danfagama atau misalnya,
dari’ ikatan kesetiaan yang melekat sejak lahir suku daerah kelahirannya.
Suatu negarasakan berfungsi dengan baik apabila memiliki dukungan idiclogi
nasionalisme, dan juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan demokrasi.

Menurut Ernest Renan, scorang pujangea dari Perancis berpendapat
tentang_paham~“bangsa”, |yaig ‘mentrutnya di dalam “bangsa” ada suatu
nyawa, suatil asas akal yvang terjadidari dua hal yaitu: pertama, rakyat itu
dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu
sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu.
Bukannya jenis (ras), bukannya persaman bahasa, bukannya agama,
bukannya persamaan butuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan

“bangsa” itr’®, Kehendak akan bersatu (Le desire d'entre ensemble) iwlah

* E Gellner. Nations and Nationalism. Oxford : Blackwell 1983 , h. 1

Soekarno, fsfam Nasionalisme Marxisme. Yogyakaria: Pustaka Kendi, 2000. hal. 7
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vang menjadi syarat untuk menjadi sebuah bangsa. Sedangkan Otro Baner
dalam bukunya “Die Nationalitaten Frage”™ mendefinisakan bangsa sebagai
satu persatuan nasib.

Nasionalisme dibangun dari semangat rakyat untuk bersatu, sedangkan
demokrasi menjamin jati diri rakyat, penghormatan dan perlindungnya.
Dalam hal ini keikutsertaan dalam kehidupan beregara diwajibkan, sehingga
semangat nasionalisme dan demokrasi dapat dibangun dengan baik yang
diharapkan akan tercipta suatu stabilitas nasional vang tangguh. sekalipun
dalam negara demokrasi berbagai kepentingan tidak akan hilang 1etapi dapat
ditekan atau larut dalaméberbagai organisasi politik yang ada.Semua itu dapat
tercapai apabitagpemerintahan itu baik, seperti menegakkan keadilan dalam
mengalokasikan sumberdaya nasional, baik antar sektor maupun antar
wilayah, sehingga etnik/diperfakukan dengan adil, dapat hidup dengan
lenang, aman, serta dapat melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan sosial
dengan baik. Tetapi secbaliknya bilavpemerintah mengalami kemunduran
dalam kinerjanya, maka masing-masing-golongan#ang ada dalam masyarakat
akan begjuang untuk memperoleh hak, sera akan memenuhi aspirasi sebagal
kepentingan yang syah, maka demikian akan timbul kebangkitan etnik. dan
lebil jauhnyadagi akan terjadi suatu gejolak'di masvarakat,

Integrasi mempunyai dua.dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan
integrasi.vertikal. . Dimensi vertikal. dalam_‘integrasi nasional bertujuan
mengintegrasikan  persepsi. dan  prilaku eilite dan masa dengan cara
menghilangkan, mengurangy perbedaan Kesenjangan antara kelompok vang
berpengaruli odefipan yang dipengarvhi. Sedangkan dimensi horizonial
mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara
menjembatani perbedaan—perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-fakior
teritorial/kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh
factor-faktor tersebut.

Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok
sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan - untuk
mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan <oial. ekonomi, politik.

Kelompok-kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama dan
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kepercayaan, suku, ras dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa
integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif
dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses
intagrasi tidak selalu lancar atau mulus seringkali menemukan hambatan-
hambatan, itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan
bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju dan tidak
setuju, hal tersebut adalah wajar apabila suatu negara dibentuk dari swatu
masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang
merasa dirugikan okeh kebijakan tersebut. Kelompok yang merasa dirugikan
dengan adanya kebijakah tersebut akan merasa tidak puas maka kelompok
tersebut akam gmenyalurkan ‘kekecewaannya dalam masyarakat melalui
kelompok-kelompok yang ada didalammya.

Proses intcgrasi discbabkan adanya kebersamaan sejarah, ada ancaman
dari luar yang dapat mengganggu keutuhan negara, adanya kesepakatan
pemimpiny homogenitas sosial budaya serta agama, dan adanya saling
Ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomit Istilah integrasi nasional
meryuk kepada perpaduan seluruh ‘unsur dalam rfangka melaksanakan
kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya. ekononi. Pengertian integrasi
nasienal menekankan pada persatuan persepsi dan prilaku diantara kelompok-
kelompok dalam, masyarakat, Sementara itu.\dalam kasus integrasi wilayah
Pattani, Yala.dan Narathiwat 1eclikat.babwa secara hisioris wilayah Thailand
Selatan (Pattani, Yala, dan Narathiwat) tidak-mengalami kondisi historis yang
sama, Kondisi Pattani saat itu persis-dengan beberapa wilayah sekitamya
seperti Perlis,delantan, dan lainnya yang ierletak di Malaysia. Tahun 1875,
Thailand peftama kali datang ke Pattani dan langsung menduduki daerah itu.
Kedatangan Inggris ke Semenanjung Malaka menghasiikan perjanjian dengan
Thailand, yaitu Patiani dikuasai oleh Thatland dan Perlis dan wilayah lainnya
dimiliki oleh Inggris. Kemudian hari Inggris menyebut daerah jajahannya
dengan sebutan Malaysta. Muslim Patiani saat it dipaksa untuk menjadi
bagian dari Thailand atau ketika itu masih bernama kerajaan Siam. Namun,
karena pendudukan itu. 1ak pelak terjadi percolakan di daerah Pattani sampai

sekarang. Sebuah reaksi vang wajar bila Muslim Pattani terus melawan para
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penjajah tersebut mengingat secara historis wilayah Thailand Selatan
memiliki etnis dan Kuliur yang berbeda dengan wilayah Thailand lain pada
umumnya. Hal ini jugalah yang menjadi faktor penyebab sulitnyaz wilayah

Thailand Selatan terintegrasi secara utuh ke dalam wilayah Thailand.

Nazaruddin Syamsuddin mengungkapkan bahwa integrasi nasional pada
dasarnya mencakup dua masalah pokok yaitu®' :

a. Bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan
negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang
dimiliki negara.

b. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur prilaku
politik setiap-anggola masyarakat, konsensus ini tumbuh dan berkembang
diatas nilai-nilai dasar / yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.
Sedangkan menurut pakar sosielogi, Manrice Duverger dalam bukunyasz,
mengatakan sebagai berikot: Integrasi didefinisikan sebagai dibangunnya
interdependensi vang lebih erat antara bagian-bagian organisme hidup atau
antar anggota-anggota dalam masyarakat” sehingga integrasi adalah proses
mempersatukan masyarakat,yang cenderung membuatnya menjadi suatu
kata yang harmonis yang didasarkan pada tatanan yang oleh angota-

amzgotanvaldianggap sama harmonisnya.

Dari.dua— pengeriian tersebut..di atas  pada hakekatnya integrasi
merupakan | upaya /politik/kekuasaan uniuk  menyatukan semua unsur
masyarakat. yang -majemuks harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan
politik “vang dibangun dari nildi=ailar kultur yang ada dalam masyarakat
majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan
tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan bersama.

Di wilayah Thailand Selatan dua hal tersebut belum terpenuhi,
masyvarakat masih belum mau tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang

ditetapkan oleh Negara, karena masih kentalnya unsur diskriminasi dari

* Nazzarudin Svamsyuddin. Imiegrasi dan Keiahanan Nasional di Indonesia, Lemhanas, Jakarta
1994

- NMaurice Duverger, Sasiologi Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, H. 310
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kebijakan pemerintah Thailand terhadap keberadaan eksistensi “Muslim
Pattani”, selain itu tidak adanya interdependensi yang harmonis antar
pemerintah dan masyarakat Muslim di Thailand Selatan menjadi masalah
dalam proses integrasi wilayah Thailand Selatan (Yala, Pattani, Narathiwat)
ke dalam wilayah Kerajaan Thailand.

Integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila :

a. Tercipta kesepakatan dari sebagian besar anggota masyarakat terhadap

nilai-nilai sosial terteniu yang bersifat fundamental dan krusial

b. Sebagian besar anggota masyarakat terhimpun dalam berbagai unit sosial

vang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial.

c. Terjadinya- saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial

yang terhimpun didalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara
menyeluruh.

Ketiga hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah Kerajaan Thailand
supaya integrasi dapat berlangsung secara menyeluruh sehingsa mampu
meredam-gejolak konflik di wilayah Thailand Selatan.

Dalam konteks pengintegrasian bangsa Myron’ Weiner melihat ada
beberapa kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan seluruh masyarakat
Kepada satu megara nasional yakni: Perfamg, penghapusan sifat kultural
utarna darl kelompok minoritas-dan mengembangkan semacam kebudayaan
nasional, biasanya kebudayaan kelompok suku bamgsa yang dominan dan
kebhjakan inilah yang disebut dengan asimilasi. Kedua, pembentukan
xcbudayaan nasional tanpa:menghapuskan kebudayaan kelompok kecil.

Disamping<kedua jenishintegrast tersebut, salah satu cara yang
revolusioner untuk \mengintcgrasikan masyarakat agar menyatu dengan
negara-bangsa adalah dengan cara intimidasi militer. Tidak sedikit puila
negara-negara baru yang otoriter menggunakan cara ini untuk memaksa
rakyat dari suatu masyarakat yang kebanyakan penduduknya buta huruf itu
agar setia kepada negaranya. Negara yang menggunakan cara kekerasan ini
akan memicu pula benih-benih separatisme sebagai ungkapan kekecewaan
mereka. Cara-cara vang diungkapkan oleh Weiner merupakan konsep State

Preceded Nation, dimana negara membentuk suatu bangsa
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Sejalan dengan Myron Weiner adalah pendapat Howard Wrigings, yang
pendapatnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, bahwa
Integrasi Bangsa® diartikan :

a. Merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suwatu
masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan
masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu
bangsa”.

b. Menunjuk kepada kemampuan pemerintah yang makin meningkat untuk
menerapkan kekuasaannya di selurth wilayahnya.

Wrigings mengemukakan dua asumsi dasar dalam menelaah integrasi

g ga, yang kuat di antara kelompok
g be arkan perasaan Kkebersamaan
DE Ad

bangsa, yat
\ 5 €‘k
ercapal dan ' II“ :: kan\andasan dari negara yang

b, Asumsi lain.adalah tidz g memusnahkan seluruh perbedaan yang

pada  setiz ianya o menimbulkan dan

engembangkan rasa kebersamz anya kompromi untuk
engatasi 8]
‘i o
VlBerda y i
1 TIE iba

an, te

ngs hMatakan bahwa untuk
gurangi k dan \ elancaran integrasi bangsa mutlak
‘ 4( ebijjakan pemerint )‘_ dengan tidak membedakan

;\W_Am._,- jalan dengan strategi Bhineka
:'JGI.I;‘IG v

wﬁln{-umf an musyawarah untuk mengatasi
konflik et d

i
Lebih lanjut Wrigings memberikan lima strategi untuk mewujudkan

integrasi bangsa, yaitu :

* Howard Wrigings dalam Yahya Muhaimin Dan Colin Mac Andrews, Afasalah-masalah
Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal. 51

* Endang Purwaningsih, “Pembinaan Belz Negara dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa™ Tesis
Pascasarjana PKN U], 2005. hal. 65
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a. Penciptaan musuh dari luar

Rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan akan lebih mudah
tercipta apabila ada rasa takut terhadap serangan dari luar. Rasa takut itu
akan mengalahkan perasaan kedaerahan, kesukuan, kelas social, dan
sebagainya, sehingga memudahkan integrasi diantara mereka. Namun
demikian akan timbul masalah apabila musuh tetah dapat disingkirkan,
yaitu: apakah kebersamaan itu masih dapat dipertahankan? Atau dengan
menciptakan musuh-musuh fiktif akan dapat menciptakan kebersamaan
seperti pada saat menghadapi musuh yang sebenarnya? Selain it apakah

penciptaan musuh dari dalam juga dapat menciptakan kebersamaan?

b. Gaya Poiiti

t kebijakan dan melaksanakan
asional vang tidak membeda-
1 menciptakan integrasi
pemimpin  sevogvanva
 dari kelompok etnikfyang dipimpinnya.

asi Nasie > sehat

Birokrasi g berjalan’ baik, eratur sesuai dengan

etentuag zgg berla & menumb rask percava masyarakat

. kepada oky ' bagaima itohkan dalam bidang
g kemiliteran-dimana anggotanys 'sarMenimbangan nasional,
4,(( / d Md can birokrasi sipil
w \ aer g n dengan birokrasi sipi

1di_dalam lembaga-lerb af dan tertinggi negara, serta
system pendidi @‘\.«.m asi publik.
d. Ideolog ) \J

Menurut Wriggins ideologi adalah serangkaian ide-ide vang saling
berhubungan yang menetapkan tujuan masyvarakat dan memberikan
beberapa cara untuk mencapai tujuan itu. Ideologt akan memiliki
kekuatan integratif apabila digali dari akar-akar nilai budava masvarakat,
dengan demikian akan senantiasa dijadikan pedoman dalam  hidup

berbangsa dan bermegara serta akan di pertahankan keheradaannva.
g a P 3
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¢. Kesempatan

Wrigings memandang faktor kesempatan sebagai suatu kekuatan
yang paling penting untuk menciptakan integrasi bangsa. Dicontohkan
seperti terbukanya jenjang Kkarir bagi mereka yang berprestasi,
terbukanya kesempatan dalam bidang perekonomian, dan sebagainya.
Dalam hal ini para pemimpin dapat memberikan kontribusi yang seluas-
luasnya dengan memberikan berbagai kesempatan kepada masyarakat
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagian pakar menvebut integrasi bangsa sebagai integrasi

nasional. vang secaga fundamental persoalan vang muncul dalam proses

integrasi, na ! be ber pada terjadinya pergeseran-pergeseran di
<an oleh berdirinya suatu negara-
jonal sebenarnya melibatkan
t bagaimana kekuasaan

at dan bagaimana mereka

akan kekuasaan diantar@ mereka

J

p Self De da Gag ity

Prinsip ' m‘..f'o alau pe ib sendiri merupakan
aptangan t 5 teritori sip Kedaulatan negara
arena kemaua 4. ah yan

emilih negara-dan. batas teri a, Bagaimanapun juga jumlah

_,.4/4 @ dir (self identified) lebih banyak

Pavkovic dan R¢ d

i legitimasi dari sebuah

ada kebebasan masyarakat

dari jum

n menggainbarkan tiga teori Hubungan Intemasional

yang retevan terhadap konsep penentuan nasib sendiri, yaitu:

I. Realis. menegaskan bahwa kedaulatan teritorial lebih penting daripada
penentuan nasib sendiri. Kebijakan int banvak ditempuh oleh negara-

negara besar selama perang dingin.

 John T.Me.Alister.Jr. Introduciion. Dalam Southeast Asia, The Politics of National Integration,
vew York: Random Hause 1973, hal. 6
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[

Liberalis, memberikan pengakuan terhadap hak-hak individu serta
penentuan nasib sendiri (self determination), pandangan liberalis menjadi
alternatif yang berkembang pasca perang dingin yaitu diusungnya
penghapusan perang antar negara, meningkatnya kebebasan individu serta

mengurangi pentingnya integritas teritorial.

Led

Liberalisme Kosmopolitan, mengusung pergeseran kekuasaan politik
menjadi pemerintahan dunia, akibatnya pemisahan dan perubahan batas
akan menjadi relatif lebih mudah dan juga akan berarti berakhirnya secara
de facio penentuan nasib sendiri”

Allen Buchanan memandang bahwa integritas teritorial sebagai aspek

moral dan

konsep

"I persamaa an membe "l
i ked

Dala A Pat
onsep self de ﬁ dikare kebijakan-kebijakan
v ¢ bersifa .' atif sMyarakat Pattani yang
Ji memang 11da eng an prgraSl tersebut semakin

an /dan ‘akl akukan pergerakan-pergerakan separatis dengan
!‘-ll[clllllt“‘—.l;a'.liﬁll-s'-l'b 1 .

(&) g

huk onstitusional. Namun, ia juga mengajukan
( imana kelompok memiliki hak

lah menderita ketidakadilan

ah terakhir yang paling

ipakan awal dari konsep

o hidup bersama dan
asi Negara.

Kerajaan Thailand
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Pada Bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum wilayah Thailand

dan Thailand Selatan khususnya, serta memberikan gambaran sejarah keberadaan

Muslim Pattani di Thailand Selatan dan insiden/konflik yang pernah berlansung,.

3.1 Gambaran Umum Wilayah Thailand

Gambar 3.1 Peta Wilayah Thailand

By O
Pl g, ey
Livtvmi Thuows o THASLAND
SMakban o
Sun Buri e Rashriimar

Arg Thong . " bTR

B " Prmthar B

Thailand merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di
wilayah Asia Tenggara. Thailand memiliki keunikan pada kelompok etnis,
pemerintah, agama, bahasa dan budaya. Asal mula Thailand secara
tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek,
Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238, Kerajaan ini kemudian
diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14
dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand
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dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan
beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun
mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya
negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa,
meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan
berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran
bagi pedagang-pedagang Britania.

Sebuah revolust tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan
dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama
Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939
dan untuk sectefusnya, setelah permah sekali mengganti kembali ke nama
lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu
dengan Jepang; tetapi saat Perang Dupla 11 berakhir, Thailand menjadi
sekutir Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah
berakhirnya perang, namun-Thailand.-mulai bergerak ke arah demokrasi

sejak tahun 1980-an.

3.1.1 Kondisi Geografis

Thailand|berada dijantara garis 5%°dan 21° Lintang Utara serta
97° dan_106° Bujur_Timur, Thailand berbatasan dengan Laos dan
Myanmar discbelah-utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di
selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos
dan_Kamboja di-timur. Thailand terdiri atas empat wilayah yakni
wilayah tengah, wilayah timur faut, wilayah utara dan wilayah
selatan. Keempat wilayah- tersebut dibagi menjadi 76 Propinsi
{Changwats).

Ditinjau dart kedudukan geografinya, Thailand dapat
dikategorikan sebagai negara yang strategis. Hal ini dapat dilihat
dari wilayahnya yang merupakan bagian dari daratan benua Asia
yang tidak terpisah-pisah dan posisinya yang menghadap ke Laut
China Selatan merupakan Sea Lane of Communication (SLOC).

Thailand juga merupakan negara subur dan kaya sumber alam serta
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memiliki potensi laut vang dapat menunjang pembangunan
negaranya. Namun demikian posisi tersebut juga mengandung
kerawananan dari segi keamanan karena berbatasan darat dengan
beberapa negara tetangga yakni Malaysia, Myanmar, Laos dan
Kamboja.

Wilayah geografis di Thailand memiliki variasi yang berbeda-
beda’®. Di sebelah utara, keadaannva bergunung-gunung, dan titik
tertingginva berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut
terdiri dari Hamparan Khorat, yvang dibatasi di timur oleh sungai

Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao

Phra : - seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk

erdapat Tanah Genting Kra yang

bercirikan monsun. Ada
sebelah barat daya antara
onsun yang kering dan
timur lau er hingga pertengahan

ting di sebeiat alu panas dan lembab.

: be sel: ibu kk termasuk Nakhon
. ( i 1 n. Chian n Songkhla.

Demogh: V
Populasi-penduduk nd pada tahun 2002 berkisar
@ '\-..w-- salah satu negara dengan
hai o

i ng tinggi. hal ini dikarenakan angka

no
kematian di Thailand sangat kecil. Pertumbuhan penduduk di
Thailand sebesar 1.3% per tahun.

Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang
berjunilab 3/4 dari seluruh penduduk. Selain it juga terdapat

komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang

*® hupr/fen.vikipedia.org wiki ‘Thatland dizkses tangal 26 oktober 2010
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peranan yang besar datam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk
etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang
bukit.

Agama merupakan hal yang penting bagi masyarakat
Thailand. Agama merupakan hal paling pertama yang harus
dipahami. Hampir 95% penduduk Thailand beragama Budha, 4%
beragama Islam, 1% Kristen, Hindu, Sikh, Tao dan animiseme?’.

Ajaran Budha telah diterapkan adalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Thailand sejak ratusan tahun yang lalu. Hampir seluruh
desa di wilayah Thailand memiliki paling sedikit satu buah kuil
untuk beéribadah umat, Budha sekaligus sebagai pusat keagamaan,
tempat pendidikan dan tempat wpacara pemakaman. Salah satu
indikator yang membuat‘masyarakat Thailand sangat menghargai
agama Budha adalah hampit 80-90% dari anak laki-laki yang
beragama Budha menjadi Biksu-dan selama beberapa bulan mereka
tinggal di kuil. Biasanya mereka memutdskan untuk menjadi biksu
pada usia belasan tahun hingpa dua puluh tahun.

Rebanyakan penduduk kristiani tinggal di provinsi Chiang
Maidsebagian|lagi di Bangkok dan sebagiandainnya di Utara. Umat
krister_di Thailand termasuk Kristen Katolik dan Protestan.
Sedangkan penganut ammisme diikuti oleh sekitar 500.000-600.000
penduduk suku Chao Kao. Untuk wmat Hindu dan Sikh hanya
berkisar 19.000 erang pemeluk!

Kebebasan | beragama di Thailand dilindungi oleh undang-
undang dan pemerintah menghormati hak-hak tiap agama untuk
menjalankan  aktivitasnya, walaupun kadang-kadang pemerintah
membatasi kegiatan beberapa kelompok tertentu.

Islam merupakan agama minoritas di Thailand, dengan
pemeluk terbanyak terdapat di sebelah selatan Thailand. Islam

masuk ke wilayah Thailand Selatan melalui para pedagang Arab

" Thailand into The 2000°s, published by Nartional 1dentity Board Office of The Prime Minister,
Kingdom of Thailand. h. 107.
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dan India pada abad ke I3. Hubungan dagang antara Melayu dan
Thati di selatan juga membantu penyebaran agama Istam®®,

Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang
ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga
bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di
sekolah. Populasi Muslim di Thailand berkisar 5% dari skala
nasional dan 90% nya berada di 3 provinsi tersebut. Sementara itu
populasi Thailand didominasi oleh etnis Thai dan Lao (75%) dan
seKitar 95%

Penggunaan bahasa Melayu menurut statistik nasional
Thailand jupa sangatikuat di wilayah Yala, Pattani dan Narathiwat
yaitu 70 %, dibandingkan dengan provinsi lain di Selatan: Satun dan
Songkhla. Tetapi bahasa Melayu ‘dilarang' digunakan sebagai
bahasa resmi di perkantoran; lembaga pendidikan pemerintah, dan
tempat atau acara resmi lainnya: Larangan ini tidak menyurutkan
masyarakat untuk menggunakan bahasaMelayu, karena bahasa ini
memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan mayoritas
warga Thailand, yang berbahasa Thai dan beragama Buddha.

Apabila| dilihat {dari komposist™ berdasarkan penggunaan
bahasa _dan agama, maka Thailand, dapat dikelompokkan kedalam
tiga-kelompok besar yaitu;

a. . Yang beragama Budha dan . menggunakan bahasa Thailand,
tinggal hampir di seluruh daerah Thailand.
b Yang beragamia Jslam dan menggunakan bahasa Thailand,
tinggal di Bangkok:
¢.  Yang beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu,
tinggal di Pattani, Yala, Narathiwat dan Santun.
Masing-masing pengelompokan tersebut mempunyai implikasi

yang berbeda atas persoalan mayoritas-minoritas di Thailand.

* Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, Ed, Ensiklopedi Tematis Dunia slam, Asia Tenggara,
No. 5, Jakarta: PT" [chtiar Bare Van Hoeve, 2002, hal. 466
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Kelompok pertama, menduduki poisi mayoritas, beserta
kecenderungan yang umumnya berkaitan dengan dominasi dan
kekuasaan. Kelompok kedua mempunyai identitas yang merupakan
hasil pengadopsian dari berbagai perilaku, kebiasaan dan nilai
umum yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Budha. Hal ini
dimungkinkan karena adanya nilai akulturasi dari kelompok kedua
ini cukup tinggi®®

Kelompok ketiga inilah yang menjadi kelompok yang unik,
karena tetap menjaga identitas aslinya karema agama dan

mekanisme internal kelompok yaite adanya kepemilikan bersama

%P:

. acrah, sehingga mereka

50! m (2 i dari pemeluk agama
udha, gan pe » am yang berbahasa
mgkinka
menj de an pemelok Budha™
V C w
amb n Uen Chai dSeI
é/ \ ; } nis, bahasa dan budaya

-.-.-.m-—f-r---”._u' alaysia, secara geografis pun

po ./@N.. gat dekat dengan Malaysia Barat,

sehingga ] q “,‘ C omunikasi

eturunan bangsa Melayu. Karena merasa
inilah, mereka menolak ide
daya. Orang Thailand Islam

inya sebagai orang Islam

aJ

.
B

kelompok ini jarang

nh
L

* Riza Sihbudi, Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara, Puslitbang Politik LIP]. 2003,
h. 69
“ Riza Sihbudi, Ibid h.69
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Gambar 3.2 Peta Wilayah Thailand Selatan

h Thailand Selatan
atan terd ari lima _gprovinsi: Pattani, Yala,

arathiwat, Satun dan Songkhla al penduduk 6.326.732.

‘ / Mayoritas ﬁ d* uslim terdapat di€mpat provinsi: Pattani,
, yai ; 71% di perkotaan, dan

v ( / \§ Al di Muslim sekitar 19 %,

( ‘b Sementara mayoritas penduduk

«‘-"-h-m... v 0 en berada di tiga provinsi:
@ ‘F"’v vat, sementara penduduk berbahasa China,
\.39/ 5 iwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala,
3.0%".

Jumlah penduduk Muslim di Thailand sekitar 15 persen,

dibandingkan penganut Buddha, sekitar 80 persen. Mayoritas
Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80
persen dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala dan

Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di

41 Sensus Penduduk, Thailand, 2000
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Thailand Selatan. Tradisi Muslim di wilayah ini mengakar sejak
kerajaan Sri Vijaya yang menguasai wilayah Asia Tenggara,

termnasuk Thailand Selatan.

Tabel 3.1
Jumlah Muslim di wilayah Thailand Selatan
Provinsi Area Populasi Rural | Muslim
(km?) %) | (%)

Pattani 2,109 472,363 85 78
Narathiwat | 4,227 460,060 79 80
Yala 4,716 287,470 75 60

174,076 78 70

ical Reports of Changwat, Qffice of the

di Thailand Selatan, yang
memiliki bandara’ A  sebagai pusat perdagangan di

elatan. : : Thai kebanyakan tinggal di

perkotaan. pun eka atan, mereka termasuk
kelompok q i menengah, sebagai pegawai pemerintah dan
w il
d 4_(( /\ )ﬁ Fhailand Selatan
S u-v‘-ﬂr-nr ilah untuk keempat provinsi
@W- arakat Thai Buddhis mendapat
su

mendoming sebagai pemimpin utama lembaga-lembaga

0 pemerintah, Karena mereka selalu
pemerintah Thailand Selatan. Sementara etnis minoritas lain, China
kebanyakan juga tinggal di perkotaan sebagai pedagang. Kawasan
‘pecinan’ terbesar di Selatan adalah di Kabupaten Betong, Provinsi
Yala. Sementara penduduk etnis Thai di pedesaan kehidupan
ekonomi dan kedudukannya sama dengan kebanyakan Muslim,

sebagai petani, nelayan atau pedagang kecil.
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Sejak 1906, sesuvai dengan perjanjian Inggris-Siam secara
resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Patiani,
Narathiwat, Songkhia, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi
provinsi di Thailand. Sementara negara di Melayu utara yang lain:
Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan
sebagai bagian dari Malaysia (Yusuf, 2006: 170). Sejak penyatuan
kelima negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari
Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan
Buddis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasali
oleh tentara Jenderal Luang Pibulsongkram, yang memimpin 1938-
1944, Marshal Sarit Thagarat, 1958-1963 dan pemimpin jenderal
lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan
utama.

Thaisasi — npaya penggunaan budaya dan bahasa Thai- secara
kuat divscluruh Thailand, rtermasuk wilayah Selatan, membuat
benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat
kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatans

Di Thailand Selatan, kerukunan antar-agama jarang terlihat.
Dulud “Muslim Patrani? sering membertkan_aakanan kepada para
Biksu. Namun kini hal itu tidak terjadi. Itu karena perlakuan buruk
yang sering diterima oleh Muslim Pattani.

Perlakuan pemerintahh Thailand terhadap “Muslim Pattani”
memang buruke Mereka diharamkan untuk menyimpan buku-buku
sejarah Pafttani. Kesadaran historis mercka dilenyapkan oleh tangan
besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau
warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu,
dan bukan orang Thailand. Mereka dilarang keras berbicara dalam
bahasa Melayu. Semua hal harus di-Thailandkan: bahasa sehari-
hari, bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dan hama-nama mereka.
Tidak boleh memakai bahasa Melayu. Semuanya harus
menggunakan bahasa Siam (Buddha), bahasa Kerajaan Thailand.

Selain masalah bahasa dan sejarah, mereka juga dikondisikan dalam
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keadaan selalu mencekam. Di setiap sudut jalan, selalu ada tentara

berseragam militer lengkap dengan senjata otomatisnya.

3.3 Muslim Pattani

Wilayah kekuasaan Kerajaan Pattani adalah wilayah Pattani, Yala dan
Narathiwat. Dulu, wilayah ini dikenal dengan Pattani Raya. Struktur
pemerintahan di Pattani tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada
di Semenanjung Melayu. Penguasa tertinggi berada di tangan raja. Untuk
menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para menteri. Sejarah panjang
rakyat Pattani diwamai perang dan damai; dua keadaan ini datang silih
berganti. Namun, apapun kondisinya, ternyata rakyat Pattani tetap memiliki
kehidupan sosial budaya'yang tidak jauh berbeda dengan kawasan Melayu
lainnya. Di Pattani, ternyata juga berkembang berbagai pertunjukan dan
permainan-rakyat, seperti Makyong, mengarak burung, congkak, wayang
Pattani adalah negeri Mefayu vang terletak di tanah genting Kra, selatan

Thailand.
Gambar 3.3 Bekas Wilayah Kerajaan Pattani
» o L ] :
::;::l- Patani's Tiba sl € ensl ,;:::““.'
ety iy inrise wwdnabd v d b bl wevdly e !
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3.3.1 Sejarah Kerajaan Pattani
Saat ini, daerah yang dulu disebut Pattani ini telah terpecah
menjadi 3 propinsi, yaitu Paftani, Yala dan Narathiwat. Istilah
Pattani yang dipakai dalam tulisan ini merujuk pada Pattani di masa
lalu, saat belum dipecah menjadi tiga propinsi. Di era kejayaan

Sriwijaya, Pattani dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang terdapat
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di daerah Semenanjung Melayu dan Sumatera berada dalam
kekuasaan Sriwijaya. Dari abad ke-7 M hingga awal abad ke-13 M,
Sriwijaya menguasai jalur pedagangan di Selat Malaka, dan
menarik pajak dari para pedagang yang lewat dan berdagang d
kawasan itu.

Pada abad ke-11 M, Islam sudah mulai tersebar luas di Pattani.
Seiring perkembangan, kemudian Raja Pattani, Phya Tu Antara
masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Ismail Syah
Zhilluliah fi al-Ardl. Pengislaman Raja Phya Tu Antara dilakukan
oleh seorang atlama dari Pasai, Aceh, bemama Syaikh Said. Pada
abad ke<13 M, Pattaniditaklukkan oleh kerajaan Ayuthaya. Namun,
kemenangan | Ayuthaya menaklukkan Pattani ini hanya berlaku
secara militer, secara sosial budaya, masyarakat Patiani tetap tidak
ierpengaruh dengan kebudayaan Budha Ayuthaya. Pendudukan
Avyuthaya atas Pattani tidak berlangsung lama. Pada abad ke-14 M.
kerajaan Pattani t€lah independen dan berhasil mengembangkan diri
menjadi kerajaan yang besar dan maju. Pada abad ke-15. hampir
keseluruhan wilayah Pattani telah memeluk agama Islam. Dalam
perkembangannya, kemudian banwak lahir ulama-ulama besar dari
daerah_ini, di antaranya adalah Syaikh Daud al-Fanani. Dengan
tersebarnya Islam secara luas di Pariami, maka kemudian terbentuk
dua wilayah kebudayaan di kawasan tanah genting Kra, yang
dibedzkan oleh dua agama: Islam dan Budha.

Disamping kemakmuran dan kedamaian, sejarah Pattani juga
diwarnai konflik panjang, baik internal maupun eksternal. Berkaitan
dengan tahta Kerajaan, telah terjadi beberapa kali kekacavan akibat
kelvarga kerajaan berebut ingin menguasai tahta. Ketika Sultan
Manzur Syah meninggal dunia tahun }572 M, para pewaris kerajaan
berebut ingin menguasai tahta, sehingga terjadi konflik berdarah.
Dalam konflik tersebut, seluruh ahli waris 1ahta kerajaan vang laki-
laki tewas terbunuh. Sebagai gantinya, maka kemudian naik raja

perempuan (ratu). Ratu [jau merupakan ratu pertama dalam sejarah
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Pattani, dan dengan sukses. ta berhasil mempersiapkan saudara
perempuannya yang lain (Ratu Biru) menggantikannya, dan
seterusnya Ratu Ungu dan Kuning.

Berkenaan dengan kekuasaa para ratu ini, seorang pengembara
Perancis, Nicholas Gervaise menulis pandangan yang berbeda pada
tahun 1860 M. menuruinya, kekuasaan para ratu Pattani tersebut
hanya bersifat simbolik. Kekuasaan vang sebenamya tetap berada di
tangan pejabat istana yang laki-laki. Gervaise menulis, walaupun
Ratu [jau adalah penguasa tertinggi kerajaan, namun ia tetap tidak

diizinkan ole

para menter: untuk masuk ke dalam ruang-ruang
i._menunjukkan bahwa, kekuasaan ratu
jau sangat lemah, pertanyaannya
kan ratu-ratu berikutnya yang
adisi konflik berebut tahta
besar kemungkinan para
Jjau meninggal dunia.

J

amun re Ratu [jat empersiapkan Ratu Biru

sebagal sebagai pengganti, dan S

atu Ungu. Realitas ini

men j&k D 1\8_. ebenarnya, [ patu tersebut  memiliki
ke :

u l“ﬁ” menerapkan kebijakan
deng hailand. Pada masa

jang pesat dan rakyatnya
sepentnggal Ratn Ungu, anaknya, Ratu

i et

Pattani bersahabat baik dengan Siam, dan Ratu Kuning sempat

ntikannya. Di masa Ratu Kuning ini,

berkunjung ke Siam pada tahun 1641 M, sebagai simbol
persahabatan. Saat itu, Rate Kuping disambut oleh Raja Prasat
Thong. Sejama pemerintahan Ratu Kuning, Pattani mencapai zaman
keemasannya. Digambarkan, saat itu, perdagangan internasional
sangat ramai, sehingea setiap malam pelabuhan Pattani selalu

diterangi cahaya lampu dari kapal-kapal pedagang
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Pada tahun 1651 M, Raja Sakti dari Kelantan memaksa Ratu
Kuning wrun tahta. Ratw Kuning kemudian mengungsi ke Johor,
namun, belum sampai ke Johor, ia meninggal dunia di Kampung
Pancor, Kelantan. Sepeninggal Ratu Kuning, kekacauan dan konflik
kembali terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Keadaan ini
meyebabkan Pattani tenggelam dalam kemunduran hingga
ditaklukkan oleh Ayuthaya pada pertengahan abad ke-17 M.
Sebagai simbol ketundukan tersebut, Pattani setiap tahun harus
mengirim Bunga Mas ke Siam™ kulit Melayu dan seni musik nobat.
Bahkan, perm@inan tradisional masyarakat Budha, yaitu menora,
juge digemari oleh masyarakat Muslim Patitani. Dalam permainan
menora, terdapat unsur ritual, nyanyian, tarian dan lakon. Berkaitan
dengan alat-alat mustk, yang berkembang luas di masyarakat adalah
serunat, nafiri dan rebab. Scbagai bangsa yang dikuasai oleh bangsa
lain, di Paftani tetap muncul suatu perlawanan

Pada tahun 1785 M, Pasukan Siam (Ayuthaya) di bawah
pimpinan Phraya Chakri kembali ‘menyerang Pattani, Menurut
catatan sejarah rakyat Pattani, serangan pada tahun 1785 M ini
merdpakan serangan Ayuthaya yang kelimal Empat kali serangan
sebelumnya selalu dipatahkan Pattani, sehingga Paitani berhasil
mempertahankain wilayahnya. Perang yang kelima ini berlangsung
dalam ( waktu lama, walaupuns akhimya Pattani mengalami
kekalahan pada bulan November 1786 M. Kekalahan ini benar-
benar amenghancurkan “harkat dan martabat rakyat dan kerajaan
Pattani. Saat itu, berdasarkan cerita dalam Hikayat Kerajaan Melayu
Pattani, digambarkan kebrutalan pasukan Siam terhadap rakyat
Pattani. Tindakan pertama yang dilakukan oleh tentara Siam adalah
menangkap dan membunuh orang-orang Pattani yang tidak
bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak. Seluruzh harta
benda dan senjata mereka rampas, istana sultan mereka bakar

hingaa rata dengan tanah, dan sistem kesuitanan mereka hapuskan.

** Gilyuin. Michael . Fiw Muslims of Thailand 2005
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Selanjutnya, tentara Siam membuat sistem pemerintahan sendiri di
Pattani dan menempatkan orang-orang mereka. Setelah semua ini
terbentuk, pasukan Siam kembali ke Bangkok dengan membawa
banyak tawanan dan senjata.

Seorang pejabat Inggris, Sir Francis Light yang baru tiba di
Pulau Pinang, menulis surat bertarikh 12 September 1786 kepada
jenderal Inggris Lord Cornwallis di India. Dalam surat itu, Light
menceritakan mengenai kekejaman tentara Siam di Pattani. Laki-
laki, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa diikat kaki dan
tangan merekajkemudian dihempaskan ke tanah dan diinjak-injak
sampai‘mati dengan gajah.

Bukti-bukti kekejaman tersebui juga dicatat dalam sejarah Thai
sendiri, di antaranva buku Phraraciphong sauwadarn Krung
Ratianakosin Rama I, yang menceritakan titah Raja Muda Maha
Surasinghnath agar para tawanan Melayu, harta benda dan senjata
mereka dimasukkan ke dalam kapal< perang. Kemudian, para
tawanan tersebut dibagi-bagikan pada tiap-tiap negeri. Raja Muda
juga melantik Phra Cana, seorang yang bertanggung jawab dalam
perang Thai-Pattani, menjadi Chaw Muang{(gubemur) di Pattani.
Selain.ity, Raja Muda juga memerintahkan agar tentaranya
merampas semua bahanpmakanan, di Pattani untuk dibawa ke
Bangkok, sehingga orang Pattani-kehabisan bahan makanan dan
terpaksa makan sagu.

Setelah sckian lamayberperang, akhirnya Pattani dikalahkan
oleh Siam. Pada mengakui kekuasaan Siam atas Pattani. Pada tahun
1902 M, Siam melaksanakan kebijakan Thesaphiban yang
menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di
Pattani. Sejak penghapusan kesultanan Melayu tersebut, kerajaan
Pattani semakin lemah dan tertekan. Konsul Inggris di Songkhla
saat itu, W.AR. Wood mengatakan bahwa, rakyat Pattani telah
menjadi korban dart pemerintahan kerajaan vang salah atur

(misgoverned).
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Menurut Nureeyan Saleh, kekalahan Pattani dalam perang
kelima ini disebabkan oleh beberapa fakior yaitu™:

- Rahasia pertahanan Pattani dibocorkan oleh Nai Can Tong
kepada panglima pasukan Thai. Nai Can Tong adalah pegawai
istana Pattani keturunan Siam yang mendapat kepercayaan
Sultan Pattani, Muhammad. Pengkhianatan Nai Can Thong
telah membawa kehancuran total bagi rakyat Pattani.

- Tewasnya Sultan Mvuhammad ketika perang sedang

berlangsung, sehingga semangat orang-orang Pattani jadi

menuru

i vp aiglebih banyak dengan persenjataan yang
ha _%. SPONSE ¢ : dan kemunduran yang terjadi
‘ e : 1923 M, Tengku Abdul

ama dala k
: e 1 . elayu Pattani memimpin
..- akukan pe anaf X membebaskan Pattani dari
ekuasaa nasana perlawan "*d#' langsung begitu lama

menjadikan keadaan bertambah

ﬂa W buruk ketika Phibul Songkram naik tahta

di j sa dari t 9 hinggal944 M). la
/"‘ wai Ratanium  (negara
@ \ )"‘ Dengan segala cara, Phibul

rakyat Pattani. Saat iw,
w-rm—- arus diganti dengan nama Thai,
w‘l juga diwajibkan menyembah patung.
Ketika Perang Dunia Il meletus, Siam berpihak pada Jepang.
Saat itu, Tengku Mahmud Muhyiddin, salah seorang putera mantan
raja Pattani, berdinas dalam Kketentaraan Ingeris dengan pangkay

mayor. Ja kemudian membujuk penguasa Inggris di India agar

“* Adi Saputra dan Syahrial Syarbaini, “Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di Thailand
Sclatan™ diakses dari htip/jumal.budilubur.ac.id/?p=231 padaianggal 3 Oktober 2010,
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mengambil alih Pantani dan menggabungkannya dengan
Semenanjung Melayu. Pada | November 1945, sekumpulan tokoh
Pattani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil menyampaikan petisi
pada Inggris agar empat wilayah di daerah selatan Siam dibebaskan
dari kekuasaan Siam dan digabungkan dengan Semenanjung
Melayu.

Dalam perkembangannya, ternvata Inggris tetap menjadikan
kepentingan dirinya sendiri sebagai tolok ukur dalam mengambil
keputusan. Dengan alasan tergantung pada pasokan beras dart Siam,

maka kemudian Inggris memilih tetap mendukung pendudukan

Pattani. "Pada,_ tahun 1909 M, Inggris dan Siam
Q p berisi pengakuan Inggris terhadap

rjanjian itu, juga dijelaskan

an Semenanjung Melayu.
e ’i / jian tersebut sekarang

avsia.dan Tha

Perlawana slim Pattani” erajaan Thailand

%d o % cali perv perlawanan untuk
eba i cengker nd. Maka tidak heran
n b kelompok pergerakan

Patiani. Dalam sejarah

olongan ulama™
a_adalah mereka yang terjun langsung
stang  hari, mereka berprofesi sebagai
pcndidik, pengacara, pebisnis atau profesi lainnya. Namun pada
malam hari mereka menenteng senjata dan terjun langsung ke
medan pertempuran. Ciri-ciri  gerakan ini  adalah, mereka
menitikberatkan pada ajaran-ajaran (ayat-ayat) yang mengandung

Jihad. Mereka juga menolak pembangunan atau rencana

“ hitp:/Avww.eraMuslim com/berita‘eerakan-dakwah ‘derita-\Muslim-patiani-vane-lerlupakan.htm
diakses tanggal 26 Okwober 2010
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pembangunan dari pemerintah Thailand. Kelompok ulama ini
menjunjung tinggi pejuang-pejuang revolusi dunia, salah satu
contohnyva adalah Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.

Ulama yang kedua adalah mereka yang pro terhadap
pemerintah Thailand. Hal ini dilandasi prinsip bahwa mereka tidak
merasa ditindas oleh kerajaan Siam. Memang, Thailand menganut
sistem bebas menganut agama apapun, ini terbukti dengan berbagai
ritual peribadatan juga dibolehkan di sana. Kelompok ulama ini
memilih bekerja sama dengan Thailand, bahkan tidak jarang
menjadi  kakif, 1angan kerajaan Siam ketika ada rencana
pembangunan di Provinsi-Rattani. Mereka berpendirian bahwa Islam
menjunjung tineei perdamaian, . sehingga menghindari  konflik
dengan pemerintah. Mirip‘seperti di Indonesia.

Kemudian tipe'vlama _yang ketiga adalah mereka yang berada
di antara dua kelompok ulama lainnya. \Mereka akan bereaksi
menentang \pemerintah_Thailand jika terjadi pembantaian terhadap
Muslim. Namun mereka akan diam jika merasa tidak terjadi apa-
apa. Saat ini fakta bahwa tidak ada seorangpun yang secara terang-
leran@an_mengaku menjadi pejuang, perjuardgan dilakukan secara
sembunyi-sembunyi (underground).

Sejakl awal, perlawanan.terhadap kekiasaan Thai mengambil
bentuk pemberoniakan-pemberontakan keagamaan yang berusaha
menghalawkekuasaan politik asing dari daerah itu. Pemberontakan
besar di bawah pimpiian beberapa ulama dan bangsawan Melayu
vang telah kehilangan kekuasaan, meletus pada tahun 1922.
Pemberontakan itu disemangati oleh bekas raja Pattani, Abdul
Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan materiil dari kaum
bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan. Raja Abdul
Kadir mendapat simpati dari kedua golongan itu karena ia dapat
mevakinkan raja-raja Melayu dengan alasan bahwa mereka
mempunyai kewajiban untuk membebaskan sesama Melayu vang

sedang ditindas di seberang perbatasan. Kepada para ulama ia
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mengingatkan akan kewajiban untuk membebaskan sesama
Muslim dari  kekuasaan Thai-Buddhis. Dengan demikian,
bergabunglah sentimen keagamaan dan aspirasi politik dari lintas
perbatasan untuk melancarkan suatu gerakan pembebasan rakyat
Pattani Raya untuk pertama kalinya yang mencakup seluruh daerah
itu, Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam
tahun 1922, sudah cukup wuntuk menghentikan kampanye
pemerintah Thai (Thailand) untuk men-Thai-kan propinsi-propinsi
di bagianfSelatan negara itu®,

Bangkitnya kesadaran nasionalisme Melayu di kalangan rakyat

negeri-nageri bagian utara Malaya (kini Malaysia) dan kesediaan
mereka untuk memberi dukungan materiil dan politik kepada
sesama | Melayu _die” bawah /penindasan kekuasaan Thai,
menyadarkan para pejabat Thai bahwa penindasan identitas etnik
dan, kebudayaan hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan.
Pendekatan yang lebih baik, adalah _dengan membina loyalitas
politik, melegitimasi kekuasaan melaluvi partisipasi dan perwakilan
dan, usaha-usaha \yang teruSymenem§ untuk mengembangkan
perekonomian. Cara pendekatan, ity ditempuh dalam tahun 1932,
Ketika negara Thatland=mengajlami suatu transformasi konstitusi
yang /mengakhiri monarki-absolut dan melahirkan suatu bentuk
pemerintahan representatif',

Peristiwa pentingpdalamy periode ini adalah diberlakukannya
Undang-Undang Patronase Islam 1945Y, yang bertujuan untuk
memasukkan pimpinan agama ke dalam wewenang pemerintah.

Akibatnya, para ulama mengambil alih pimpinan dan untuk

* Pitsuwan, Istam and Malay Nationalism, h. 49-53

“ Peristiwa kudeta vang dilancarkan oleh Partai Rakyat (Khana rasdr) pada 24 Juni 1932 yang
menjanjikan suatu permulaan baru dalam proses evolusi politik di Negara Thai, vaiwu perubahan
bentuk pemerintahan.

i 7 Merupakan undang-undang yang diberlakukan pada masa Pridi Phanomyong yang saat itu
menjabat sebagai wali negeri. UU ini mencoba menembus jalan buntu dalam hubungan antara

pemerintah dan kaum ulama yang sangat berpengaruh.
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kesekian kalinya membangkitkan orang-orang Melayu-Muslim
vang berorientasi Kepada tradisi untuk bersatu menentang
kebijakan asimilasionis pemerintah yang dikenal dengan sebutan
Peraturan-peraturan Kebudayzan (Kot Wattanatham) di bawah

rezim Phibul Songkram.

3.3.2.1 Periode 1945-1957

Dalam periode ini, pemerintah Thai (Thailand) dengan sikap
agresif _berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas urusan
sosialkeagamaan golongan Melayu-Muslim. Persoalan yang sangat
peka adalah Jdntervensi pemerintah Thai dalam bidang hukum
agama yang dianggap sakral. Pengkodifikasian dan penerjemahan

hukum-hukem Tslam’®

mengenai perkawinan dan warisan agar
seragam dan < konsisten, pembentukan pengadilan-pengadilan
Syari’ah di propinsi=propinsi. Melayu-Muslim dan pengangkatan
hakim-hakim Muslim yang diangkat untuk mendampingi hakim-
hakim| Thai dalam “mengadili perkara yang menyangkut urusan
keluarga telah menimbulkan serangkaian protes terhadap intervensi
pemerintah. kondisi ini juga ‘yang pada akhirmnya mencetuskan
penentangan dan pemberontakan. Meskipun puncak
pemberontakan dan tindakan kekerasan baru terjadi setelah Phibul
Songkram kembalinmemangku jabatan Perdana Menteri pada 8
April 1948,

Adanyadkecurigaan mendalam dan pengalaman getir orang-
orang Melayu-Muslim akibat kebijakan asimilasi paksaan sebelum
dan di masa Perang Dunia I, secara otomatis mencetuskan
pemberontakan-pemberontakan yang hampir spontan di daerah

Selatan Thai. Bentrok kekerasan dengan polisi dan pasukan

*® Peran para ulama dengan sendirinya memegang pimpinan dalam periode ini. Mereka menuntut
pembaruan yang besar termasuk penggunaan bahasa Melayu sebagai bzhasa resmi di samping
bahasa Thai, pembentukan sebuah majelis agama, kontrol atas wrusan keuangan daerah dan

tuntutan Jain yang jika dipenuhi akan menghasilkan suatu tingkat otonomi vang sangat tinggi
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keamanan terjadi di empat propinsi di Thailand Selatan yang
mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan ribuan lainnya
mengungsi ke Malaya (Malaysia). Bentrokan paling hebat terjadi di
sebuzh kampung bemama Dusong Nyor di propinsi Narathiwat
yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman, memimpin lebih dari
seribu orang menghadapi pasukan pemerintah dalam suatu
pertempuran terbuka sehingga mengakibatkan seratus orang tewas
dipthak orang Melayu. Pemberontakan Dusong Nyor yang terjadi
pada tanggal 26-27 April iiu hingga sekarang merupakan lambang
semangat perlawanan, Melayu dan masth terus mengithami
gerakan-gerakan kemerdekaanhingga kini®.

Sementara ituy tekanan internasional bertambah besar dan
peristiwa Haj Sulong’® menyebabkan masalah Pattani mendapat
perhatian Liga Arab dan PBB. Tapi, yang paling ampuh dari semua
keoalisi internasionalyang-terbentuk untuk mendukung perjuangan
Melayu-Muslim itu adalah, Gabongan Melavu Partani Raya
(GAMPAR) yang terbentuk dalam bulan Februari 1944. GAMPAR
menjadi sebuah.organisasi yangynengkoordinasikan berbagai unsur
yang bekerja untuk pembebasan Pattani Raya. Organisasi ini
memperolel dukurpan dari berbazai golongan dan partai politik di
Malaya. GAMPAR juga berhasitl menarik dukungan pimpinan
Malay Nationalist Party (MNP, atau Partai Nasionalis Melayu)
vang bercita-citakanypenyaiuan semua rakyat Melavu ke dalam

Indongsia Raya. Tengku Muhyiddin, yang mengkoordinasikan

* Pituwan, Ibid, h. 124-125

= Haji Sulong ditangkap pada tanggal 16 Januari 1948. bersama-sama anak laki-lakinya dan tiga
rekannya dengan tuduhan “sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk mengubah pemeriniahan
kerajaan yang tradisicnal, dan mengancam kedavlaan dan keamanan nasional dengan kekuatan-
kekuatan dari luar”™, Persoalan Haji Sulong baru dapat diselesaikan pada tahun 1932, ketika beliau

dibebaskan dari penjara setelah ditzhan selama empat tahun.
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bagian terbesar upaya internasional untuk meredakan ketegangan di
Thailand Selatan.

Kematian Haji Sulong menandai berakhirnya pemberontakan
umum yang dipimpin oleh para ulama. Kematian misterius Haji
Sulong dan anak laki-lakinya, Ahmad To’ mina tahun 1954 adalah
merupakan suatu pengakuan kegagalan di pihak pemerintah, bahwa
mereka tidak mampu mengintegrasikan golongan minoritas paling
besar ke dalam negara Thai, sebagaimana yang dilakukannya pada
golongandiemnik di daerah lainnya. Kekuatan pengikat yang
diberikan Islam Kepada, colongan Melayu-Mustim di Pattani Raya
telah berfungsi untuk menciptakan apa yang oleh Ibn Khaldun
dinamakan / “kesetiakawan / sosial” (ashabiyyah) di kalangan
masvarakat Melayvu-Muslim dan/memperkokch loyalitas mereka

o f 1
dalam menghadapi kekuasaan negara yang semakin besar’ .

3.3.2.2 Periode 1973-1982

Jatuhnya pemerintahan militer tahun 1973 dan ditegakkannya
demokrasi yang ‘berlangsung, sclamaf tiga tahun, seolah-olah
mendatangkan suatu era baru dalam pelitik Thailand. Setiap lapisan
masyarakat. didorongruntuk berpartisipasi dalam urusan negara.
AkKan tetapi, seperti vang dikemukakan oleh Arong Suthasat yang
dikutip oleh Surin, Pitsuwan bahwa “akar konflik yang terjadi di
Keémpat propinsiw{Melaye-Muslim) itu  adalah  perbedaan
kebudayaan dan rasa®benci (antara yang memerintah dan yang
diperintah}”. Dengan demikian, setiap perubahan dalam
kepemimpinan tentunya akan menimbulkan perubahan dalam taktik
dan bahkan dalam ideologi perjuangan komunitas Melayu-Muslim
untuk  memperoleh hak menentukan nasib sendiri. Berbagai
imtbauan dan protes dalam periode ini, lebih didasarkan atas asas-

asas yang diserukan oleh pemerintah Thailand sendiri seperti

*! Pitsuwan, Ibid, h. 127-128
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kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik™ bagi semua
warga niegara Thailand tanpa memandang asal-usul ras.

Perubahan paling penting yang terjadi pada golongan Melayu-
Muslim di Thailand adalah terbentuknya berbagai kelompok
militan yang secara terang-terangan bertujuan membebaskan
daerah Melayu dari kekuasaan Thai, seperti Barisan Nasional
Pembebasan Pattani (BNPP)**, Barisan Revolusi Nasional (BRN)54
dan Pertubohan Persatuan Pembebasan Pattani (PPPP) atau Pattani
United Libesation Organization (PULO)* yang memiliki ciri-ciri
dan kanakteristik ) pepjuangan yang berbeda-beda meskipun
mempunyai rujuan yang same, yaitu membebaskan daerah Melayu-
NMuslim dari kekuasaan pemerintah Thailand™.

Kecemasan mengenai kehancuran Islam dan identitas Melayu
sebagai | akibat proses asimilasi melalui kebijakan integrasi
nasional’’ oleh pemerintsh-Thailand itu telah mendorong banyak
arang untuk menggunakan casa-cara _kekerasan untuk melawan.

Munculnya . berbagai kelompok gerakan separatis semakin

" Tidek semug pemimpin muda golongan Melayu-Mustim menerima siaws quo di bawah
pengawasen That melalui upava pengintegrasian pendidikan'sekuler moderen yang ditawarkan
pemeriniah.Tapidada juga di kalangan pemimpin mudaytradisional {menimba ilmu di Timur
Jengahy dan,memperol¢h indoktrinasi idcologi-Islamoyang mereka serap dari lembagalembaga
Istam di sana. Sebab Sebab Munculnya Konflik Separatis Di Thailand Selatan.

*' AruNationaldibefatien Frontlof Pawaniy(NLFP), merupakan organisasi separatis paling tua di
antary organisasi separatis yang lain. Didisikan-oleh Tengku Mayiddin, putra Raja Abdul Kadir.

* Barisan Revolusi Nasional {BRN) atau Liberation Front of Republic Pattani (LFRP) adalzh
organisast pembebasan vang dipimpin oleh seorang guru pondok, Ustadz Karim Haji Hassan.

** PULO/PPPP merupakan kelompok gerilva paling efektif dan paling baik organisasinya.
Dibentuk pada tahun 1968 dan menjadi organisasi induk yang mengkoordinasikan banyak
kelompok gerilva.

* Piisuwan, {bid. h. 167-181

> Kebijakan pasca kudeta militer tanggal 16 September 1957, dipimpin oleh Marsekal Sarit
Thanarat yang mengharuskan setiap warga negara menempuh pendidikan Thai, mempunyai nama

Tl dan berkebudavaan Thai.
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meningkatkan intensitas kekerasan secara nyata. Selain itu, faktor
ideologis telah menambah eskalasi konflik di Thailand Selatan
ketika yang diserukan bukan hanya Islam saja, melainkan
sosialisme Islam yang hendak ditegakkan dengan cara kekerasan.
Kebangkitan fundamentalisme Islam juga semakin mempengaruhi
gelombang kekerasan di mana seruan untuk menjalankan dengan
ketat ajaran-ajaran Islam guna meningkatkan kesadaran beragama
dan mempererat identitas etnik masyarakat Melayu-Muslim dalam
periode ini

Pada tahun 1979=1976, demonstrasi besar menjadi peristiwa
penting dalam membantu Kesadaran politik di kalangan massa
rakyat Melayn-Muslim. Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 11
Desember | 1975 _sampai dengan 24 Januari 1976  kian
membuktikan Kemahiran PULQ dalam soal politik dan taktik.
Antara tahun 1977 sampai-tabun 1982, bentuk kekerasan paling
umum terjadi adalah taktikppemerasan atau uang perlindungan,
penutupan perkebunan karet, dan penculikan serta pembunuhan. di
empat wilayah Thailand Selatan. Kamipanye teror ini sepertinya
memiliki tujuan-iain sclain vang, vaitu perasaan tidak aman dan
tidak adanya perlindingan,dari, pihak pemerintah setidak-tidaknya
akan /membuat orang-orang” Thai-Buddhis keluar dari daerah
konflik tersebut”’.

Tindakan perlawananglain yang dilakukan oleh kelompok
separatis_adalah “aksi-aksi penyerangan dan sabotase terhadap
fasilitasfasilitas infrastruktur milik pemerintah, seperti penyerangan
pada para pejabat pemerintah, pusat-pusat Kkomunikasi
internasional, fungsi-fungsi raja, perusakan dan pembakaran

gedung sekolah, penembakan terhadap guru sekolah, pemboman

** Demonstrasi 11 Desember 1975 dilakukan untuk mengutuk kekejaman dan keadilan dari
pemerintah pusat terkait dengan tragedi demonstrasi 29 November 1975 di mana menimbulkan
korban jiwa sebanyak 12 orang tewas dan 40 orang lainnya Juka-juka

% Pitsuwan, ibid, h. 182-187.
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jembatan dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polisi.
Adapun tujuan dari aksi-aksi adalah mecnghalangi  upava
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan iniegrasi nasional di
daerah Pattani Raya. Sedangkan tujuan utamanya adalah
internasionalisasi isu Pattani Raya di Thailand Selatan melalui
media-media internasional sebagai akibat tindakan balasan dari
pihak pemerintah yang dilakukan melalvi operasi-operasi militer
yang represif untuk meredam gejolak kekerasan vang sedang
berlangsufg, seperti : pemboman di Bandar Udara Internasional
Don Muang, Bangkok,, pada tanggal 4 Juni 1977, serangan bom
pada saat raja sedang meéngunjungi propinsi Yala pada 22
September 1977, dan pemboman stasium kereta api Had Yai (yang
menghubungkan Thailand Selatan dengan Malaysia dan Singapura)
pada 8 Febrnari'1980. Ketiga kasus di atas telah berhasil menarik

perhatian luas di dunia intesnasicnal.

3.3.2.3 Periode 1995-2007

Berakhimya, perang antaraplnt Seviet dan Afghanistan juga
telah’ mempunyai suate dampak tidak langsung atas upava
pemdsahan diri. di “Thailand Selatan. Munculnya gerakan-gerakan
separatisme baru yang dibentuk oleh para mantan vetcran-veteran
perang tersebut untuk kembali memperjuangkan cita-cita pendirian
negara merdeka\da bekas daerah kerajaan Pattani Raya. Pada tahun
1995, berdiri Gerakan™ Mujahideen Islam Pattani ( GMIP) vang
dibentuk oleh Nasori Saesaeng, seorang veteran perang
Afghanistan. Tujuan dari gerakan ini sama seperti hainya PULO.
yaitu untuk menciptakan sebuah negara Islam di Thailand selaan.
Namun, GMIP juga mendukung Osama bin Laden yang di cap
sebagai pimpinan jaringan terorisme Al-Qaeda dan memiliki
hubungan dengan kelompok jaringan Jamaah Islamiyah. Selain itu.
muncul juga organisasi perlawanan Bersatu walaupun tujuan dan

arah perjuangan mereka masih dianggap belum jelas.
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Di tahun 1993, terjadi perpecahan di antara para pemimpin inti

PULO schingga memunculkan pergerakan baru yaitu New PULO
atap PULO 88 atau Abu Jihad PULO yang dipimpin oleh Dr. A-
Rong Muleng sementara Haji Habeng Abdul Rohman memimpin
PULO dengan sayap Sebab Sebab Timbulnya Konflik Separatisme
Di Thailand Selatan militernya " Caddan Angkatan Perang." Dalam
pada itu, kaum tua PULO di bawah kepemimpinan Tuanku Biyo
kodonivo masih mempenahankan keadaan tetap dan tujuan awal
PULO hingga tiba saat yang tepat. Setelah beberapa para pemimpin
kaum tua dan New PULO ditangkap di awal tahun 1998, dengan
seketika kebimbangan' terjadi. di dalam organisasi ini. Sebagai
hasilnya, membuat<moral sebagian anggotanya menjadi begitu
rendah, karena  kehilangan pemimpinnya. Banyak anggota
kelompok perlawanan ini yang menyerahkan diri mereka kepada
pemerintah Thailand walau. apa yang dilakukan kedua fraksi itu
tidak sebesar perlawanan sebetumnva.

Gerakan perlawanan dar kelompok separatis yang sempat
padam| selama beberapa iahtm,, padagtahun awal Januari 2004
muncul kembali-dencan adanyn peaverbuan terhadap markas
militer Distrik  ArfonodieNarathiwat vang menewaskan empat
tentara Thailand dan hilapgnva 300 senapan lengkap beserta
amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan tahun 2007,
alksi-aksi kekerasanwdan teror, pembunuhan, penculikan, dan
peledakan bom jerus-ménerus mewarnai suasana di empat propinsi
di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah
mengakibatkan lebih dari dua ribu korban jiwa yang tewas.

Meskipun pemerintah telah meninjau ulang
Kebijakankebijakannya terhadap empat propinsi di Thailand Selatan
terutama status darurat militer di sana dan menghidupkan kembali
badan pusat medias! nasional namun hingga saat ini, aksi-aksi
penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik

pemerintah. seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah,
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pusat-pusat komunikasi internasional, pembakaran dan perusakan
gedung sekolah, penembakan terhadap guru sekolah, pemboman
jembatan dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polisi belum
juga berakhir. Aksi-aksi berupa kampanye teror untuk memberi
kesan perasaan tidak aman dan tidak adanya perlindungan dari
pihak pemerintah kembali terulang seperti tindakan yang dilakukan

menjelang akhir tahun 1980-an dan dekade awal tahun 1990-an.

Insiden dan Koaflik Pemerintah dengan "Muslim Pattani”.

Pada tabun 2001, kekerasan kembali terjadi di Thailand Selatan, di
tahun 2001 Menteri Dalam Negeri Thailand mencatat kenaikan jumlah
kekerasan, seperti terbunuhnya 19 orang anggota Polisi Thailand dan juga
tewasnya >0 orang anggota pemberontak yang terjadi di tiga provinsi utama
di Thailand Selatan yakni Pattani, Yala dan Narathiwat. Jumlah kekerasan
terismeningkat di tahun=tahun“selanjutnya, di tahun 2002 misalnya
sejumlah_kantor polisi diserang oleh segerombolan gerliyawan yang
berhasil merebut sejumlah besar amunisi senjata dan bahan peledak, insiden
ini terjadi 75 kali dalam, tahun 2002 dan menewaskan 50 orang anggota
polisi:*di tahun 2003 insiden sepertilini terus bertambah dan tercatat
sebanvak 119 insiden bersemjataterjadi di tahun 2003. Pada tanggal 25
Oktober 2004, pembunvhan 84 umat Muslim di kota Tak Bai semakin
memperuncing konflik®.

Tahun 2004 konflik danunsiden kembali meningkat intensitasnya di
wilavah Thailand Selatan.“Tren tersebut terus meningkat hingga tahun 2007
sebagai puncak dimana terjadi insiden dan konflik dengan jumlah yang
paling besar. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah korban yang tewas
maupun |luka-luka akibar konflik atau insiden yang muncul tersebut,

Namun di tahun 2008 intensitas konflik dan insiden mengalami tren

e Dikutip dari situs httpzwww.cee.nps.navy. mil/sif2005/Feb/eroissantfeb05.asp pada tanggal 26
Olraber 2010
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penurunan dan di tahun berikutnya yaitu 2009, intensitas konflik dan
insiden keibali meningkat,

Berikut adalah diagram yang menggambarkan jumlah korban tewas
dan luka-luka sebagai tolak ukur dari intensitas insiden dan konflik yang
terjadi di wilayah Thailand Selatan. Jumlah korban tewas dan luka-luka di
hitung berdasarkan konflik dan insiden yang terjadi sejak tahun 2004
hingga 2009.

Diagram 3.1

Jumlah Korban Tewas dan Luka-luka per Tahun.

AnnGal Nvmiber of Reaths andbinjuries in the Southern Unrest, 200-1-2009

Sumber; Deep-South Watch; Center for the Study of Conflict and Cubtural Diversity,

Prince of Sengkla University, diakscs dari www, deepsonthwatch.orglenglish

Dua“peristiwa. yang mengenaskan pada tahun 2004 sangat menarik
perhatian-semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand. Dalam
tiga tahun terakhir, lebih dari 2000 orang meninggal berkaitan dengan
konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh
kelompok yang tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi
terhadap Muslim. Pada April 2004, 50 pemuda Muslim ditembak oleh
tentara di Masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan
pada abad 13, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa
kejayaan [slam pada Khalifah Abbasiyah.

Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai
meninggal di perjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah

dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan di belakang. Dua
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peristiwa ini sangat membekas di hati Muslim, dan banyak pemuda dan

masyarakat Muslim semakin menggiatkan penyerangan terhadap berbagai
organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Reaksi Mustim selatan ini
direspon negatif oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat
militer di kelima provinsi ini®'.

Pada diagram sebelumnya telah diberikan gambaran tentang jumlah
korban dan tewas dan luka-luka akibat insiden dan konflik yang terjadi di
Thailand Selatan. Berikut adalah diagram yang menggambarskan jumlah
insiden dan konflik yang terjadi di Thailand Selatan sejak 2004 hingga
Januari 2010. Jika kita hubuagan antara jumlah korban dengan jumlah
insiden terlithat memiliki kecenderungan tren yang sama, meskipun jumlah

insiden yang banyak belumtentu menimbulkan jumlah korban yang paling

tinggi.

Diagram 3.2
Jumlah Insiden di Thailand Selatan tahan 2004-Januari 2010

Ciagram showing the number of ingidents of unrest in Pattani, Yala, Marathiwat
and Songkla Pravinces in 73 montts (ram 2004 - Januery 2010

- witly 9,446 ncidents i tota!
[ e TR s = VIsH -
* ) ,'_'fu-v‘- o AL ELN
\ “w o y. - ) l‘.
o 15,’_5_. p . 1 .
Niimbes | 1./ " :\;; =
I :‘ . ti]z "ﬁv'r_._ a0 1035
s - sfen L 11508 fola gyy ¥
«.fmth :
. . Avr
RS e N S T P
ymihe || kb
T - ]-
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2011, lan

Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Culiural Diversity.

Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsonuthwatch. org/english

** David K Wyatl, {haitand: A4 Short History. Yale University Press, 2003
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Diantara kelima provinsi di Thailand Selatan, statistik enam tahun
terakhir menunjukan bahwa provinsi Narathiwat menjadi provinsi yang
paling sering terjadi insiden, urutan selanjutnya diikuti provinsi Yala dan
Pattani. Statistik dari kerusuhan sejak tahun 2004 hingga 2009 tercatat
3.499 insiden terjadi di Narathiwat, 2.993 insiden terjadi di Yala dan 2.935
insiden terjadi di Pattani. Perubahan dinamika insiden pun cukup menarik
untuk disimak, pada tahun 2004-2005, Narathiwat menjadi provinsi dengan
angka insiden paling tinggi, sedangkan pada tahun 2007-2008, Yala
menjadi provifisi 'dengan angka insiden paling tinggi. Tercatat bahwa
frekuensi insiden pada tahua 2007, menurun di semua provinsi, Namun
demikian pada tahun 2009 ini, Pattani menjadi provinsi dengan angka
insiden tertinggi sampai dengan awal Januvari 2010. Perubahan taktik dari
sektor keamanpan dan situast tertentu di tiap-tiap daerah menjadi faktor

penting yang mempengaruhi dinamika insiden | tersebut.

Diagram 3.3
Perbandingan Jumlah Insiden'di 4 Provinsi Thailand Selatan.

Diagram Comparing 6 Years of Incidence by Province

oL ——

3449 Incidents

2935 Incidents 2993 Incidents

242 Incidents

Narathiwat Pattani Yala Songkla

Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity,
Prince of Songkla University, diakses dart waw.deepsouthwatch.org/english
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Peristiwa Takbai® yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang
menimbulkan reaksi paling keras dar milist Muslim, yang kemudian
membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan
korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etmis China dan pendeta
Buddha. Hampir setiap bulan sejak peristiwa 2004, tefjadi korban dipihak
tentara atau Buddha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika
Serikat yang menawarkan bantuan keamanan untuk mengatasi 'gerilyawan'
dari Selatan. Penderitaan yang dialami oleh warga Muslim di Thailand
Selatan sebegnamya, telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga
minoritas Muslim fidak bisa hidup tenang karena berada di bawah bayang-
bayang kecemasan dan drama kehidipan yang mencekam. Berikut adalah

diagram yang menggambarkan jumlah korban berdasarkan agamanya:

Diagram 3.4
Jumlah Korban Berdasarkan Agama

Number of Deaths and Injuries by Rebgion

From January 2004 - lanuary 2010, there were a total of
10,609 Casualties from the Unyvest over 73 Months

ha Yotal Injuries:
a1 ’Fl'otal Death Toll: ﬂ 5500 p

- 4,100 persons

Murskns
247

Srssgivavesperdevifanegidadeany

Deaths Injuries

Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural Diversity,
Prince of Songkla University, diakses dari www.deepsoathwatch, org/english

5 Peristiwa berdarah Tak Bai yang berlangsung pada 24 Oktober 2004 merupakan peristiwa di
mana raiusan orang penduduk Isfam kehilangan nyawa semasa dalam tahanan tentera Thailand,
dalam bulan Ramadan. Bagaimanapun kerajaan Thailand kemudiannya memutuskan bahwa tidak
terdapat salah satu pihak pun yang bersalah dalam kejadian tersebut.
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Selama ini sudah terjadi banyak pertumpahan darah di Thailand

Selatan. Pembantaian “Muslim Pattani™ hampir sama persis seperti yang
terjadi di negara-negara Muslim terjajah lainnya. Misalnva saja, para
Muslim Pattani dibunuh ketika sedang shalat di masjid. Selama ini tragedi
berdarah di Thailand Selatan hampir jarang terdengar, ini karena
pemerintah Thailand memang membatasi dan menguasai semua arus
informasi tentang Thailand Selatan. Misalnya saja, orang banyak yang
menganggap bahwa konflik di Thailand Selatan hanya sebuah masalah
internal Thailande

Kekerasan vang terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan berlangsung
hingga tahun 2007 memperlibatkan bahwa solusi alternatif terhadap konflik
inf perlu ditermukan, Salah satunya adalah dengan meninjau ulang kebijakan
asimilasi-—dan integra$§i yangotelah diterapkan pemerintah Thailand di
kawasan selatan Negara‘itu selama puluhan tahun. Muslim Thailand yang
beretnis Melayu telah tinggal diwilayah selatan Thailand sebelum Kerajaan
Thai yang sekarang berdiri, Dacrah teémpat mereka tinggal dijadikan bagian
Kerajaan tersebut pada patuh akhir abad ke-18. Muslim Melayu menentang
penggabungan ini karena mereka memiliki_kesultanan sendiri dan lebih
suka bergabung dengan sebuah negara, Melayu atau memerintah diri
mereka sendiri. Kebijakan asimilasi.besar-besaran yang diluncurkan oleh
pariai ‘nasionalis pimpinan Pibul Seéngkhram pada 1940an menciptakan
penolakan yang lebih besar dari kalangan Muslim Melayu. Pemerintahan
Ptbul-mencoba memaksa orang Meiayu untuk membuang jati diri mereka
baik sebagai ‘Melayl maupun Muslim. Mereka dilarang mengenakan
sarung dan kerudung yang merupakan pakaian tradisional Melayu, tidak
diperkenanan berbahasa Melayu dan dianjurkan untuk menggunakan nama-
nama yang berbau etnis Thai. Mereka juga dilarang melaksanakan ajaran
Islam karena dengan alasan agama Budha adalah agama utama di

Thailand.®

*! Adi Saputra & Dr.Svahrial Sarbaini. 2007, Sebab-sebab Munculnya Konflik Separatis di
Thailand Selatan: h. 41-39
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Insiden-insiden tersebut membuat seluruh dunia melihat situasi yang
terjadi di wilayah Thailand Selatan. Meskipun sebagian orang tidak
menyetujui adanya penggunaan kekerasan namun sebagian pthak lain
menghargai pemberontakan tersebut sebagai upaya untuk menyampaikan
aspirasi mereka. Sejak tahun 2004, pemerintah pusat memberi perhatian
vang lebih kepada budget, dan hak budaya, dan memberikan kemudahan
untuk mempelajari tulisan melayu dan jawi di sekolah, khususnya di
pesantren.

Perubahanduga terjadi pada aspek hak asasi manusia, pada masa lalu
hanya” ada dua pilthan wyaitu,_berkolaborasi dengan pemerintah atau
bergabung dengan pemberontak, sekarang muncul beberapa NGO yang
mengangkat berbagai isuermasuk inisiatif penggunaan bahasa melayu
dalam..lingkungan formal .pemerintahan, yang merupakan salah satu
aspirasi Muslim-melayu di Thailand Selatan.

Upaya rekonsiliasi-telah dilakukan-oleh pemerintah pusat dalam lima
tahun terakhir, dengan terbentuknya,Komisi Rekonsiliasi Nasional vang
mengantarkan! dan memediasi perdamajan di Selatan. Kuatnya peran
tentara’ di-Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa
dijalankan: Pendidikan; pekerjaan dan)fasilitas pemerintah lainnya tetap
saja tidak lelvasa dinikmati bagi-Muslim Melayu. Persyaratan pemakaian
Ketat bahasa nasional Thai dan sikap vang mencerminkan nasionalisme —
pro kebijakan pusat = menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah
dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan
komist rekonsiliasi.

Kehadiran masyarakat internasional, antara lain Nahdlatul Ulama
yang menjembatani ulama di Thailand Selatan dan pemerintah- kerajaan
Thailand akan banyak membuahkan hasil jika pemerintah pusat
mengakomodasi gagasan dan harapan Muslim Melayu di Selatan, yaitu
penggunaan tradisi Muslim Melayu lebih terbuka, dan pengakuan
pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di Pattani, Yala, dan

Narathiwat.
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Tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang dilakukan oleh
Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan
ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungnya gerakan ‘separatisme’
atau dalam istilah David Brown sebagai 'separatisme etnis' atas dominasi
kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan
tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis dan
keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari
mereka secara diam-diam mendukung gerakan anti-pemerintah. Bahkan

beberapa di antaramereka aktif terlibat dalam aksi kekerasan.
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BAB IV
ANATONMI GERAKAN SEPARATISME MUSLIM PATTANI,
RESPON PEMERINTAH DAN PROSPEK KONFLIK DI THAILAND
SELATAN

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai anatomi gerakan
separatis Muslim Pattani di wilayah Thailand Selatan, organisasinya dan
hubungannya dengan pihak internasional. Bab ini juga akan membahas kebijakan- -
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Muslim
Pattani, implikasi dan fakior-fakterwang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi
kontra produktif. Pada bagian akhir Bab imi akan diberikan gambaran bagaiman

prospek konflik ini kedepannya serta beberapa skenario yang mungkin terjadi.

4.1 Anatomi Gerakan Separatisme Muslim Pattani di Thailand Selatan
Separatisme di Thailand'Selatany baik melalui cara legal ataupun ilegal,
dapat dianggap sebagai upaya pemulihan identitas kultural dan agama Pattani
yang semakin tersingkirkan oleh program asimilasi pemerintah Thailand.
Munculftya sggerakan separatis, komunitas, Mustim Pattani dilatar belakangi
oleh beberapa hal sebagai berikut™:
ar~Sejarah.dan penaklukan eleh Siam.\dimana Pattani dulu adalah sebuah
kerajaan _yang termasyurdan pelabubiannya berkembang sebagai pusat
perdaganezn terbesar di Asia Tenggara. Penaklukan Pattani oleh Siam
yang Kemudian diikuti dengan penerapatan tata pemerintahan yang baru
menjadittikyawal munculnya gerakan perlawanan, Masyarakat Muslim
Pattani yang menyimpan kenangan sebagai kerajaan yang masyur dan
menjadi puat perdagangan yang paling ramai, menginginkan kondisi
seperti dulu dan benturan kepentingan yang saling bertolak belakang
intlah yang menyebabkan munculnya gerakan separatis. Akan tetapi,
proses integrasi nasional tersebut terhambat karena proses tersebut dinilai

sebagai bentuk disintegrasi budaya oleh para penduduk Melayu—-Muslim.

“ David K Whal, The Politics of Reform in Thailand,, 2007 diakses dari

http:/journals.cambridee.ore pada tanggal 15 November 2010.
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Berbagai usaha negara ke arah integrasi diterapkan pada penduduk
Muslim walaupun pada kenyataannya, penduduk Muslim tersebut tidak
menyetujuinya

b. Penyebab lainnya adalah kepentingan ekonomi. Wilayah Selatan
Thailand merupakan wilayah yang cukup kaya karena merupakan daerah
penghasil minyak, pengembangan industri perikanan dan pengalengan
ikan, dan sumber perekonomian lain. Namun demikian, dalam catatan
kemiskinan tercatat bahwa masyarakat Muslim Pattani berada dibawah
garis kemisKkinan:, Hal ini dikarenakan sebagian besar akses ekonomi
yang ada dinikmati anggota komunitas lain di wilayah Selatan, seperti
orang Thailand yang beragama Budha dan keturunan China, sedangkan
posisi ekonomi masyarakat Muslim Pattani hanyalah pelengkap bukan
sebagai stakeholder.
Walaupun, Thailand mempunyai track’ record yang bagus dalam
perkembangan ekonomi anmtara tahun 1960-1997, perbedaan ekonomi
yang begitu tajam terjadi antara daerah-Selatan dengan wilayah pusat.
Jika daerah termiskin\di Utara Thailand dibandingkan dengan daerah
selatan ‘Thailand dalam pertumbuhan ekonomi maka daerah di selatan
Thailand seperti Pattani, Yala dan Narathiwat mendapat ranking terakhir
dalam pertumbuhan ekonomi.

Diagram 4.1 Pertumbuhan Ekofiomi di Thailand Selatan

BHingdom
1200017
10,00045717 ® southem 80,000
Region 10000 1°] [
8,000 0 Satun 66,000 7] &
6,0001 5&% i
: . 4 gu)
4.000 i D Pattani 30,000 P
2.000f e 20,000{7].
i : Wyala 10,000 £ T
Housechold Income 2000 0=
(Bathmonth) o Harathivet Gross Regioral Product 1999
{Bahtiyear}

Sumber: UNDP, Thailand Human Development Report 2003, (Bangkok: UNDP,
2003).
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Tabel berikut menggambarkan tingkat pendapatan perkapita wilayah
Paitani, Yala dan Narathiwat

Tabel 4.1 Pendapatan per Kapita Yala, Pattani dan Narathiwat

Wilayah Pendapatan Per Kapita (2007)
Pattani THB 59.618
Yala THB 84.614
Narathiwat THB 62.625

Sumber: Interfiational Monetary Fund http://www.imf.org

Pendapatan per kapita ketiga wilayah tersebut sangat minim dan berada
jauh di bawah pendapatan rata-rata masyarakat Thailand yaitu THB
157:081 (2007).. Data="ini menggambarkan rendahnya tingkat
perekonomian di wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat dan ketimpangan
yang cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Profesi
masyarakat Muslim Pattani kebanyakan adalah nelayan, pedagang kecil,
pekerja pada sektor transportasi ‘dan buruh kasar. Dengan demikian
masyarakat.  Muslimiy Pattani merasa tersingkir secara ckonomi.
Masyarakat Muslim Pattani merasa hanya menerima imbas kerusakan
gkologi-dan (kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil bumi yang
diambil dari wilayahnya. Hal ini telali melahirkan perasaan tersingkir
dari akses untuk memperoleh kesejahteraan secara ekonomis, yang
akhirnya juga memunculkan perasaan anti pemerintzh. Ditambah lagi
dengan kesempatan bersaing dalam dalam lapangan kerja yang terbatas,
terutama bagi mereka yang belajar di luar negeri, dengan alasan bahwa
mereka tidak mengerti bahasa Thai dan sendi-sendi kehidupan
masyarakat Thailand.

Adanya program migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk dari
wilayah Utara ke wilayah Selatan telah menciptakan kesenjangan
ekonomi antara komunitas Muslim dengan non Muslim. Para penduduk
ini dipindahkan ke Selatan dengan alasan pemerataan densitas penduduk,

sekaligus meningkatkan taraf hidup penduduk, dimana setiap keluarga
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diberi oleh pemerintah sebidang tanah garapan seluas 25 rai dan rumah

seluas 5 rai. Tujuan sebenarnya dari program ini adalah untuk
menyeimbangkan jumlah penduduk Muslim dan non Muslim di wilayah
Selatan. Penduduk wilayah Utara yang dimigrasi sebagian besar adalah
pegawai pemerintah di wilayah Utara dan Pusat yang diproyeksikan
untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah Selatan. Pola ini juga memicu
munculnya perlawanan masyarakat Muslim Pattani. Program tersebut
telah berjalan kurang lebih 40 tahun dan dalam kurun waktu 75 tahun,
proyek tersebutiakan menghasilkan jumlah penduduk yang seimbang di
wilayah Selatan antara penduduk Muslim dan penduduk Budha.

. Penyebab terakhir adalah kegagalan pemeriniah Thailand dalam
mengakomodasi/perbedaan identitas. Pada dasarnya persoalan perbedaan
agama sccara umum tidakemenjadi begitu signifikan dalam menjelaskan
munculnya perlawanan Muslim Pattani. Hal ini dikarenakan gerakan
separatis. yang dilakukanvoelehokalangan Muslim di Thailand, hanya
muncul di’ wilayah selatan. Namui demikian bagi wilayah Selatan.
persoalan perbedaan agama menjadi salahs atu faktor pemicu muncui dan
menguatnya perlawanan. \Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan
negara Thailand yang menyangkut \penerapan Kebijakan nasionalisme
Thailand, khususnya pada masa.pemerintahan Phibul Songkram dengan
kebijakan ( yang ada’ berusaha™ untuk menerapkan konsep Ultra
Chauvinistic yang ‘menempatkan budaya Thai lebih tinggi bila
dibandingkan dengan budaya lainyang memberikan efek jangka panjang
bagi kelangsungan masyarakat Thailand yang multikultur, seperti banyak
kasus yang menjadi contoh perlakukan diskriminatif yang diterima oleh
kalangan khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan,
pendidikan dan sebagainya.

Pembangkangan terhadap Siam/Thailand dan perlawanan yang terus

menerus dilancarkan oleh penduduk Muslim Pattani membuat perkembangan

gerakan separatis menjadi semakin marak. Perfawanan sporadik banvak

dilakukan oleh para penduduk Muslim Pattani, baik vang terarganisir maupun

yang berupa gerakan bawah tanah, tanpa mempunyai afiliasi organisasi.
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Gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Kerajaan Siam, yang rata-rata
bertujuan untuk mengembalikan masyarakat Pattani seperti zaman keemasan
dengan upaya memerdekakan masyarakat Muslim Pattani dari pengaruh
Thailand. Berikut akan dibahasi mengenai organisast separatism tokoh-tokoh
dan dukungan internasional terhadap pergerakan separatis Muslim Pattani di

wilayah Thailand Selatan.

4.1.1 Organisasi Gerakan Separatis Masyarakat Muslim Pattani dan

Dukungan/knternasional

Gerakan-gerakanggseparatis  di - wilayah Thailand  Sefatan
jumlabhnya cukup banyak, sekitar 84 organisasi. namun dari sekian
banyak organisasi tersebut ada tiga buah organisasi yang paling
menonjel yaitu Barisan Nasional Pembebasan Partani (BNPP), Pattani
United Liberation Organization (PULO)} dan Barizan Revolusi
Nasional (BRN).

Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) didirikan oleh
Tengku mahyiddir, anak terakhir Raja Pantani. Scjak 1977 organisasi
ini bertujuan \untuk mengembalikan keKuasaan Kesultanan Pattani
sebagai kekuvasaan-Otonom dalam Federasi Malavsia. Organisasi ini
memiliki shubungan~dekat.dengan Partai 1slam di Malaysia (Pan
Malaysian Islamic Pariy-PMIP)Y kettka masih berkuasa di Kelantan.
Namun' BNPP berkurang pengaruhnya di tahun 1977 setelah
pemimpinny2 | Tunkuy, Yala Naser meninggal. Meski demikian
organjasi ini berhasil membawa persoalan Pattani ke dunia Arab.

Pattant United Liberation Organization (PULO) merupakan
badan organisasi yang berada di bawab kepemimpinan kaum
intelektval muda. Organisasi ini mendapat dukungan finansial
maupun militer dari negara Arab radikal, seperti Syria dan Libya®.

Salah satu pemimpinpya Tunku Bira Kotanila diketahui sering

&5 . . W e . . .
Pemerintah Thailand mencurigai Libya sebagai pemberi bantan utama ke Partai Islam Se-
Malaysia (PAS) vang bermarkas di Kelantan menjadi penvaluir bantuen utama pada Mushim

Paitani di Thaiiand Selatan.
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berkunjung ke negara-negara Timur Tengah. Di tahun 1975 organisasi
separatis ini berhasil menggerakan 75.000 orang Melayu Pattani
melakukan demonstrasi mengecam pembunuhan 5 orang penduduk
Melayu oleh Marinir Thai di Narathiwat. Dalam organisasi PULO
terdapat tiga bidang kepemimpinan, pertama sebagai penentu Policy
vang berkedudukan di Mekah Saudi Arabia. Kedua, kepemimpinan
yang menangani urusan politik yang memiliki posisi di Kelantan.
Ketiga, bagian yang menangani operasi-operasi militer. PULO
merupakanfyorganisasi yang sangat terlatih dibanding organisasi
separatis lainnya. “Kekuatan militer PULO tersebar di keempat
provinsi wilayah Thailand Selatan.

Organisasi tcrbesar ketiga adalah Barisan Revolusi Nasional
(BRN), Ini mefupakan kelompok/ separatis Islam yang berhaluan
sosialis. BRN yang beroperasi di provinsi Songkla dan Yala ingin
mendirikan Republik dengan_ideclogi sosialisme Islam. Organisasi
separatis ini dipimpin oleh seorang guru pondok, Abdul Karim Hasan,
yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Karim. Adapun yang menjadi

komandan | pasukannya adalahy, Mapiyeh Sadala. BRN memilik:

.‘hubungan dengan Partai Komunis Malaysia dan Thailand. Meskipun

oreanisasimili relatifekecil namun eukup mengusik pemerintah
Thailand karena mendapat dukungan dari partai komunis di kedua
ieimpat o tersebut. . Pada -mulanya | gerakan ini banyak mendapat
dukungan domestiKwyakni dari kalangz‘m Muslim Pattani sendiri,
maupun, internasional, "dari negara-negara Arab di Timur Tengah
maupun Malaysia karena perjuangannya membebaskan agama dengan
berlandaskan pada solidaritas etnis (Melayu) dan Islam. Namun
karena organisasi ini lambat laun menjadi gerakan ideologis yang
berhaluan sosialisme, maka banyak yang menarik dukungan
terhadapnya baik dart kalangan Melayu Pattani, negara-negara Arab,
maupun Malaysia.

Selain organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat

pula kelompok fundamentalis. Kelompok ini muncv! seiring dengan
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makin meningkatnya perasaan tidak aman akibat serangan terhadap
Melayu Patiani. Perasaaan tidak aman makin membangkitkan
solidaritas etnik dan solidaritas keagamaan. Gerakan fundamentalis
int mewwjudkan dirinya dalam gerakan dakwah dan tarekat. Gerakan
ini meskipun sangat menekankan purifikasi Islam, namun sikap
politiknya sangat keras dan radikal. Hal ini dikarenakan didalam
kelompok fundamentalis terdapat pula kelompok militan seperti:
Gerakan Islam Pattani, Sabilillah, dan Black December. Sabilillah dan
Black Decémber pernah melakukan pengeboman pelabuhan udara
Don Muang pada 4 Juli 1977 dan pengeboman di Yala disaat
kunjungan Raja Bumiphol dan Ratu Sirikit 22 September 1977.

Ketiga kelompok utama diatas menghenaki pemisahan provinsi-
provinsh Selatan Thailand dan pembentukan Republik Pattani (kecuali
BNPP; vangz meninginkan bentuk Kesultanan Pattani} dalam suatu
kerjasama ekonomi-dan_pelitik_dengan Malaysia dan Indonesia.
Aspirasi penyatuan dengan Malaysia lenyap seiring dengan tak
adanya lagi dukungan dari negara Malaysia dan kemunduran PMIP-
Ran Malaysian Isiamie Party, yang telah berubah nama menjadi PAS-
Parti Islam Se-Malaysia.

Berikut, adalah“gambaran \faksi-faksi dari gerakan separatis
muslim Pattani di Thailand Selatan®:

Tabel 4.2 Faksi Organisasi Separatis di Thailand Selatan

QOrganisasi JTahun,Terbentuk | Karakteristik

BRN (Barisan 1960 BRN terbagi menjadi

Revolusi Nasional) 3 sayap: BRN
Congress (Sayap
Militer Utama), BRN

Coordinative Group
{fokusnya pada agitasi
politik dan sabotase),
BRN Uleema (Faksi
organisasi BRN yang
paling terorganisir dan

** Dikutip dari situs hitp:/Avww.ccc.nps.navv.mil/si/2005/Feb/croissantfeb03 asp pada tanggal 04
30 Desember 2010
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terbesar)
GMIP (Gerakan 19935 Dibentuk oleh veteran
Mujahidin Islam Afghanistan sebagai
Pattani} penerus gerakan
terdahuliu yaitu
Gerkan Mujahid
Pattani, memiliki
hubungan yang dekat
dengan KMM
(Kumpulan Mujahid
Malay).
PULQ«(Pattani 1968 Aktif dalam operasi
United Liberation gerilya hingga awal
Organization) tahun 1990.
Organisasi sekular dan
diduga tidak memiliki
kekuatan militer.
New PULO 1995 Terpecah dari PULO
pada tahun 1995
karena perbedaan
pendapat, namun dua
tahun kemudian
bergabung kembali
dengan PULO
membentuk aliansi.
ENPP/BIPP {Barisan | 1963 Memperoleh
Nasional Pembebasan dukungan dari
Pattani-Barisan Islam golongan aristokrat
Pembebasan Pattani) dan pemuka agama.
Tujuan utamanya
adalah kemerdekaan
dan mendirikan
negara Islam.
Bersatu (Barisan 1991 Tidak terkoordinir
Kemerdekaan secara politik.
Pattani-United Fron:
Jor Independence of
Pattani)
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4.1.1.1 Barisan Revolusi Nasional

83

Barisan Revolusi Nasional atau BRN didirikan secara resmi

pada tanggal 13 Maret 1960. Dalam perjuangannya BRN membina

hubungan dengan berbagai negara. Aljazair adalah salah satu negara

yang didekati oleh BRN. Di Aljazair, yang didekati adalah partai

FLN (National Liberation Front) yang berkuasa disana. Kontak

pertama dengan FLN dilakukan oleh Masari Savari pada 1974,

ketika sedang mendapatkan beasiswa untuk studi di Aljazair. Setelah

dia kembali ke Pattani, sawdaranya vang bernama

Sofian

mengganiikan posisinya. Sofian kemudian dienjuk sebagai wakil

BRN di Aljazair. Tahun 1973 Sofian beserta lima orang penerima

beasiswa dari Aljazair kembali ke Pattani. Pada tahun-tahun

berikutnya, ada beberapa mahasiswa yang dikirim ke Aljazair.

Pengiriman | ini kemudian terhenti setalah ada konflik intemal di

BRN tahun 1979.

Negara lain yang dianggap membaniu BRN adalah Indonesia

dan Malaysia. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di

Bandung 1959 telah memberikan spiritfkemerdekaan bagi seluruh

bangsa di Asia< dan Afriky Akibainva masvarakat

Pattani

mengininkan lepas-daripenguasa Thailand. BRN itu sendiri berdirt

sebagai manifestasi perjuangan yang dilancarkan ofeh Presiden

Sukamo = melalvi- . Dr.-Burhanuddin Al Hilmi (Presiden PAS

Malaysiz).

Pada 1962, /para pemuda Pattani dikirim ke Indonesia untuk

latihan kemiliteran. Tahun 1964 mereka dikirim kembali akibat

adanya konfrontasi militer antara Indonesia dan Malayvsia. Mereka

kemudian ditangkap oleh tentara Gurkha (ingeris) dan pasukan

gabungan dari New Zealand dan Awvstralia. Di Malaysia, BRN

dianggap sebagai elemen anti nasional dan semenjak itu mereka

selalu ditekan. Sementara itu Presiden Sukamo harus turun daru

jabatannya akibat peristiwa G-30-S/PK].
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Pada 10 Oktober 1968, BRN mendirikan sayap militer yang
dibert nama ABREP (Angkatan Bersenjata Revolusi Pattani-7he
Revolutionary Armed Forces of Pattani)® yang dipimpin oleh
seorang Panglima bernama Idris.

Tahun 1970 adalah awal perpecahan BRN. Karena tidak puas
dengan Kepemimpinan BRN, pada 1970 Yusof Chapakiya
menyatakan keluar dari BRN dan mendirikan organisasi baru yang
bernama PRNS (Partai Revolusi Nasional Selatan — National
Revolutionany Party of South Thailand). Tahun 1972, Tengku Jalal
Nasir juga Kkeluar, dati BRN dan kemudian mendeklarasikan
berdirinya BNPP (Barisan Nasional Pembebasan Pattani — Pattani
National LiberationFront)./dan ldris yang sebelumnya sebagai
Panglima ABREP, Kemudian bergabung dengan dia dalam BNPP
sebagai Panglima:

Tahun 1973, Karim Hassan memimpin kampanye militer untuk
menentang kekuasaan Thailand. Dia memimpin ABREP berperang
secara geriiya melawan posisi militer Thailand di Pattani. Tahun
1975, sebuah brigade gerilya keota didirikan. Grigade ini dipimpin
oleh-Masari Savaiiddan Lukman Iskandar.

Tabun1977. Eukman.ditugaskan oleh Karim untuk memimpin
kekuatan polisional vang diberi nama KOGAP. Tetapi kemudian
Lukman ikutterlibat"dalam konspirasi untuk menggulingkan
pemerintah Malaysiagsecara tidek konstitusional. Dia bergabung
dengan  leniara / Malaysia yang merencanakan mengambil alih
kekuasaan pemerintah. Akibatnya, para pemimpin militer BRN di
Malavsia ditangkap. Pemerintah Malaysia juga mengecam
keterlibatan anggota BRN dan meminta pertanggungjawaban BRN.
Dewan pusat BRN kemudian bersidang dan memutuskan bahwa
penugasan Lukman (oleh Karim) dan berdirinya KOGAP adalah
iliegal.

° Nama ABREP terinspirasi dari nama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
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Dalam sidang lain yang diselenggarakan oleh Dewan Pusat,
Kariin dan Lukman diberhentikan dari BRN. Tetapi kemudian
Lukman menentang dan memimpin pemberontakan terhadap Dewan
Pusat BRN. Gerakannya ini didukung oleh ABREP, Gerilya Kota,
dan Kepolisian. Tiga anggota Dewan Pusat ditembak oleh
pemberontak. Tiga anggota ditahan dan dipenjara oleh penguasa
Thailand. Sementara itu, Amin (Presiden BRN)dan tiga anggota
Dewan Pusat yang lain terbang keluar negeri dan hidup di
pengasingan,di Malaysia,

Akhir 1977, bukman ditahan oleh Polisi Rahasia Malaysia,
karena dianggap melanggar \internal Security Act ({ISA), yaitu
dituduh berkonspirasi untuk /menggulingkan pemerintah Malaysia.
Dia “dipenjara’ selama-empat tahun, tanpa mengalami proses
pengadilan.

Pada 1979, 0ABRER, Gerilya Kota, dan Kepolisian,
memproklamirkan dan menyatakan berada dalam BRN, di bawah
Dewan | Komando Revolusi.” Karim Hassan kemudian diangkat
menjadi Presiden BRN dan Ahmad Sdbarjo (seorang mahasiswa
Indonesia) diangkat sebagai Sekretaris Jenderal BRN. Setelah
Itikman keluar dari“pensara Malaysia, 1981, dia diangkat menjadi
“Menteri Luar Negeri” BRN.

Tahun 1984, Panglima ABREP dan Deputi Kepolisian
memimpin pemberontakan untuk menentang Karim. Kemudian
Karim memecat’ Panglima dan mengangkat Abu Bakar sebagai
Panglima ABREP yang baru. Setelah pemberontakan ini, Lukman
menutup kantor perwakilan di Aljazair. Tahun 1992, Lukman
kembali ditahan oleh Polisi Rahasia Malaysia, atas tuduhan
pelanggaran ISA. Dia dipenjara selama tiga tahun.

Tanggal 28 April 1992, Abu Bakar menandatangant persetujuan

perdamaian awal dengan Komando Militer Selatan.®® Perundingan

5 . . .. - . ’ T . ags -
“* Persetujuan perdamaian 1992 ini ditandatangani ketika rejim junta militer berkuasa di bawah

kepemimpinan Jeneral Suchinda (yvang membunuh ribuan demonstran mahasiswa tak berdosa di
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kedua diadakan pada 1993. Atas perintah Karim, Lukman dan Sofian
memimpin delegasi untuk bernegosiasi dengan penguasa Thailand
yang diwakili oleh Komando Militer Selatan yang dikenal dengan
sebutan “Tentara Wilayah Keempat™.%®

Perundingan belum tuntas, Karim meninggal dunia, tahun 1997.
Mereka mengalami kesulitan untuk mencari penggantinya. Akhirnya
pada 1998, mereka sepakat untuk mengangkat Lukman sebagat
Presiden dan Sofian menjadi Sekretaris Jenderal BRN. Deputt
Sekretarisddenderal diserahkan kepada Zagari. Sementara Deputi
PreSiden BRN dipercayakan kepada seorang Indonesian graduate
candidaie yang dikenal dengan panggilan Abang Ding.

Persetujuan Perdamaian /;yang telah ditandatangani oleh kedua
belah pihak (BRN dan pemerintah Thailand), hanyalah tampak nyata
dalam kertas, «tetapt ‘tidak pernah diimplementasikan oleh
pemerintah. Intelijen, Militer, Dewan Keamanan Nasional, dan
Dewan Rahasia, memainkan peran untuld merusak dan membatalkan
apa yang telah disepakati. Cara yang mercka tempuh adalah dengan
mengatur dan mendorong adanya berbagai konflik di antara orang-
orang'Muslim. Dengan cara ini\diharapkan, kekuatan Muslim akan
surut dan-mereka tidak dagi mempunyai kekuatan untuk menuntut

merdeka. Padahal inenurut BRN: ““We have proved to them that we

Bangkok}). Setelah penandatanganan itu, Suchinda terbang ke luar negeri. Kemudian diadakan

pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Thailand. Chuan Lekpai yang

memimpin partai itu, menjadi Perdana Menteri Thailand, 1994.

@ Persetujuan Perdamaian kedua ini ditandatangani pada 8 April 1995, ketika Chuan Lekpai
berkuasa, Pada September 1993, Chuan ditekan untuk mengadakan pemilu dan hasilnya partai
yang dia pimpin kalah. Kemudian Banharn menjadi Perdana Menteri. Pada Agustus 1996, Banhamn
dituntut untuk segera mengadakan pemile dan dia terlempar dari kursi Perdana Menteri. Parai
yang dipimpin Jenderal Chavalit memegang kekuasaan. Butan Juni 1997, Thailand dihantam oleh

krisis ekonomi yang menyebabkan Chavalit jatuh dan Partai Demokrat pimpinan Chuan Kembali

memegang kekuasaan.
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are genuine and sincere to the peace accord. We stopped fighting,

bombings, arsons and other type of sabotage. "™’

Oleh karena itu, Dewan Komando Revolusi BRN, memutuskan
untuk merencanakan suatu strategi baru, yaitu dengan
memperhatikan hal-hal berikut:’"

a. We must re-establish relationship with FLN, our elder brother
who taught us in the modern revolution of Patani. We prove
this with two Peace Agreements signed with Thai authorities.

b. We miist also establish relationship with the PDI-P (Democrat
Party of Indonesia struggle), led by Megavaii Soekarnopurtri
{daughter of late Presidew: Sukarno) whose party is seen as
continudtion of PNI vision and mission.

C. We have to establish stronger contact with the Pan Islamic
Party of Malaysia (PAS} whom hwe regard as our shelter,
profeclor and careloker since our early days of 35 years
guerrilla warfare agamst.Thai authoriiics,

d.| We must re-esiablish firm relationship with PLO because they
served as our teacher, brother and guardian.

Di samping menerapkan, strategi baru. BRN juga akan
mengadakan suatu-reformasi yang amat vital dan penting. Bidang
yang ingin direformasi adalan politik (baik dalam maupun luar
negeri)y militer; ekonomi, pendidikan dan budaya, serta reformasi
spiritual.”

Reformasi. Pelitik Dalam Negeri. Menyediakan berbagai
informasi dan pengetahuan tentang berbagai hasil dan inisiatif
perdamaian kepada masyarakat. Pada waktu vang sama. menekan

penguasa Thailand untuk segera mengimplementasikan berbagai hal

yang telah disetujui dalam perdamaian. Mengingat BRN tidak dapat

®{ ihat “Self Determination” dalam {hitp:/frepublicofpattani.tripod.convbeny’y.

72 . Loy . R .
Reformasi di berbagai bidang tersebut diumumbkan pada 13 Febriari 2000 oleh Denaremen

Penerangan BRN. Lihat /bid,
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menguasat media local, maka kampanye akan dilakukan melalui
masyarakat dan organisasi politik di Thailand. BRN akan berusaha
memasukkan kader dan pemimpinnya untuk ikut mempengaruhi
masyarakat dan organisasi politik.

Reformasi Politik Luar Negeri. Membangun hubungan yang
lebih intensif dan kuat dengan Negara-negara dan organisasi politik
yang mendukung perjuangan BRN, FLN, PDI-P, PAS dan PLO
adalah yang penting dan harus didekati. Mereka diharapkan dapat
membantuBRN untuk membawa masalah Persetujuan Perdamaian
dalam forum ASEAN, OKI dan PBB. Lebih-lebih pada Thailand
agar segera mengimplementasikan apa yang telah tertulis dalam
Persetutjuan Depariemen Luar Negeri BRN dipimpin oleh Sofian
Savari dan wakilnya adatah Zahari. Kebijakan luar negeri BRN tidak
mengalami perubahan secara radikal.

Reformasi Mititer. BRN akan‘'meresiruktur seluruh organisasi
militernya. Mereka akan ‘mengadakan gerakan vang lebih ofensif
melawan posisi militer Thailand. Untuk merestruktur militer ini, ada
lima_hal yang akan \dilakukany Periamd rekruitmen baru dengan
latihan militer singkat di beberapa Negara. terutama di Aljazair,
Indonesia-atau Palestinaw.flediq persenjataan baru dan tambahan
vang akan dilakukan dengan.menambah budget pembelian senjata.
Diharapkan beberapa INegara asing bias membantunya. Ketiga,
ofefisif militer | yargy lebih _Keras dengan cara mengkonsolidasi
program vang/disiapkan untuk perang gerilya hutan dan kota, sampati
BRN kembali ke meja perundingan untuk mencapai persetujuan
perdamaian akhir dengan penguasa Thailand. Keempat, bantuan
logistic dan financial baru. Hal ini akan dilakukan dengan
meningkatkan pajak dan bantuan keuangan dari masyarakat. Kelima,
menciptakan unit destruktif baru setelah diskusi akhir diadakan
dengan dukungan bangsa-bangsa di dunia.

Reformasi Ekonomi. Dalam reformasi ekonomi, BRN akan

mengusutkan kepada Dewan Legislatif Propinsi Patani untuk
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mendapatkan 20% royalty hasil minyak dan gas dari MTJA
(Malaysia-Thailand Joint Authority) dan JDA (Joint Development
Area), yang dikuasai oleh Perusahaan Minyak Malaysia
{(PETRONAS). BRN menganggap nahwa kerjasama Malaysia-
Thailand itu merugikan masyarakat Pattani. Dari hasil minyak dan
gas, Malaysia memperoleh 50% dan Thailand mendapatkan 50%.
Sedangkan masyarakat Pattani 0%.”° Oleh karena itu, mereka
mengajukan untuk mendapatkan hasil dari minyak dan gas sebesar
20%. MTJA dan JDA dianggap oleh sebagian masyarakat Pattani,
fclah merampas hakmereka, sehingga ada yang bersuara lantang
untuk menentang kerja sama tersebut. Akan tetapi, Malaysia justru
membantu, pemeriniah Thailand untuk menekan rakyat Pattani.
Tokoh, yang <menentang MTIA  dan JDA ditangkap dan
dideportasikan ke Thailand tuntuk kemudian dihukum mati dengan
tuduhan  melakukan  subyersi atadl melawan kekuasaan Raja
Thailand.”

BRN 'akan | mendorong adanya pembangunan pembangkit
listrik raksasa, tempat pemroses,gas, danspabrik penyulingan minyak
di» Propinsi Pattani. Walaupun demikian, sebagian masyarakat
Patiani ada,yang menelak pembangunan ini, karena dianggap hanya
akan menguntungkan kapitalis ‘Malaysia dan Thailand sementara
orang Pattani tidak memperoleh apa-apa.”” BRN juga menginginkan
pembangunan pelabulian Pattani sebagai pelabuhan terbesar dan
termodern di  Asia "Fenggara dan sebagai wilayah industry
pengatengan ikan terbesar.

Secara formal, BRN juga akan mendukung usaha kaukus

ekonomi yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand dengan

™ Riza Sihbudi “Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara”. Puslitbang Politik dan
Kewilayahan-LIPL 2002, h,103

™ Riza Sihbudi “Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara”. Puslitbang Politik dan
Kewilayahan-1IPI. 2002. h.104.
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sebutan IMT-GT (Indonesia, Malaysia & Thailand Growth
Triangle). Walaupun demikian, IMT-GT bias diartikan juga sebagai
penekanan ¢konomi terhadap masyarakat Pattani. IMT-GT dapat
dilihat pula menempatkan Pattani sebagai “buffer state”. Hal ini
mengingat pembukaan perbatasan bagi semua pelintas selama 24
jam; pembebasan pajak; pemberlakuan satu mata uang; dan kartu
intelijen dipakai menggantikan passport.”®

Pembentukan IMT-GT juga dapat melancarkan jalan bagi
masyarakatyMalaysia untuk memasuki dunia kapitalis. Mereka dapat
membuat’ perusahaanybesar, memperoleh beberapa properties dan
mendapatkan ijin dari pemerintah Thailand. Putra PM Mahathir,

misalnya, membeli ribuan sektar tanah di lima propinsi; dan

| memperoleh hak mengontrol ratusan truk (300-400 sehari) yang
bergerak hilir mudik antara’ Penang dan Hatyai.”’Hatyai akan
diusahakan untuk_memperoleh status ibukota Pattani dan Yala
sebagai pusat Administrasi. Hatyai akandnelayani rute internasional
bagi turis asing.

Reformasi_Pendidikandan Budaya. Meningkatkan status
lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi universitas adalah vital.
Setidaknya.ada dvaclembaga yang pantas ditingkatkan menjadi
ungversitas. Mereka menempatkan bahasa Melayu sebagai agenda
tertinggi untuk diakui-sebagai bahasa resmi kedua, selama masa
transisi. Tanpa iniyretormasi budaya akan sulit.

Reformasi Spiritual. Di era yang serba cyber ini, reformasi
spiritual sangat penting. Pemimpin baru semestinya mampu
menunjukkan, melindungi, dan mengarahkan masyarakat menuju
visi dan misi partai yang benar.

Selain itu, masyarakat Pattani menganggap ada beberapa hal

vang perlu dibenahi dalam rangka perbaikan hubungan Pattani dan

® Ibid,
" Riza Sihbudi “Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara”. Puslitbang Politik dan
Kewilayahan-L1PL. 2002. h.105
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pemerintah Bangkok. Masalah kota Hatyai adalah salah satunya.
Hatyai yang menjadi kota kedua terbesar di Thailand (setelah
Bangkok), dikenal sebagai “Surga Laki-laki”. Kota ini dibangun
bukan untuk dinikmati masyarakat Pattani. Ratusan hotel dibangun
setiap tahun di Hatyai, dengan mengerahkan tenaga kerja dari utara
(Budhis Thailand). Ironisnya, nilai moral dan Islam justru hancur.
Perbandingan jumlah penganut Islam di Pattani dan yang lainnya
sebagai berikut: 20 tahun lalu, Muslim 85% yang lain 15%; tetapi
sekarang (2000), perbandingan berubah menjadi Muslim 80% yang
lain 20%. Di kota Hatyai sendiri, masyarakat Muslim tinggal 40%."8

Kebanyakan usaha di Pattani dikuasai oleh Cina Thailand.
Pabrik pengalengan. makanan dan pengalengan ikan, dimiliki cleh
Cina. Mereka nengambil para pekerja dari wilayah utara yang
mayoritas Budhal Produk makanan kaleng kebanyakan dipasarkan
ke negara-negara_Arab dan Muslime« Produk itu diberi iabel “halai”.
Untuk mendapatkan label *halal” diperiukan sertifikat halal vang
dikefuvarkan| oleh “Sheikhul Islam Thailand. Menurut BRN,

Kebanyakan | Sheikhul Islamwdiragukah kejujurannya. Hal ini
J mengingat pabrik-pabrik yang dimiliki oleh non-Muslim itu
mempekerjakan, 1004wpekerjia non-Muslim, tetapi sertifikat tetap
masih bias dikeluarkan. Satu sertifikat berharga antara 5-10 juta Baht
Thailand. Sheikhul Islam juga dianggap ikut menekan masyarakat
Pautani, Sebagian'besar mereka dipilih dari Muslim Thailand, bukan
Muslim Melayu,

Masalah tenaga kerja ini juga terjadi pada pabrik karet.
. Thailand adalah negara pengekspor karet terbesar kedua (setelah
Indonesia0. 80% dari produksi karet Thailand dihasilkan dari lima
, propinsi daerah selatan. Tetapi kenanyakan pekerja pabrik
didatangkan dari utara yang non-Muslim. Hal ini karena masyarakat

Pattani menolak dibayar dengan upah rendah, sedangkan pekerja

”® |big
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pabrik di wilayah utara mau dibayar dengan rendah. Pabrik-pabrik

karet yang kecil kebanyakan dimiliki oleh orang islam. Sedangkan
pabrik-pabrik karet yang besar dimiliki oleh orang Cina. Pengaturan
harga ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi usulan harga dan jumlah
produksi karet disampaikan oleh penguasa Cina.”

BRN mengakui, memang tidak ada tekanan ekonomi secara
langsung kepada masyarakat Pattani. Tetapi kebebasan usaha yang
diberikan oleh pemerintah kepada Cina dan datangnya pekerja dari
wilayah_ditara yang Budha, akan berdampak pada ekonomi
masyarakat Pattani:, Hal ini ditambah lagi dengan adanya IMT-GT
yang membebaskan jalur perbatasan dengan Malaysia. Nemnagai
kebijakan pemerintah Bangkok itu menjadikan masyarakatr Pattani
semakin terjepit dalamberusaha. Ditambah iagi, adanya masalah
yang, berhubungan dengan moral dan tingkah laku masyarakat,
terutama pelacuran:pDi Thailand dikena! industri pariwisata yang
merupakan penghasilan terbesar negara’itu. Industri pariwisata itu
menyumbang sekitar 5 milvar doillar Amerika. Dan sumbangan
terbesar industry pariwisata adalah pelactran.

Untuk mengatasi berbagai hal di atas. masyarakat Pauani
menuntut’ para, wakilnva..di ‘parlemen untwk dapat mengubah
keadaan. Mereka mulai dengan menuntut royalty vang dihasilkan
dari minyak dam gas. Mereka juga meminta pembangunan kilang
minyak di Pattaniy bukan diPropinsi Singkhla. Bahkan masyarakat
menuntut pengelolaan minyak dan gas dilakukan oleh mereka sendir,
bukan oleh pemerintah Bangkok.

Akan tetapi, mereka justru kadang-kadang menghadapi

hambatan dari kalangan pemimpin Pattani sendiri. Misalnya,

™ Ibid. Kekayaan karet ini juga diakui oleh Mansour Musthata, Muhammad Nakdee Waenawae,
dan Adam Mamat (Pengurus Persatuan Mahasiswa (slam Patani Thailand di indonesia —
PEMIPTI). Dalam wawancara pada 5 Desember 2000, mereka mengaku bila Pattani bias merdeka,
maka kondisinya akan lebih kava daripada Brunei atau Singapore. Hzl ini mengingat kondisi alam
yang subur dan menghasilkan karet, beras, peternakan. buah-bushan. dan sebagainva. Bangkok
menurut mereka tidak punya apa-zpa.
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Komandan Militer wilayah Selatan (yang menguasai 14 propinsi
selatan) adalah seorang Melayu, tetapi dia sama sekali tidak
mempunyai semangat nasionalisme. Dia berbahasa Thai dan
menolak penggunaan bahasa Melayu. Kebanyakan kontrak
kepentingan tentara diberikan kepada Budha Thailand. Tidak ada
kontrak yang dimenangkan oleh orang Muslim dalam suplai
makanan, konstruksi, dan pengadaan barang lainnya. Juru bicara
Parlemen juga seorang Melayu yang menikahi seorang gadis Thai.
Dia lebihfylampak bagaikan seorang bangsawan That daripada
scofang Melavu. Kekayaannyva cukup banyak. Dia pernah menjadi
Menteri Transportasi (1996-1998) dan mempunyai perusahaan yang
menguasai seluruh taksi airport. Dia seakan tidak tahu kemiskinan
vang ada dalam masyarakat Pattani.”

Memane Kebanvakan pemimpin Pattani takut mendirikan
bisnis di wilavah Pattani~Setidaknya ada dua hal yang membuat
mereka enggan berbisnis di, Pattani. Pertama, keuntungan yang
diperoleh hanva sedikit. Aedua, ketakuian diberlakukan hukum
Islam vang tidak menguntungkan mereka:

Tampaknva.-ada kesenjangan amtara apa yang diperjuangkan
dengan apa vang-dilakukan  sehari-hari. Ada catatan bahwa
pemimpin BRN mempunvai kekayaan yang berlimpah dan bahkan
menginvestasikan - dananya di Malaysia, Arab Saudi, dan juga
Indonesia. Sementara, i1, tentara mereka berjuang di lapangan
dengan), susali/payah dan tidak kenal lelah. Dikatakan lebih lanjut,
“Most of the leaders are hypocrites. The clerics, saught for alms but

they never give any alms to the poor. They never pay zakat. n8l

* ibid,

* Ibid.
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4.1.2 Target dan Korban Kekerasan Separatisme di Thailand Selatan.

Analisis dari sifat dan karakteristik dari kekerasan di Thailand
Selatan dalam enam tahun ini berkaitan erat dengan variabel target dan
korban dari kekerasan. Jika seluruh korban dari insiden yang terjadi
dari Januari 2004 hingga Januari 2010, jumlah korban, baik korban
tewas dan korban luka-luka mencapai angka 10.609 orang. Korban
tewas sebesar 4.100 orang dan korban luka-luka mencapai 6.509
orang. Tingkat persentasi jumlah korban luka-luka mencapai 61.35%
dan korban géwas 38.65%. Hal ini menggambarkan bahwa persentasi
korban' luka-luka lebih besar bila dibandingkan dengan korban tewas.
Rasio antara korban Juka-luka,dan korban tewas tidak mengalami
perubahan yang signifikan dan cenderung stabil sejak 2005 hingga
2009 Pada tahun20035 persentase korban tewas sebesar 38.65%, pada
tahun 2006 sebesar 37.38% dan'di 2009 sebesar 34.34 persen.

Strategi dari para pemberontak masih berupa aksi penembakan,
penggunaan bahan peledak dan pembakaran. Aksi-aksi pembakaran
menurun secara drastis sejak Agustus 2007 dan tetap bertahan pada
jumlah yang tidak relative lebilnkeeil " Akgi-aksi serangan bom pada
tahun_ 2007 mencapai titik tertingei yaitu sebanyak 373 insiden
pengeboman, tetap! padatahun 2008 jumlah nya menurun menjadi 152
insiden. Pada tahun 2009 insiden pengeboman kembali menunjukkan
tren_peningkatan.inenjadi-182 insiden, sebagian besar diantaranya
adalahl @ksi pengemboman dengan menggunakan sepeda motor.
Dengan' kata lain 27 insiden dari pengeboman menggunakan sepeda
motor dalam tahun ini mengtndikasikan bahwa serangan bom dapat

meningkat pada tahun 2010 ini.
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Diagram 4.2
Insiden Pengeboman antara tahun 2004-2009

. |ED incidents {Bomb Aftacks) between 2004 to 2009

O Bambithewing B Car-Bomb OMotoreycle Borne Bomb| 2009
O Bomb attack B Grenade-Shooting B Planied IED

Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cuitural
Diversity, Prince of Songklz  University, diakscs dari

www.deepsouthwateh.org/english

Selain itv, selama eriam tahun terakhir, karakteristik target atau
korban kekerasan juga harus dipantau. Dari latar belakang pekerjaan
para korban | kekerasan selama epmam tahun terakhir, dapat dilihat
bahwa | sebagian, besar korbam adalah warga biasa. Ketika
mempertimbangkan jumlah korban yang meninggal dan yang terluka
warga‘biasa tanpa_ jabatan/posisi dalam pemerintahan adalah korban
yang paling banyak (untuk kematian dan cedera) yaitu 4.403 orang,
diikuti oleh personilmiliter 1.433 orang, sementara polisi menempati
peringkat ketiga sebanyak 966 orang, tempat keempat milik Relawan
sekitar 420 orang/ Di tempat kelima adalah kamnans (algojo Tambon),
kepala desa atau asisten sekitar 335 orang, sementara karyawan
pemerintah menempati peringkat keenam yaitu sekitar 308 orang,
sedangkan sisanya tersebar di antara berbagai kategori.

Jika dihitung jumlah persentase atau proporsi dari semua yang
meninggal dan yang terluka, ditemukan bahwa warga biasa tercatat
sebesar 50 persen dari seluruh jumlah korban baik korban tewas dan
luka-luka, diikuti oleh militer di 16 persen, polisi di 11 persen, relawan

sekitar 5 persen, kamnan dan kepala desa dan kepala asisten di sekitar

Universitas Indonesia

Gerakan separatis..., Herizal Apriyandi, Program Pascasarjana Ul, 2010



P P

96

5 persen, pegawai negeri sekitar 4 persen, sedangkan sisanya milik
kelompok lain.

Sebuah pengamatan penting dari data ini adalah bahwa statistik
korban di antara kamnans dan kepala desa baru-baru ini dianalisis
sebagai "berpotensi” menjadi akibat konflik pribadi atav untuk
kepentingan politik. Kamnans dan kepala desa hanya menyumbang
sekitar 5 persen dari semua korban, sementara pemimpin Tambon
Administrasi Organisasi (TAO) dan politisi lokal hanya menyumbang
1 persen damkorban. Dengan demikian hipotesis bahwa kenflik vang
igijadi di wilayah »Thailand Selatan adalah konflik pribadi dan
kekuasaan politik tidak dapat menjelaskan jumlah korban warga biasa
yang lebih tinggi, khususnya di kalangan polisi, militer, serta VDT /
VDV vang terlibat langsung dalam/memerangi pemberoniakan atau
terorisme yang terjadi di daerah tersebut.

Diapram4.3
Perbandingan Korban Januari 2004-Januari 2010

Comparisen of Casuallics (Jan 2004 - Jan 200}

Lot .-_m:a_] 2% ' 1
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Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cuhural
Diversity, Prince of Songkla Liniversity, diakses dari

www.deepsouthwatch.orgfenelish
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Namun, jika mempertimbangkan perubahan tahunan atau
dinamika kekerasan, maka dapat dilihat bahwa baru-baru ini, dari
tahun 2007 sampai sekarang, di antara para korban dengan pekerjaan
yang berhubungan dengan pemerintahan (bukan termasuk warga
biasa), anggota militerlah yang memiliki korban tertinggi, diikuti oleh
kamnans dan kepala desa, diikuti oleh VDT dan relawan lainnya, dan
polisi berada di tempat keempat. Suatu hal yang menarik adalah
bahwa dalam gambar secara keseluruhan lebih dari enam tahun, polisi
jauh di belakang militer dalam jumlah korban, namun statistik tahunan
dati 2004-2009 tercataty bahwa polisi memiliki korban tertinggi
khusunya selama tahun pertama dari kekerasan, terutama pada tahun
2004-2005. (Namun, dari tahun 2007 dan seterusnya, militer
menempati uritan pertama sasaran di antara mereka yang bukan
warga sipil biasal Kamnans dan kepala desa peringkat di urutan kedua
dalam grup ini. Penvrunan korban polisi mungkin disebabkan karena
penurunan peran operasional polisi pada tahun 2006 dan membiarkan
militer unfuk memainkan perankunei dalam pemeliharaan perdamaian
di Thailand Selatan,

Diagram 4.4

Persentase Korban Berdasarkan Pekerjaan
FPeicentage of Casualties by Qccupation, 2004-2010

Civil Servants/ TAOQ/PAD
2%

State Ermploy ees
4%

Youth

16%

Sumber: Deep South Watch, Center for the Study of Conflict and Cultural
Diversity, Prince  of  Songkla University, diakses dari

wwiwv.deepsouthwatch.org/english

Universitas Indonesia

Gerakan separatis..., Herizal Apriyandi, Program Pascasarjana Ul, 2010



98

4.2 Kebijakan Pemerintah Thailand terhadap eksistensi "Muslim Pattani”

dan Implikasinya

Adanya perbedaan identitas kultural antara Melayu Muslim Pattani
dengan Thai-Buddhis didalam wilayah Thailand berdampak pada munculnya
upaya pemerintah Thailand untuk menyatukan perbedaan tersebut melalui
politik integrasi. Manifestasi dari kebijakan ini diantaranya berupa
pengajaran bahasa Thai, pengenalan sejarah dan lagu kebangsaan Thailand.
Di tahun 1921 pemerintah mengeluarkan peraturan adat-istiadat Thai (Thai
Custom DecregygSangmmewajibkan setiap anak untuk mengikuti pendidikan
dasar yang diselenggarakan pemerintah. Ini merupakan institusi pendidikan
vang menawarkan pendidikan sekuler, dengan bahasa pengantar Thai. Bila
sebeclumnya pemeriniah Thai banyak menggunakan pendekatan kekuasaan
vang saral dengan Kekerasan guma menaklukan Muslim Pattani, kini
pemerintah Thailand beranggapan bahwa pendidikan merupakan salah satu
upaya integrasi, secara damai. Pendidikan dianggap sebagai inti dari politik
intezrasic Pendidikan membutuhkan mediumof instruction dalam bahasa
Thai. Kesamaan bahasa merupakan halvital untuk berkomunikasi, dengan
demtkian perbedaan bahasa antara Muslim Melayu dan Thai Buddhis dapat
teratasi.

Melalui®  pendidikamoodiharapkan o seatimen  nasionalisme  akan
berkembang diantara etnis Melayu dan Thai. Sebagai stimulus, pemerintah
Thatland menyediakan beasiswa dan berbagai fastlitas kemudahan untuk
mendorong masyarakat Muslim Pattani yang akan masuk perguruan tinggi di
Thailand. Proses pengenalan bahasa Thai ini cenderung hanya menjadi alat
vang menunjang kepentingan pemerintah Thailand, karena bahasa Thai
menjadi bagian elemen budaya. Bagi pihak Muslim Pattani, pengenalan
bahasa Thai merupakan upaya pemerintah Thailand untuk melenyapkan
budaya Pattani.

Di sektor pendidikan, pemerintah Thailand mengharuskan pendidikan
tradisional pondok untuk memasukkan kurikulum baru {(mengajarkan ilmu-
iimu sekuler seperit bahasa Thai, Matematika dan ilmu-ilmu sosial)

disamping pendidikan agama. Kebijakan ini sangat merugikan pihak pondok
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dan hanya dianggap sebagai upaya untuk mengikis bahasa Melayu yang
selama ini menjadi identitas etnis Melayu Pattani. Demikian pula halnya
dengan adanya kewajiban mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah
umum pemerintah yang berbahasa Thai, hal ini dianggap sebagai pencegahan
agar mereka yang lulus dari sekolah umum nantinya tidak perlu masuk ke
sekolah agama lagi, dan hal ini dinilai sebagai pencegahan memasuki
“Gerbang Melayu”®. Politik uniformisasi bahasa di mata pemerintah Thai
dituyjukan untuk mengembangkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Thai
vang berbahasa Thai. Namun di mata pihak Muslim Pattani yang berbahsa
Melayu, penggunaan bahasa Thai di sekolah-sekolah Agama sama dengan
penghilangan identitas secara mirun-temurun, dan memaksa mereka untuk
melebur ke dalam identitas dan entitas sosial yang lebih besar yaitu maycritas
Thai-Buddhis.

Kebijakan intregrasi’ Siamterhadap Pattani harus dilihat secara
komprehensif dam latar belakang.sejarah térbentuknya nasionalisme dan
moderenisasi Thai pada permulaan abad ke 20. Proses memasukan provinsi-
provinsi paling selatan kedalam kedalam kerajaaan Thai, merupakan proses
vang lambat dan sulit. Situasi,pada akhir abad 18(ketika kekuasaan kolonial
semakin besar di Asia Tenggara, Siam, dihadapkan pada suvatu kesadaran
kebangsaan-akan keharusan-yang.mendesak mengkonsolidasikan kekuasaan
dan’ menyatukan satuan-satuan politik- yang terpencar untuk menghadapi
kolomalisme (Nik Anuar 1939) hal ini menunjukan nasionalisme dan
modernisasicThai dihadapkanwpada situasi yang delematis. Pihak Siam merasa
perlu wntuk melakukan jpembaharuan administratif dengan pertimbangan
keamanan nasional dan efesien urusan kenegaraan. Gagasan pembaharuan
vang dilakukan oleh Raja Chulalongkron melalui implementasi
pendatanganan perjanjian inggris Siam pada tahun 1909 dimaksudkan
sebagai langkah perventif untuk menghadang semakin meluasnya politik
ekspansi di Semenanjung Malaya /Burma dan Perancis di Indocina. Selain

itu kebijakan intergrasi tersebut berkait erat dengan usaha-usaha untuk

** Panji Masyarakat No 492 (1986), h. 28; enang Turmudi “Masalah Minoritas Muslim di Thailand
Selatan™ dalam Masalah-malsah internasional Masa Kini, No. 14 (1986), h.36
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karena sebelumnya kerajaan Siam

Berikut adalah tabel vang menggambarkan Timeline dari kebijakan

pemerintah Thailand terhadap eksistensi Muslim Pattani di Thailand Selatan

Tabel 4.3 Daftar Kebijakan Pemerintah Thailand

No | Latar Belakang Kebijakan Pemerintahan Dampak ]
1 Membendtng Integrasi Raja Pemberontakan |
Ekspanst territorial 1902, Chulalongkorn | 1902 dan 1922
Inggris-Malaya integrasi (1868-1910)
Dan Perancis- bangsawan, -‘
Indocina reformasi 'I
birokrasi
2 Nasienalisme Integrasi Raja Vajiravudh | Diperkenalkanny i
Thai Raja Pendidikan (4910-19235) a bahasa Thai ke :
Vajiravudh berdasarkan UU pondok-pondok .
1921 :
3 Kudeta dan Liberalisasi Pridi Partisipasi i
perubahan Politik Banomyong terbatas i
konstitsi, 1932 '
4 Berkembangnya . | Thairathaniyom' { PM. Phibun Keberpihakan
fasisme di Eropa | 1938 Songkram Patiani pada
dan Asia (1938-1944 dan | sekutu, :
menjelang 1948-1957) nasignalisme :
perangdunia Malaya. l
kedua |
|
5 | Kekalahan Patronage Islam | Pridi Chularajamontry ‘
Thailand dalam | Act 1946: bangmyong , petisi H. .
perang dunia Integrasi Ulama. | (1946) Sulong. |
kedua pemberontakan !
47
6 Perang Vietnam | Integrasi Pondok | PM Sarit Kontrol
1960-an Thanarat (1957- | pemerintah
1963) dan terhadap
pemerintahan Pondok,
sesudahnya sepalatisii di
bawah PULO.
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7 Pembangunan Prime Minister PM Prem Tin Menurunnya
dan perang Order No. 65/66, { Sulanonda aksi-aksi
dingin AS vs Tai Rum Yen separatis, simpati
Uni Soviet ke pemerintah.

8 Kampanye Martial Law 2004 | PM Thaksin Meningkatnya
internasional Sinawatra aksi-aksi
“perang kekerasan di
melawan Pattani, Yala dan
terorisme” Narathiwat

Sumber: Data diolah {Cahyo Pamungkas, PSDR-LIP] 2004)

Wilayah Negara Siam ditentukan berdasarkan negara-negara imperialis
yaitu Perancis pada tahun 1907dan Inggris pada tahun 1909. Oleh karena it
pihak Siam perlu melakukan kebijjakan reformasi vang dilakukan oleh Raja
Chulalongkron (1868-1910) untuk _meningkatkan persatuan dan kesatuan
wilayahnya (Nasionalisme).

Nasionalisme Thai vang dimaksud oleh Raja Chulalongkom (1868-
1910) dan dilanjutkan oleh penggantinya Raja Vajravudah (1910-1926)
adalah semangat kebangsaan, yang didasarkan kesetiaan terhadap kerajaan
Stam, bangsa Thai dan Agama Buddha. Kedua raja ini memandang bahwa
apa yang_disebut national_hieritage dari orang Thai adalah satu bahasa
(bahasa Thai), satu agama (Agama budha) dan memiliki hubungan dengan
kerajaan (Carki Monrakhi). Nasionalisme . Thai ini ditunjukan untuk
menyatukan_seluruh bangsa-bangsa vang berada dibawah kerajaan Siam
termasuk kelompok=kelompok minoritas non-Thai seperti Moks, China dan
Melayu Pattani. “Walaupun Thailand tidak pemah dibawah ancaman
kekuasaan kolenial, namun selalu dibawah ancaman kekuasaan eksternal.
Sebagai komsekuensinya Thailand selalu dipaksa menyesuaikan budaya
politiknya terhadap situasi regional dan internasional yang berubah-ubah.
Dengan demikian nasionalisme Thai wmbuh dan berkembang sangat
dipengaruhi dengan tatanan politik internasional dan sebagai usaha untuk
menyelamatkan keutuhan negara siam. Kebijakan inm berdampak positif

secara internal vaitu meningkatkan kesadaran nasional dikalangan birokrasi,
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mencapai negara bangsa vang mendapat pengakuan dari dunia intermasional
dan membentuk sistem hukum modermn.

Namun kebijakan Intregrasi Siam berdampak luar biasa dalam
mengacaukan tatanan sosial kelompok-kelompok minoritas terutama bangsa
Melayu Pattani. Tak lama setelah wilayah Melayu Pattani berada diwilayah
pemerintahaan Thai vang berpusat di Bangkok, pengatmran birokrasi
pemerintahan Thai vang berpusat di Bangkok, pengaturan birokrasi
pemerintahaan diberikan kepada pejabat yang beretnis Thai. Namun terdapat
kesalahan vang d€rjadi pada pegawai-pegawai Thai yang bertugas untuk
melaksanakan pembangunan diwilavah Pattani, yaitu kurang memiliki rasa
tanggung jawab sertaz tidak memahami masalah budaya lokal. Tidak
mengherankan apabila Melayu Pattani sebagai penduduk asli selatan hanya
menjadi-penonton pasif dari-banyaknya lowongan kerja yang sebenarnya
tersedia seiring dengan. pembentukan sistem administratif dan infrastruktur
bart_di'selatan. Secara sosiali politikidan ekonomi masyarak berada didatam
posist vang tidak diuntungkan. Di tanah kelahiranya sendiri harus mengalami
diskriminagl, tekanan dan kesewenang-wenangan yang bertubi-tubi dari
pemerirtah Thai.

Hal ini diperparah dengan adaaya politik ultra nasionalis yang
ditetapkan_oleh Perdana Menteri“Phibun Songkrama (1938-1945). Politik
dltra_nasionalis pada intinya berkaitan dengan pengakuan kebudayaan Thai
sebagai satu-satunya kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan oleh
negara di<seluruh Thailand. Sedangkan masyarakat-masyarakat minoritas
diwajibkan tunduk gkeépada segala bentuk budaya-budaya orang Thai.
Kebijakan Phibun Songkrama yang sangat rasis terkenal dengan istilah “Thai
Rathanivon” yvang beranti negeri Thai untuk ras Thai.

Ketika dibawah rezim ultranastonalis Phibul Songkram di tahun 1938,
dibuatlah suatu kebijakan “nasionalis™ untuk menjalankan asimilasi berbagai

1 83

budaya minoritas ke suatu budaya pokok Buddha “Thai-ness” ™ yang dibuat

53 - - . . .
Chidchanok Rahimmula. Peace Resolution: A Case Study of Separatist and Terrorist Movement
in Southern Border Provinces of Thailand. in S, Yunanto, er. al, Militant Islamic Movemenis in

Indonesia and Sontheast - sia t)Jakeria: FES and The RIDEP Institute, 2003), hal. 263-277.

Universitas Indonesia

Gerakan separatis..., Herizal Apriyandi, Program Pascasarjana Ul, 2010




i 103

untuk membentuk “the mono-ethnic character of the state®.” Kebijakan ini
langsung mendapat tentangan dari Melayu-Muslim. Mereka tidak mau
identitas mereka sebagai orang Melayu dihilangkan dan diganti dengan
identitas “nasional™ Thailand.

Di tahun 1940, kebijakan ini memprovokasi suatu gerakan separatis
untuk kemerdekaan Pattani. Pada tahun 1948, Gabungan Melayu Pattani
Raya (Union of Malay for a Great Pattani) dibentuk. Dilanjutkan dengan
pembentukan Barisan Nasional Pembebasan Pattani di tahun 1963 yang
menyebabkan bentrekan antara pemberontak dengan pasukan pengamanan.
Pemberontakan ini terjadi dizhampir seluruh provinsi di Thailand Selatan. Di
pertengahan tahun 1970, lebih dari 20 organisasi separatis muncul di

perbatasan, Thailand/ dengan” Malaysia. Gerakan-gerakan ini merupakan

gerakan, etnonasionalisme vang-seperti telah dikatakan Umberto Melofti
merujuk pada tipe khusus.nasionalisme dan terkait dengan warga negara yang
i masth memimpikan kemerdekaan.

Politik asimifasi ini berdampak pada kemarahan yang sangat besar
kepada masyarakat Patiani. Memasuki perang dunia kedua bangsa Melayu
Pattani mulaimengambil keputusan untisk menolak tunduk pada Siam karena
politik ‘ultra..nasionalis wvang ditetapkan, bersama dengan itu gerakan
! nasionalisasi Malaysia sedang-bangkit \di seberang perbatasan, sehingga
T: menimbultkan /gerakan = Pan-Melayw untuk mengobarkan semangat
! nasionaiisme melayu dinegeri-negeri terjajah. Ketidak puasan dan kebencian
terhadapgiebijakan Thai Raithanyom telah mendorong kalangan muda untuk
mengliidupkan identitas Melayu'dan meningkatkan kesadaran Islam. Institusi
pondok memtliki peranan yang sangat penting untuk mengobarkan semangat
Pan-Melayu dan kebangkitan Islam.

Menanggapi gejolak perlawanan orang-orang melayu Pattani yang
dipengaruhi bangkitnya nasionalisme negeri-negeri melayu dari hindia
belanda hingga inggris malaysia. Pemerintah berusaha untuk mengambil
simpati rakyat dengan menetapkan Undang-undang mengayomi islam atau

patronage act pada tahun 1945 pada tanggal 3 mei yang di usulkan oleh

** David Brown, The State and Ethnic Politics in Southeast Asia (London: Routledge, 1994},
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arsitek revolusi 1932, Pridi bamoyong dan senator Muslim dari bangkok
Cham Promoyong bedasarkan undang-undang ini kaum ulama dan
chularjjaamontri (dewan ulama pemerintah) diinteregrasikan kedalam dalam
pemerintahaan Thailand. Namun Surin Pitsuwan dalam bukunya Islam di
Muangthai (1989;78) mengatakan bahwa kebijakan ini lebih banyak
ditujukan untuk melemahkan gerakan-gerakan separatis yang digerakan oleh
kalangan elit tradisional seperti Tengku Mahyadin (Putra Sultan Abdul
Kadir) dan Tengku Abdul Jalal. Termasuk kebijakan pengintegrasian
kalangan ulama dasgolongan bangsawan segaligus memberikan satu sense of
belonging kaum ulama atas neperi T hailand.

Sejalan dengan perkembangan kebangsaan kebijakan ulira nasionalis
lambat Jaun mulai dihilangkan dan diganti dengan kebijakan pembangunan
(patanakin). Integrasi «nasionaldilakukan melalui pembangunan sosial
ekonomi. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari ideologi
pembangunan_(devepelopmentaiisme) dimana pemerintah mencoba untuk
memasuki_seluruh lembaga sosial dan_kebudayaan komunitas-komunitas
yang ada tgrmasuk Islam. Upaya ini‘untuk menggeser persoalan konflik
kekuasaan menjadi konflik ideelogi denpan pemerintah melakukan intervensi
terhadap lembaga-lembaga Keagamaan.

Salah ™ satunya adalali “pemerintah\ melancarkan program perbaikan
pendidikan (pada tahun 1961 untuk.mengubah lembaga tersebut menjadi
lembaga pelopor perubahan.modemisasi. Program ini dimaksud untuk
mentransformasikan pondok “dari sekelah swasta menjadi sekolah-sekolah
yang funduk kepada petperintah’ hal itu mengubah image tentang pondok
pasantren dari institusi agama menjadi instuti pendidikan dan secara tidak
langsung mengurangi peranan agama dalam  kehidupan  sosial
kemasyarakatan. Kebijakan sekulerisasi pondok berdampak negatif yang
sangat besar dalam usaha pelestarian identitas dan kebudayaan bangsa
melayu Pattani. Pondok tidak lagi menghasilkan cendikiawan-cendikiawan
yang selama ini memberikan pelayanan agama terhadap masyarakat-
masyarakat pedesaan. Asumsi dari penerapan kebijakan ini bahwa dengan

mengembangkan bahasa Thai dan tatanan moral maka akan diciptakan suatu
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rasa kebersamaan dan kesadaraan sebagai orang Thai. Asumsi ini temnyata
keliru dan berdampak pada berkembanganya benih-benth separatis vang
berkobar pada tahun 70 an.

Pada tahun 1980 dan 1990, situasi berubah. Pemerintahan baru dibawah
Jenderal Prem (1980-1988) menghentikan kebijakan asimilasi tersebut,
seperti mendukung hak-hak budaya warga Muslim dan kebebasan beragama,
memberikan para gerliyawan amnesti. dan rencana pembangunan ekonomi
bagi Thailand Selatan.

Di tahun J#90, pemerintah Thailand menformulasikan “*National
Security Policy for (he Southern_Border Provinces” yang berlandaskan
“pembangunan dan keamanan.” Kerjasama yang erat antara Thailand dan
Malaysia ‘telah membangun suatu/ keamanan di perbatasan, hal ini
menyebabkan beckurangnya gerakan pemberontakan di perbatasan

Berbagai kebijakan yang diterapkan bagi/pemerintah Thailand dalam
perkembanganya tidak mengatami perubahan siginifikan untuk meningkatkan
pembangunan dan menurunkan kondisi kemiskinan di wilavah selatan.
Beberapa kebijakan yang terurai dalam tabel 4.1 diatas yang dikefuarkan di
atas dan/memunculkan perlawanan damvsikap afti Siam yang berkembang
semakin besar. Perlawanan anti Siam dan disebabkan adanya kontradiksi
antara reformasi politik dibawah pemerintah Thailand dengan nilai-nilai
identitas politik/bangsa Melayu Pattani” Kontradiksi meliputi dua hal sebagai
berikut.” Pertama, kontradiksi yang mencakup pada tingkat kelembagaan,
inkorporasielit politik Muslim'dalam praktek politik perwakilanr dan ekspansi
administrasi“\nasionaly /termasuk keterlibatan Muslim dalam proses
pengambilan kebijakan. Kedua, kontradiksi yang meliputi pembangunan
komunitas politik ala kerajaan dan praktek-prakiek politik pada perang
kerajaan yang belum selesai di bawah konsep negara bangsa.

Kebijakan integrasi baik sosial maupun politik dalem konteks proses
pembangunan pertisipasi politik masyarakat dalam ruang publik telah
bergeser kearah kebijakan operasi militer. Kebijakan militeristik diduga
memberikan isyarat adanaya sekolompok elit politik di Bangkok dan Pattani

yang tindak menginginkan wilayah Thailand Selatan dalam keadaan damai.
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Hal it dilakukan sebagai bagian dari usaha-usaha untuk menutupi
kepentingan dan bisnis ilegal yang telah berlangsung cukup lama di daerah
perbatasan wilayah Thailand Selatan.

Intervensi pemerintah Bangkok yang pada awalnya merupakan
kebijakan administratif berkembang lebih jauh dalam sistem kehidupan
pribadi Pattani yang tercermin dari penghapusan sistem Pendidikan Islam
sebagai bagian dari program nasional asimlasi Thailand, Program
nasionalisasi pendidikan vang diterapkan sejak raja Vajirayudh (1910-1926)
atau Rama VI melalui,Undang-Undang wajib belajar tahun 1921 (Education
Act 1927) <berisikan | pelarangan. berdirinva sekolah-sekolah konservatif
{Tradisicnal) Islam (Rahimuila 2003), program nasionalisasi sistim
pendidikan,.ini membawa efek Jumpuhnya sendi kehidupan Islam yang
berkembang di sekolah-sekolah.pondok danpola pembelajaran Agama Islam
secara informal di masjid-masjid maupun mushoela-mushola.

Undang-undang ini mewajibkan.generasi muda Pattani untuk mengikuti
sekolah-sekolah ‘dengan sistem pendidikan sekuler dan membuat mereka
tidak diizinkan unatuk masuk sekolah-sekolah agama. Thailand benar-benar
memasukil fase’chaivinistic™, khususniya, diakhir 1930-an. Kebijakan
sekulerisasi kebijakan bukanya membawa, asimilasi damai, sebagal mana
diinginkan_ oleh pemerintali™ Thai., tetapt justru menimbulkan jurang
perbedaan idiolagis vang kian debar.antara Pattani dan Thal dan semakin
menciptakan konflik yang dalam antara Pattani dan pemerintah pusat Thai.
Jurang-perbedaan idiologis masih dibumbui lagi dengan jurang kehidupan
sosial ekonomi antara Panany dan mayoritas Thal.

Program ini diperkuat pula dengan pelarangan penggunaan bahasa
melayu dan nasionalisasi budaya dengan pelarangan penggunaan bahasa
melayu dan nasionalisast budaya masyarakat Thai melalui bahasa dan adat
istiadat. Kebijakan kultural yang menyangkut pemakaian bahasa dan adat
istiadat That ditujukan guna mempromosikan nasionalisme Thai sampai
mengkikis identitas (agama dan budaya) meiayu Pattani. Kebijakan asimilasi
vang dikena) dengan Ranhanivom No. 1 vang ditetapkan pada 24 Juni 1930

(farouk 1982 : 252). diantaranva mencakup perubahan nama Siam menjadi
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nama Thai. That mengacu pada identitas bangsa, bahasa dan negara yang
berpengaruh terhadap bangsa-bangsa etnik dengan kelompok cultural (ethnic
and cultural boundaries), karena baik yang berasal dari India, Pakistan, dan
Bangiades, Arab yang merupakan imigran juga dikelompokan pada
kelompok Thai Muslim. Sebagai wujud untuk mengamankan kesamaan
idiologi tentang Nasionalisme Thai, pemerintah juga menciptakan lagu
kebangsaan yang bertema memuja kebesaran sejarah Thai, kejayaan raja-raja
dan pahlawan-pahlawan Thai. Lagu-lagu kebangsaan ini disiarkan
setiapharinya melalui_berbagai program radio, televisi dan media masa
lainya,

Pemerintah Thailand dalam hal akomodasi kebudayaan melalui idintitas
mingritas »kurang . menvyesuaikan kebijakan-kebijakanya dengan aspirasi
Melayu, Muslim, di daerah perbatasan. Memperhatikan kebudayaan Melayu
sebagai  bagi kebudayaan nasional (contry’s national heritage) sangat
diperlukan.sebagai usaha-usaha memperlaldkan orang-orang Muslim agar
dapat memperhatikan nilai-nilai dan tradisinya./Kelangsungan tradisi dan
adat istiadal orang-orang melayn seharusnya tidak dilarang oleh pemerintah.
Namun yang,terjadi ‘adalah asimilasi “untuk mémbangun sekaligus untuk
memoderenisasi masyarakat Muslim Pattani. Salah satu bentuk asimilasi
uniukementinjukan-identitas nasional.adalah perubahan nama Muslim dengan
nama Thai Tanpa merubah’ nama~ mereka yang bekerja di kantor
pemerintahan tidak akan mendapatkan promosi untuk mendapatkan karir
vang lebih tinggi. Misalnya nama (baru) “Surin Pitsuan” salah satu orang
melayU yang pernah_diangkat s€bagai Menteri Luar Negeri Thailand nama
lama (aslinya) adalah “Abdul Hamid bin Ismail”

Tata aturan berbusana juga termasuk juga dalam undang-undang
pemelihara kebudayaan (identitas) Thai. Melayu Muslim juga dipaksa untuk
memakai “baju modern” model barat. Mereka dilarang memakai sarung,
memakai sangkok {Kupiah), sandal dan mengunyah sirih. Bagi anak laki-laki
harus mengenakan Topi, celana panjang dan sepatu sedangkan kaum Muslim
Melavu Pattani mengenakan baju kurung dan kerudung sering mengalami

pelecehan oleh polisi setempat. Bagi kelompok Muslim berpakaian adalah
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ekspresi keagamaan dan model pakaian adalah manifestasi sikap dan prilaku
beragama. Namun dari sckian kebijakan yang dianggap fatal dan merusak
kepercayaan Muslim adalah kewajiban kaum Muslim untuk menghormati
patung Buddha yang berada di lingkungan seckolah lantaran Buddhatsme
sudah lama diploklamirkan sebagai agama negara, sudah sepantasnya bila
masyarakat Pattani menghargai agama ini dengan cara menghormati symbol
patung Buddha.

Asimilasi yang dilakukan terhadap Muslim Pattani merujuk pada
kebijakan nasionalisasi Thai melalui sekulerisasi pendidikan dan
Nasionalisast Tha) melalui sckulerisasi pendidikan dan nasionalisasi Thai
melalui bahasa dan adat jstiadat sesuvai dengan terurai penjelasan di atas
kedua model nasionalisasi ini berimplikasi terhadap ketimpangan (gap)
sosial-ekonomi-politik dan merupakan kondisi potensial yang mengundang
konflik dan kekerasan .antar kelompok masyarakat. Kondisi pluraritas
masyarakat.yang berusaha diseragamkan mengandung potensi dan ancaman
bagai terurainya ikatan kesatuan dan keuiuhan dalam negara bangsa Thailand
itu sendiri. Kekuatan dan otoritas negara yang bersifat memaksa sebagaiman
tdialami Pattani yang dipaksa masuk ddlam lingkQp rational state Thailand
melalui | program-program, Nasionalisasi That; pendidikan, bahasa, budaya,
agama yang justrusmemperkuatkeinginan untuk melepaskan diri dari ikatan
negara bangsa.

Permasalahan mendasar di selatan pada dasarmya bukanlah semata-mata
permasalahan anti Siam danwberkembangnya gerakan separatisme tetapi
karena“tidak adanya keadilan masyarakat baik dalam ketidak adilan sosial
politik meliputi kuatnya sentralisme politik pemerintah pusat dan tidak
adanya otonomi bagi masyarakat. Ketidak adilan social budaya membuat
tercabutnya budaya dan bangsa ,elayu dari orang-orang melayu. Mereka
diasimilisasikan secara paksa oleh pemerintah agar menjadi Thai Muslim
vang berkebudayaan Thai. Walaupun UUDI1997 menjamin adanya
penghormatan terhadap perbedaan (Multikulturalisme) tapi hanya sebatas
dalam wacana. Ketiga hal tersebut menunjukan bahwa akar permasalahaan

diselatan tidak adanya otonomi untuk memerintah dari eknik minoritas
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(Paribrata 1983 . 3). Salah satu informan dari unerversitas Chulalongkon
(SW) mengatakan bahwa pada kenyataanya negara Thailand tidak
menghendaki police of recoginitaion tetapi lebih cinderung pada politic of
homogeneity. Hal ini diwujudkan dalam kebijakan asimilasi dan nasionalisasi
mereka.

Selama paruh abad 20 asimilasi paksa yang dilakukan pemerintah
Thailand seperti sekularisasi agama yang ditandai penghapusan hukum Islam
dan peranan pengadilan agama, penggunaan bahasa Thai, pemberlakuan
budaya Buddismedelah membangkitkan semangat resistensi yang semakin
besar dikalangan Pattani. Pemerintah gagal dalam mecermati adanya simbol-
symbol identitas yang bersifat permanen, dan karenanya relatif sulit dirubah
dengan tempo singkat. Identitas Pattani dibangun diatas symbel-simbol atau
atribut seperti: pengalaman sejarah atau collective memori tentang kerajaan
melayu Pattani, bahasa mélavu, agama islam kebiasaan-kebiasaan atau adat
istiadat lokal (Iocal variance}dengan, “islam” tradisi yang masuk belakangan

ldentitas Melayu Pattani yang dipelihara oleh sejumiah pranata seperti
pranata pendidikan yang tercermin dari sekolah-sekolah agama yang disebut
pondok dan berpusat| di_dalam intitusizkeluarga) mesjid serta pondok itu
sendiri. Bahasa, kebiasaaan(tradisi dan ada isttadat) terlebih lebih kevakinan
agamarvadalah merupakan identitas.baku dan asli vang cinderung bersifat
setatis dan menetap dari Melayu Mushm Pattani Identitas ini menjadi bagian
dari bagian dari systemkepribadian atau pola prilaku sehari-hari yang
bersifatgajeg. (Menyitir| Geertz, ikaian-ikatan primodial sebagai sumber
identitas “kelompok _etnik “tertehtu mengandung nilai-nilai kesejarahaan
(ascipirative) yang dibentuk dalam tempo relative panjang, kemungkinan
semenjak adanya bangsa Melayu Pattani itu sendiri dan semenjak kedatangan
islam. ldentitas Pattani merupakan sinkretisme antara “Melayu™ sebagai
varian local dengan tradisi “Islam”. Intregrasi Pattani kedalam national-state
thai membawa pengorbanan dan pengikisan identitas (Budava melayvu dan
agama islam) Parttani. Di sini berbagai gerakan sparatisme dapat dilihat
sebagai salah satu jalan untuk memuluhkan identitas politik Pattani sebagai

suatu negeri otonom, berdaulat penuh dibawah kesultanan Pattani
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4.3 Faktor-faktor Penyebab Gagalnya Kebijakan Pemerintah Thailand

Aksi-aksi separatism dan terorisme seringkali dianggap sebuah rangible
things, sehingga, pendekatan material (kekerasaan material) dikedepankan.
Salah satu contoh dari negara yang melakukan strategi ini adalah Thailand.
Insiden berdarah di Krisek (28 April 2004) dan di Takbai (25 Oktober 2004),
dihadapi dengan beberapa aksi berdarah pula. Thailand telah melakukan lima
langkah yang mengedepankan kekerasaan.

Periama, Thailand mendirikan apa yang disebut Southern Border
Province Peace Building Command, atan SBPPBC. Pada realitanya, hal ini
hanya membuat pendekatamkekerasan “terkoordinasikan™ dengan baik antara
ientara dan pthak kepolisian Thailandy Pendekatan kekerasaan ini semakin
diperkuat dengan langkah kedua, yakmi memperkuat posisi politik tentara
dalam Undang-Undang {UV). Kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan
ketiga, yakni. penambahan jumlah tentara di’\ daerah perburuan teroris,
rermasuk-di. Yala, Pattani, dai. NasathiwaiKeempat, pemerintah Thailand
memperkenalkan kode warna dalam penvaluran/bantuan keuangan kepada
para penduduk’ di| Thailand" Selatan. Kebijakan ini, selain terkesan
diskriminatif, juga 'mencmpatkan posisi,rakyat&ebagai objek yang harus
dicurigal. Padahal dalain teort demokrasi. rakyvat sebagai pemegang
kedaulatar,~ mestinya memjadi-pihak, vang mengawasi (mencurigai)
pemerintahnya./ Kelima, pemerintab.Thatland mendirikan sebuah komisi
khusus: yang-bertiigas merancang strategi dan penanganan teroris. Komisi
yang diberinama Reconeiliation Commission ini diketuai oleh bekas Ferdana
Menteri Thailand, Anand Panyarachun.

Kenyataan yang kini terjadi di selatan Thailand adalah bahwa
“terorisme”™ semakin meningkat. Dalam bahasa strategik, pemerintah
Thailand mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu disebabkan oieh
kegagalan pemerintah Thailand dalam mengidentifikasi secara tepat akan
kelompok vang harus bertanggungjawab dalam mendalangi aksi teroris di
Thailand.

Selain itu, kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani tercrisme,

discbabkan oleh lemahnya dukungan masyvarakat setempat. Pada faktor
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kegagalan ini, terjadi fenomena antagonix-strategy, yang disebabkan oleh
terjadinya persilangan persepsi antara pemerintah (pemburu teroris) dengan
masyarakat (yang sebagiannyva merupakan pihak yang diburu). Antagonix-
strategy itu sendiri terjadi karena kegagalan pemerintah Thailand dalam
menetapkan pendekatan penanganan. Secara empirik, masyarakat di Krisek
dan Takbai misalnva, tidak senang dengan gaya penangan yang dilakukan
oleh pihak tentara dan polisi Thailand.

Faktor kegagalan vang Kketiga terjadi disebabkan karena ketiadaan
political will pemetintah Thailand dalam mewujudkan otenomi khusus di
Thailandr S€latan/ Hal iniy tegjadi, karena pemerintah Thailand kurang
memahami akar persoalan lahirnya aksi-aksi terror di Thailand Selatan secara
historis. Dalam kasus Thailand Selatan, secara historis pemerintah Inggris
mestivikut bertanggungjawab. ~Sebab, wilayah Thailand selatan yang
mayoritas Muslim itu, sebelum dipisahkan oleh Inggris dan Belanda pada
awal abad. 20, dulunya merupakan satu “keresidenan” dengan wilayah
Kelantan. Malavsia. Sehingga, menafikan keberadaan hubungan idio-
sosiotogis antara kedua wilayah beda negara tersebut, akan terus jadi “duri
dalam daging” bagi pemerintah Thailand,juga bagi pemerintah Malaysia.

Sedangkan dari sisii internal, ‘faktor-faktor yang menyebabkan
masyarakat- Melayn, Mustimpeteguh mempertahankan identitasnya dan
menclak usahe asimilasi vang dilakukan pemerintah Thailand adalah pertama
kepercayaan-tradisional-mereka dan kepercayaan terhadap mitos Kerajaan
Rattani {(Partani Darvssalamy~kalt, yang kedua, identitas yang dimiliki oleh
masyarakat.Melayu Muslim dipengaruhi oleh kontak kebudayaan dengan
provinsi di utara di Malaysia. Ketiga Orientasi Religius yang berdasarkan
Islam™. Konsep religius Islam dapat digunakan untuk melihat penyebab
keengganan warga Melayu-Muslim berasimilasi, seperti konsep lkinvah
vakni suatu konsep persaudaraaan dalam Qur’an dan Hadits, dalam Al-
Qurian disebutkan bahwa persaudaraan sesama Muslim seperti tubuh

manusia. Seluruh tubuh manusia akan menderita jika ada salah satu bagian

= Dikutip Jari situs www.rand.ore.pups.monograph_reports. MR 1344.ch9
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tubuh yang terluka. Jadi, jika salah satu umat Muslim terluka atau ditekan
maka seluruh tubuh umat Muslim akan menderita.

Keempat, munculnya nasionalisme Melayu yang melanda daerah
Thailand Selatan, hal ini ditakutkan oleh Pemerintah Thailand dan ditakutkan
akan berkembang menjadi aksi yang resisten terhadap pemerintah Thailand.

Nasionalisme yang melanda Melayu-Muslim dilihat sebagai konsep yang

alamiah berakar pada kelompok masyarakat masa lampau yang disebut

sebagai, suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi

memori kolektif.4nilai, mitos, dan simbolisme®®. Kelima, kebijakan

pemenatah Thailand, terutama, dalam hal bahasa dan pendidikan vyang
diasumsikan oleh' Melayu Musklim di, Selatan Thailand sebagai bentuk
penjajahan, terhadap/ asal kebudaysan mereka. Mereka melihat bahasa

Thailand, di  wilayah < mereka.“sebagai /sebuah ancaman. Ada suvatu

: kekhawatiran bahwa penggunaan bahasa Thailand akan membawa mereka
i Kehitangan,“lidah™ Melayu yang merypakan.inti dari identitas etnis Melayu.
Fakior-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Melayu-Muskim di
Thailand“bersikap sangat resisten terhadap kebijakan asimilasi tersebut. Hal
ini sesual dengan [apa yang) disebut “Castells @ebagai resistant identity.
Melayu-Musiim di Thailand merasa bahwa kebijakan asimilasi merupakan

suatu-bentik marjinalisasi etnis Melayu-Muoslim.

4.4 Prospek konflik dan Analisis Future Trend

Dinatnika kekerasan damgsituasi-kerusuhan di Thailand Selatan dapat

dilihat“dari"dua sisi. Di satu sisi; kekerasan dan kerusuhan tersebut bersifat
kompleks dan, membingungkan, sehingga memiliki kemungkinan besar
untuk memluas dan menyebar. Di sisi lain, kekerasan tersebut mencerminkan
pola dan sistem tertentu dengan target dan struktur yang tersembunyi.
i Dengan kata lain, kekerasan dan kerusuhan yang dinamis tersebut dapat
dijelaskan dan sebagian besar bisa dipahami, tapi tidak seluruhnya dapat
dikelola.

** Dikutip dari situs hup://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1 363295 . him.
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Beberapa isu strategis dalam enam tahun terakhir berkaitan dengan

situasi kekerasan dan kerusuhan di Thailand Selatan antara lain:

- Pada tahun 2009 pemerintah Thailand dapat dikatakan berhasil

secara taktis karena melalui strategi militernya mampu meredam

pemberontakan dan menjaga perdamaian di wilayah Thatland

Selatan, namun pemerintah masih belum berhasil dalam menerapkan

strategi politik yang sistematis terutama dalam hal reformasi dan

perubahan politik struktural dalam menangani permasalahan di

Thailand Sélatan dalam jangka panjang.

- _Dari sisi/ operasionaly, tercatat fakia bahwa sejak tahun 2007

Kerusuhan di Thailand Selatan. mengalami penurunan yang cukup

drastis, namun demikian pemerintah Thailand tidak dapat mengklaim

begitu saja bahwa kekerasan di Thailand Selatan telah berakhir. Dari

catatan statistik «tetap terlihat bahwa) meskipun jumlah insiden

kekerasan menurun detapi. jumtah &Kemsakan, korban tewas dan

korban luka-luka tidak mengalami penurunan yang signifikan.

- Pertimbangan lain seperti penggunaan kebijakan pembangunan

ekonomi dan' peranan masyarakat sipil dalam mendukung operasi

militer’ menjaga. perdamaian di, Thailand Selatan ternvata tidak

mencapai ~tujuan yangediinginkan, Pertimbangan dari indikator

pembangunan | sosial-ekonomi  menunjukan  bahwa

tingkat

Kemiskinan danpeningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah

JIhailand Selatan tidak mengalami perkembangan yang signiftkan.

Kondisi, masyarakat di Thailand Selatan tetap berkutat pada

permasalahan kemiskinan, pengangguran, kerusuhan dan narkotika.

- Hal penting lain adalah masalah sosio-psikologis, atau kondisi

perasaan masyarakat. Biasanya kita menemukan bahwa masalah

penduduk setempat umumnya memiliki pemahaman yang rendah

dan ketidakpuasan terhadap proyek-proyek pembangunan negara.

Survei Pusat Studi Konflik dan Keragaman Budaya, Prince of

Songkla University terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap

proyek-proyek pembangunan negara sektor, serta kegiatan dari
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badan-badan negara selama bertahun-tahun, ditemukan bahwa
meskipun terdapat tingkat kebutuhan yang tinggi akan bantuan
pemerintah dan adanya kepuasan terhadap bantvan jangka pendek
seperti proyek 4.500 Bahts dan program Sarjana Relawan, serta
pengembangan infrastruktur dan transportasi, tetapi masyarakat
Muslim Pattani di Thailand Selatan masih belum melihat
keberhasilan dalam hal distribusi pendapatan dan pengurangan
kemiskinan. Proyek negara dalam hal pengembangan kapasitas,
pengembdngan dari proses ekonomidan potensi investasi daerah
masih kurang

Sazlah satu indikator utama dalam permasalahan sosial adalah obat-
obatan/narkotika. Obat-obatan terlarang masih beredar lvas, hal inj
mencerminkan kegagalan dalam pembangunan sosial ekonomi di
daerah | tersebut termasuk masalah. pengangguran pemuda,
kemiskinan.

Pada tahun 2009, sikap dan kepercayaan terhadap sektor keamanan,
seperti | militer dan polisi, “masih belum meningkar, ha! ini
diantaranya disebabkan oleh kesalahandalam pelanggaran hak asasi
manusia dan Kurangnva penerimaan dan permahaman lentang hak
untuk identitas penduduk “seiempat, meskipun sejak pertengahan
2009, (banyak \orang/di_daerah, benar-benar mulai melihat dan
menerima  peran  militer dalam © pembangunan masyarakat dan
kegiatan politik, Namun; fakta ini menunjukkan bahwa komitmen
personibpuntdk /pekerjaan pengembangan oleh politik terkemuka
militer masih belum mencapai tujuannya dan belun mampu untuk
memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dalam jangka panjang, negara
harus melanjutkan pekerjaannya dalam rangka menciptakan
kepercayaan yang lebih besar antara masvarakat Thailand pada
umumnya, Khususnya di kalangan Melayu Muslim vang mayoritas
berada di Thailand Selatan.

Keadilan tentang identitas etnis dan agama masih menjadi

permasalahan, seperti dapat dilihat bahwa sebagian besar orang
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masih menganggap jarak budava antara pegawat negeri / pejabat
negara dan penduduk setempat sebagai masalah penting. Di satu sisi,
keadilan merupakan isu utama yang ditentukan sebagai penyebab
kerusuhan. Ketika komponen minor dianggap menerima perlakuan
vang tiak adil, isu-isu yang umum disebut antara lain isu-isu yang
berkaitan dengan perbedaan budaya misalnya masalah dari perlakuan
pejabat terhadap Muslim, masalah kekerasan bahwa para pejabat
negara berkomitmen kepada rakyat, dan masalah berbagai bentuk
ketidakadiian pejabat negara. Isu-isu ini menyebabkan masalah
keaditan sangai jelas dan prioritas 1inggi. Dengan kata lain, masalah
keadilan dajam semua aspek, memiliki implikasi yang berkaitan
dengan isu etnis dan_agama, vang cukup konsisten dengan fakta yang
disebutkan bahwa pejabarnegara di Thailand Selatan sebagai orang
asing. Para pejabat seperti-bukan penduduk setempat, mereka tidak
mengerti budava, bahasa. dan agdma mayoritas masyarakat di
Thailand Selatan.

Tren Internasionai dapat menjadi katalisator intensitas kekerasan di
Thailand Selatan, tren intermiasional ménghubungkan perjuangan
identiias etnis dan keadilan dengan faktor-faktor agama. Misalnya,
faporan Deep SouthwWaitch pada tahun 2008 menunjukkan bahwa
September merupakan bulan.dengan tingkat tertinggi kekerasan,
vaag-juga merupakan.bulan Ramadhan. Pada tahun 2009, insiden
dafil akhir bulan “Agustus_ hingga September juga memiliki
kecenderungan meningkat vang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa
kekerasan di Thailand Selatan adalah wacana tentang etnisitas, ibu
pertiwi. dan agama. Namun, masalah saat ini adalah bahwa
pentingnva simbolisme tersebut telah menurun karena wacana
tentang penyebab kekerasan vaitu konflik kepentingan pribadi,
dendam pribadi, isu-isu politik lokal, kejahatan, dan obat-obatan.
Kecenderungan kekerasan selama bulan Ramadhan menunjukkan
bahwa dengan "wacana kekerasan dari perjuangan di Pattani adalah

perjuangan nyvata dari sebuah kelompok individu™ untuk ras Melayu,
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tanah air Pattani, dan Islam, karena hal ini mencerminkan
kecenderungan aksi terorisme luar negeri yang juga meningkat pada
periode yang sama. Strategi politik-sebelum-militer, penyelesaian
masalah identitas, dan pendekatan damai akan membantu
memecahkan masalah konflik di Thailand Selatan dalam jangka

panjang.

4.4.1 Analisis Tren Masa Depan.

Dari data situasi di masa lalu dan kini, masa depan situasi di
Selatan bisatberspekulasi menurut 4 skenario prediksi, sebagai berikut:
L. Downward Lodder

Situasi ini bisa terus menurun, seperti tangga ke bawah. Dalam

mede!l ini, situasi’ kekerasan akan terus menurun untuk jangka

waktu sekitar 5-10-tahun, tetapi‘saat ini, kemungkinan model ini

mungkin rendah karema dua faktor: situasi pada tahun 2009

menunjukkan kecenderungan situasi untuk berada di kebangkitan,

dan situasi pada awal tahun 2040 Januari-Februari tidak memiliki

tren menurun diharapkan. Selain itu, faktor krisis politik di

Bangkok dan daerah lainnya telah.meémbuat pemerintah bingung

pendekatan untuk menyelesaikammasalah di Selatan dan perhatian

pemerintah  telah dialihkan. ke, masalah-masalah di daerah lain,
yang{ beratnya meningkat. Saat ini, sangat mungkin bahwa
kekerasan di Selatan akan terhubung dengan konflik politik dan

kekerasan di ibukota.

2. V-Shape Trend
V-Shape Trend dengan penurunan pada tahun 2007-2008 dan spike
langsung pada tahun 2010. Meskipun kekerasan memiliki
kecenderungan untuk menurun dan menurun menjadi lebih besar
pada tahun 2009, kemungkinan bahwa kekerasan akan memiliki
kenaikan langsung sebagai Trend V-Shape mungkin agak kecil.
Salah satu faktor penting adalah penindasan kekerasan di Selatan

ofeh polisi, militer, relawan, dan gaya sipil oleh sektor negara di
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daerah itu, dan menempatkan lebih dari 100 miliar baht anggaran
plus tambahan 60 miliar baht yang akan datang ke wilayah, yang
membuat sulit untuk kerusuhan untuk segera bangkit cara di tahun
2004, kecuali dalam hal yang strategis sangat serius/kesalahan
taktis berkomitmen dengan pelanggaran hak asasi manusia atau
pemicu parah konflik oleh negara, seperti al -Furqan insiden
masjid, menyebabkan situasi untuk meningkat di luar kendali,
menyebabkan kerusuhan datam negeri yang memerlukan intervensi
internasionat.

U-Shape Trend

Situasi kekerasan dan kerusuhan bisa menurun seperti yang terjadi
pada 2008 dan secara bertahap meningkat sebagai Trend U-Shape.
Dalam model ini, situasi kerusuhan tahun 2009 secara bertahap
dapat meningkat seperti huruf "U". Kecenderungan tersebut sangat
mungkin jika negarashanya berkutat pada upaya militer tetapi tidak
dapat memperhatikan masalah struktural dan masalah dasar seperti
masaiah identitas Muslim Melayu, masalah keadilan di semua sisi,
isu kemiskinan, dan, kurangnya, pengembangan SDM di Thailand
Selatan, dan isu-dalam politik dan pemerintahan. Masalah tersebut
adalah faktor yang mendukung bagi kelangsungan konflik dan
kekerasan. Para agen dari.para pemberontak dan gerakan bawah
tanah masih "akan bergantung pada hal-hal ini untuk melayani
sebagai prasyarat dalam periuasan kekuatan dan penciptaan situasi
kekerasan, di smana“‘perubahan taktis yang mungkin dilakukan
untuk memungkinkan untuk jangka panjang eskalasi kekerasan.
W-Shape Trend

Situasi ini bisa naik dan turun secara bergantian, seperti sebuah
zigzag. Thailand Selatan akan tetap menjadi daerah kekerasan dan
kerusuhan akan tetap ada untuk waktu yang lama dan mungkin
naik dan turun secara bergantian, yang bisa baik dalam bentuk
kekerasan konstan, atau sebagai Trend W-Shape. Kecenderungan

untuk mode] ini dapat terjadi adalah tinggi seperti dalam model 3,
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penyelesaian masalah dengan kekuatan militer, mengontrol daerah
dengan langkah-langkah hukum khusus seperti UU Martial dan
Keputusan Administrasi Publik dalam Sitwasi Darurat dapat
mengurangi kekerasan pada tingkat tertentu, tetapi masih akan ada
masalah pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpuasan
penduduk setempat. Tindakan hukum dan ditambah dengan
pembangunan dengan komitmen anggaran ke daerah, dapat
membantuy untuk menarik orang untuk menjadi puas dan
mengendalikan eskalasi masalah, tetapi kurangnya solusi untuk
miasalah struktural dan.mendasar, seria kesalahan sesekalt oleh para
pejabat, tetap menjadi faktoryrisiko dan prasyarat bagi keberadaan
konstan Kekerasan,yang memungkinkan para pemberontak untuk
mengiptakan prasyarat-bagi perjuangan yang dapat memungkinkan
munculnya kembali kerusuhan.

Gambar4.1
Pola Skenario Prospek Konflik di Thaitand Selatan

Sauthern Violence: Four Future Scenarias

Scenario 1: ™ N

Downyrard Scenanio 2
Ladder ¥-Shapo Trend
Scenario 3:

Scenario 4
U-Ehapg Trend w-Shape Trend

Para pejabat keamanan negara dapat memilih model ke 4
dengan menggunakan kekuatan militer tanpa negosiasi. tanpa
reformast  politik, administrasi, maupun perubahan dalam
masyarakat. Sementara itu, anggaran pembangunan provek dapat
digunakan untuk “membeli hati” beberapa orang dan
memperpanjang waktu untuk membiarkan penghasut layu sendiri.
Namun, pendekatan ini penuh risiko dan masalah baik dalam
Jangka pendek dan jangka panjang. Ada resiko bahwa situasi akan

menjadi seperti model 2, dan jika kesalahan iw dibuat, situasi akan
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meningkat dan menjadi insiden internasional. Sisi lain risiko dalam
perpanjangan waktu dimana uang sebagai biaya keamanan akan
terus menjadi sangat tinggl dan, sehingga ada kemungkinan yang
sangat besar pihak militer akan ditekan secara politi. Penggunaan
anggaran dan perpanjangan konflik akan menjadi boomerang bagi
pihak militer karena dapat saja dituduh mencari keuntungan dari
konflik  tersebut  serta  akan  menimbulkan  masalah
ketidakpercayaan, seperti yang terlihat dalam kasus GT-200
detektordbem dan penggunaan sejumlah besar anggaran dalam
pembelian balon, manyebabkan militer menjadi target pengawasan

sosial sangat berat di masa dépan.

Dorongan kekerasan di< Thailané Selatan tejah menciptakan
sebuah wacana politik, vane mérupakan kekuatan untuk secara
bertahap, mengubah pemikiran orang-orang Thailand dan para
pengambil kepurtasan politik di Thailand, saat ini. Pemberontakan
adalah bagian dari/kekerasan poliik dan hampir tidak pernah
berevolusi menjadi perang sipil atau penggunaan kekerasan terhadap
negara. Para /pemberoniak. dengan Konstituen dit masyarakat,
menggunakan takuk perjuangan bersenjaté secara bergantian dengan
perjuangan politik. Wacana utamandalam perjuangan di Thailand
Setatan’ yang mengarah pada ~Kerusuhan antara lain adalah politik
identitas <yang beshubungan dengan sejarah, etnisitas, dan agama.
Masalah lainoyang semyawa dan mengkatalisasi kekerasan adalah
masatah ketidakadilan, kurangnya kesempatan dalam pembangunan,
dan kemiskinan. Kenyataan rumit adalah bahwa kadang-kadang
konflik pribadi. konflik politik lokal. kejahatan, dan masalah narkoba
ditarik unisk menjelaskan kekerasan terus-menerus, yang merupakan
alasan mengapa pihak berwenang sedang berusaha untuk membangun
sebuah  wacana baru  pada pelaku  kekerasan  bukannya
"pemberontakan” istilah. vang merupakan upaya untuk membuat

gambaran kekerasan daiam bentuk baru dalam  rangka uniuk
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memudabkan makna dari wacana aslinya tentang perang
pemberontakan dan pemberontakan.

Dengan kata lain, pembentukan gambaran kekerasan baru dibuat
untuk mengurangi makna kekerasan perlawanan dalam bentuk politik
identitas. Namun, formasi diskursif tentang kekerasan pemberontak
telabh menjadi jenis kekerasan yang tampak nyata dan berlangsung
lama, karena telah menjadi bagian penting dari realitas politik yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar orang di Thailand
Selatan selanta bertahun-tahun.

Penciplaan gambasan baru  bahwa kekerasan yang terjadi
merupakan ‘konflik pribadi, kepentingan, dan kekerasan serta obai-
obatan. mungkin merupakan vpaya menyangkal sisi lain realitas yang
berlangsung, di daersh tersebut dengan menggunakan istilah baru,
penjelasan’ baru dan sentimén baru. Namun, kekerasan adalah
Kekerasan., bemtuk baru gambaran kekerasan tidak dapat dibangun
hanva dengan narasi terencana, tetapi juga membutuhkan praktek
diskursif tentang realitas kekerasan yang muncul dalam hubungan
sosial-politik yang pasti.

Berdasarkan \data dari National Intelligence Agency (NIA)
‘tharand. jumiah kekerasan.dan teror selama tahun 2009 mencapai 733
Kasus dan korban meninggal sebanyak 37] orang, sedangkan pada
periode danuari=Sepiember 2010 terjadi tindakan teror sebanyak 618
Kasusadan korban memngpgal sebanyak 294 orang. Meskipun jumiah
kekerasan dan Korban tewas menurun pada tahun 2010, namun strategi,
taktik dan Kualitas penyerangan dari kelompok separatis semakin
berkembang dan meningkat. Target-target penyerangan masih
dityjukan kepada pegawai pemerintah dan kerajaan, khususnya tentara,
namun demikian tokoh-tokoh seperti pemuka agama dan pejabat tinggi
negara tidak lepas juga dari target penyerangan.

Pada 25 oktober 2010, beriepatan dengan peringatan 6 tahun
peristiwa Tak Bai, terjadi peristiwa pengeboman sebanyak 17 kali di

wilayah Thailand Selatan (13 di Narathiwat, 2 di Pattani dan 2 di
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Yala), vang mengakibatkan 13 orang tewas dan 25 orang luka-luka.
Sebagian besar bom yang meledak tersebut diletakan sebagai
perangkap di tempat-tempat perkebuan Kkaret dengan target para
pekerja, sedangkan sebagian bom lainnya di tujukan kepada
pegawal/aparat pemerintah yang sedang melaksanakan tugas.

Mencermati data tersebut, maka diperkirakan aksi kekerasan dan
teror di wilayah Thailand Selatan akan tetap terus terjadi di masa
mendatang, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat Muslim Pattani
terhadap  keéseriusan pemerintah  Kerajaan  Thailand  untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut sangat rendah. Disamping kultur
masyarakat yang ‘berbeda dengan masyarakat Thailand Utara, laju
pertumbuhan | dan pembangunan di wilayah Selatan relatif lebih
eriinggaly, (sehingga _semakin - memunculkan  gerakan-gerakan
perlawanan Muslim Pattani yang menginginkan terbentuknya negara
Pattani terpisah dari pemecintahan Kerajaan Thatland.

Meskipun selama ini belumditemukanketerkaitan antara gerakan
separatis Pattani dengan kelompok-kelompok teroris luar negeri,
napiun mereka bisa sajayberkolabogasi di masa mendatang, mengingat
salah satu tokoh JI (Jamaah Islamiyah), Hambali pernah menjadikan
negara terscbut, sebagaivtempat_persembunyiannya sewaktu melarikan
diri.

Terkait dengan Indonesia, selama ini banyak pelajar/mahasiswa
Mustim dari wilayah “Ghailand. Selatan yang menempuh kuliah di
beberapa kota, seperti Bandung dan Yogyakarta, terbuka kemungkinan
untuk melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok radikal baik

di Indonesia maupun di Thailand Setatan.

4.5 Manrajemen Konflik

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap
pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk

mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap kedua memiliki
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orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik
dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial
dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach. Tahap terakhir
memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk
melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat

mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian vang langgeng.

Tahapan-tahapan tersebut dapat diterapakan pada konflik yang terjadi di
wilayah Thailand Selatan.
Tahap I : MencaridBe-eskalasi Konflik
| Diiahap pertama, konflikyyang terjadi masih diwamai oleh pertikaian
bersenjata yang memakan Korban jiwaysehingea pengusung resolusi konflik
i berupaya univtk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point)
: prosessicsolusi konflik «Tahap_ini" masih berurusan dengan adanya konflik
bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan
tangan _dengan orientasi-orientasi-militer. -Proses resolusi konflik dapat
dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan
5 menurunkan tingkat eskalasi konflik.

Kajian tentang entry pointiini didorhinasi olehpendapat Zartman tentang
kondisi  “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak vang
bertikaplebth terbuka uniuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi
beban biaya kekerasan yang meningkat. Namun, thesis ini ditolak oleh
Burton yang menyatakan bahwa “preblem-solving conflict resolution seeks 1o
make_passible more aecurdte prediciion and costing, together with the
discovery_ef viable options, that would make this ripening unnecessary™.
Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga
yang dapat menurunkan eskalasi konflik. De-eskalasi ini dapat dilakukan
dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga
internasionat berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB.

Pada kondisi “Hurting Stalemate” pihak pemerintah Thatland dan pihak
Muslim Pattani dengan bantuan mediasi dari pihak ketiga dapat memulai

proses negosiasi dengan catatan dari kedua belah pihak memiliki itikad untuk
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berdamai dan pemerintah Thailand pun harus memiliki “political wilf” untuk
menggandeng wilayah Thailand Selatam.
Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses
resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi
kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik.
Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war
operations. Prinsip ini yang merupakan salah satv perubahan dasar dari
intervensi kemanusiaan di dekade 90-an. mengharuskan intervensi
kemanusiaan’ untuk tidak lagigbergerak di lingkungan pinggiran konflik
bersenjata tetapi harus /bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini
didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM
terbesar ada di pusat peperangan<dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa
melakukan operasi penyelamatan selain pihak/ketiga. Dengan demikian,
bentuk-bentuk aksi kemanusian miaunalis yang hanya menangani masalah
defistensi komoditas pokok (commaedity-based humanitarianisi) dianggap
tidak lapi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan
bersamaan dengan | usgha untuk menibuka peldang (entry) diadakannya
negosias] antarelit, Dengandemikian dapat dikatakan bahwa tehap ini kental
denganporientasi politik yangwbertujuan untuk mencari kesepakatan politik
(pelitical sestlernent) antara akigr konflik.

Pada iahapan ini diharapkan €lite politik dari kedua belah pihak telah
berunding”déngan baik, danwdari pibak pemerintah Thailand pun harus
mengeluarkan ‘kebijakan-kebijakan vang bersifat aksi-aksi kemanustaan
sehingga memberikan image bahwa pemerintah benar-benar berusabha untuk
menciptakan perdamaian.

Tahap III: Problem-solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalak problem-solving yang
memiliki orientast sosiat. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi
yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakvkan transformasi
suatu konflik vang spesifik ke arah resclusi. Transformasi keonflik dapat

dikatakan berhasil jika dua kelompok vang bertikui dapat mencapai
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pemahaman timbal-balik (murual understanding) tentang cara untuk
mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung
dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik
tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya
untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.

Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh
empat komponen utama proses problem-solving. Komponen pertama adalah
masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan
inisiatif komunikasiiingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing
pihakgmemberikan informasippvang benar kepada pihak lain tentang
kompleksiias konflik vang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang
timbul  selama konflik, .dan kendala-kendala struktural vyang akan
menghambat fleksibiliias mereka dalam melakukan proses resolusi konflik.
Komponen ketiga adalahkedua belah pihak secara bertahap menemukan pola
interakst yang | diinginkan untukoinengkomunikasikan  signal-signal
perdamaian. Komponen terakhir adalah_problem-solving workshop yang
berupaya  menyediakan sueiu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak
bertikai dntukymelakukanpproses (tidak Jangsuag mencari outcome) resolusi
konflik.

Dalam_kasus Konflik di Thatland) Selatan, tahap problem Solving
Approach adalah tahap\dimana pemerintah_memiliki peranan penting untuk
mengenvampinckan  kebijakan-kebijaken ~ yang  cenderung  bersifat
disknminaut dan asimilatif. statis;.pemerintah harus mampu menunjukan
itikad batk untukunerangkuel warga Muslim Pattani.

Tahap IV: Peace-building

Tahap keempat adalah peace-buiiding yang meliputi tahap transisi, tahap
rekonstiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan
akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan
Kultural.Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily
vang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi
masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses

vaitw: (1) pemilihan benwk strukwur negara; (2) pelimpahan kedaulatan
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negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem
pemilihan umum; (3) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-
etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan.

Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi
perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu
komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam
kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut

Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi.
Dalam tahap konsglidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah
“Quo_Desidérar Pacem, Praeparet Pacenr”. Semboyan ini mengharuskan
aktor-aktor yang' relevan untuk terus menerus melakukan intervensi
perdamaian terhadap struktursosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah
terulangnya lagi ' konflik yang-melibatkan. kekerasan bersenjata serta
mengkonstruksikan proses perdamaian langggng vang dapat dijalankan
sendiri_oleh pihak-pihak yang bertikai. Dua’tujuan tersebut dapat dicapai
dengan merancang dua kegiatan.

Kegiatan pertama adalzh mengoperasionaikan indikator sistem
peringatafl dini®l. Sistem peringatan dini_ini dihatapkan dapat menyediakan
ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan
memperkeet! < kemungkinanw.penggunaan  kekerasan bersenjata  untuk
mengelola konflik. Sistem peringatan.dint ini juga dapat dijadikan tonggak
untuk, melakukan = preventive diplomacy yang oleh Lund didefinisikan
sebagal. o preventive | diplomacy, or conflict prevention, consists of
governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are
taken deliberately to keep particular states or organized groups within them
Jrom threatening or using organized violence, armed force, or related forms
of coercion such as repression as the means 1o settle interstate or national
political disputes, especially in situations where the existing means cannot
peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and

international change”.

" Andi Witiajanto, Early Warning Sysiem. Jakarta: 2001
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Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal
yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai
tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja
melibatkan ~ Non-Governmental  Organisations (NGOs), mediator
internasional, atau institusi keagamaan

Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu
kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk
mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses
pengelolaan konflik€di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan
bahwa resotusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka
yang tidak pernah berakhir. Perdamaian, memerlukan upaya terus menerus
untuk melakukan identifikasicdan eliminasi terhadap potensi kemunculan

kekerasan. struktural di suatu komunitas.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Integrasi sosial merupakan faktor terpenting dalam membangun suatu
negara. Dengan integrasi sosial itu akan menimbulkan rasa nasionalisme
antar etnik. Menurut James G Kellas, nasionalisme membangun kesadaran
rakyat sebagai sebuah bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program
tindakan. Tingkah' laku Seorang nasionalis selalu berdasar pada perasaan
menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa. Nasionalisme adalah satu
paham yang menciptakan dan/mempertahankan kedaulatan sebuah negara
("naticn™) dengan  mewujudkan _satu Koasep identitas bersama untuk
sekelompok o manusia. Apayang. dilakukan oleh pemerintah  Thailand
bukanlah berdasar pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa
ataupun mewujudkan svatu identitas bersama. Pemaksaan vang dilakukan
oleh seorang Phibul Songkram bukanlah suatu kebijakan vang nasionalis.
Justru kebjjakan yang anti-nasionalis. Kebfjakan inistentu saja memecah belah
negara Thailand, identitas nasional bukanliah identitas satu masvarakal saja.
namun_juga harus melihat masyarakat vang laiff dan hal tersebut tidak dapat
dipaksakan,

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam lima
tahun terakhir; (dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional vang
menganiarkan dan memediasi perdamaian di Selatan. Kuatnya peran tentara
di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan.
Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa
dinikmati bagi Muslim Melayu. Persyaraian pemakaian ketat bahasa nasional
Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme —pro kebijakan pusat-
menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi. Kehadiran
masyarakat internasional, antara Jain Nahdlatul Ulama vang menjembatani
ulama di Thailand Selatan dan pemerintah- kerajaan Thailand akan banyvak

membuahkan hasil jika pemerintzh pusat mengakomodasi gagasan dan
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harapan Muslim Melavu di Selatan, yaitu penggunaan tradisi Muslim Melayu
tebih terbuka, dan pengakuan pemerintah pusat atas tradisi ini, khususnya di
Pattani, Yala, dan Narathiwat,

Dapat disimpulkan, tumbuhnya sikap anti pemerintah pusat yang
dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal.
Kesenjangan ckonomi menjadi kunci atas terus berlangsungya gerakan
'separatisme’ atau dalam istilah David Brown sebagai 'separatisme etnis' atas
dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung
puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat Muslim yang mendapat tekanan politis
dan keamanan dari pemeriniahotidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari
mereka secara diam-diam mendukung, cerakan anti-pemerintah. Bahkan
beberapa di antara mereka_akuf terlibat dalam aksi kekerasan. Konflik di
Thailand-Selatan berpotensi besar akan tetap berianjut jika pemerintah masih
tetap mengeunakan pendekatan sekuritas dengan kekuatan militer tanpa
diimbangi dengan upava-upava,nongiliter untuk merangkul masyarakat
Muslim Pattani 'di Thailand Selatan. Selain“itti_kénsep asimilasi statis vang
diterapkan oleh pemerintah Thailand harus dirubah menjadi konsep asimilasi
dimana m@asihsterdapat adanya penghargaan dan teleransi terhadap agama dan

kebudayaan ewnis Muslim Melavu di Thailand Selaran.

5.2 Saran

Berbagaif pilihan solusiwsuncul untuk mengatasi konflik di Thailand
Selatan=Namun bila kita lihat pitihan-pilihan tersebut dapat dibagi dua yakni
short-term dan long-term solution. Penyelesaian konflik secara cepat, menurut
saya sangat sulit dicapai, memang terfihat pesimis namun permasalahannya
konflik ini sudah berlangsunu selama pulubhan tabun dan menjadi semakin
kompleks. Solusi-solusinya aniara lain:

1. Peningkatan hubungan kerjasama antrara pemerintah Thailand dengan
negara tetangga, terutama Malaysia, dalam rangka keamanan di
perbatasan.

2. Peningkatan pertumbuhan ¢konomi di selatan Thailand merupakan

elemen penting untuk mengurangi konflik

Univearsitas Indonesia
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Komitmen vang tinggi terhadap hak asasi manusia, militer dan polisi
bekerja-sama dalam memberantas pemberontak atau teroris namun
harus tetap mengacu kepada hak asasi manusia.

Kebebasan yang diperuntukkan untuk mendapatkan pendidikan yang
layak dan bebas.

Kebebasan untuk beragama.

Diberikannya kursi keterwakilan yang diberikan kepada masyarakat
Melayu-Muslim dalam badan legislatif.

Pembuatandorum bersama antara peinerintah Thailand dengan salah
satuswakil dari gerakan sepasatis untuk menyelesaikan konflik.
Pendekatan ‘vang holistik dari berbagai aspek kehidupan yang di
terapkan dalam Kebijakan yang mengandung prinsip keadilan bagi

Kehidupan masyarakat Muslim Pattani.

Dalam rangka iKut menciptakan Keamanan regional wilayah Asia

Tengeara, Indonesia hendaknya mampu berpartisipasi aktif dalam upaya
menyelesaian konflik di Wilayah Thafland “selatan. Hal ini juga akan
merendam  potensi’ dimanfaatkannya wilavah konflik di Thailand Selatan

sebagai jejaring terorisme internasional.

Universitas Indonesia
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